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Diklat Teknis merupakan salah satu diklat yang dilaksanakan untuk 
memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap sumber daya aparatur 
sebagai syarat untuk memenuhi kompetensi teknis terkait dengan tugas dan 
pekerjaannya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan 
menganalisis pelaksanaan diklat teknis KTI oleh BKD Kabupaten Sidoarjo dalam 
mengembangkan kompetensi PNS Daerah bagi guru baru di masa pandemi covid-
19. Serta faktor – faktor yang mendukung dan menghambat berjalannya diklat 
teknis KTI di masa pandemi covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Model analisis yang digunakan adalah model analisis Miles, Huberman, dan 
Saldana yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta 
penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan diklat teknis KTI dalam 
mengembangkan kompetensi guru baru pada masa pandemi covid-19 masih belum 
maksimal. Hal ini dikarenakan masih terdapat peserta yang belum melaksanakan 
diklat, dan adanya refocussing anggaran. Selain itu, hasil temuan penulis di 
lapangan melihat bahwa masih belum ada SOP yang mengatur mengenai 
penyelenggaraan diklat teknis khususnya diklat teknis KTI, masih terdapat 
instruktur yang kurang memahami dan mengerti mengenai teknis penulisan diktat 
atas peserta dengan kategori yang berbeda. Saran yang dapat diberikan oleh penulis 
adalah sebaiknya menyusun rancangan SOP penyelenggaraan diklat teknis, 
melakukan pemetaan antar peserta yang disesuaikan dengan kategorinya dan 
memilih instruktur yang lebih tepat atas diklat teknis KTI, melakukan adanya 
pembebanan sebagian anggaran kepada peserta diklat, serta melaksanakan evaluasi 
terhadap pimpinan alumni diklat dilakukan secara online. 
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New Teachers At The Elementary School Level During The Covid-19 
Pandemic Era (A Study In Badan Kepegawaian Daerah of Sidoarjo Regency), 
Supervising Commision Chairman: Dr. Ainul Hayat, S.Pd., M.Si, Supervising 
Commision Members Erlita Cahyasari, S.AP., M.AP.  
 
Technical training is one of the training that being held to give the knowledge 
and skills for each of the apparatus resources as a requirement to fulfill technical 
competence related to their duties and work. This study was conducted to find out, 
explain, and analyze the implementation of technical training for scientific paper 
by Sidoarjo Regional Civil Service Agency in developing the competent of regional 
civil servants for new teachers in the COVID-19 pandemic era. As well as with the 
factors that support and hinder the continuance of technical training for scientific 
paper in the COVID-19 pandemic era. The method used in this study were 
qualitative research method with descriptive approach. Observation, interview, and 
documentation was used in collecting the data in this study. The analysis model in 
this study were used Miles, Huberman, and Saldana, consist of data collection, data 
condensation, data display, and conclusion. 
The result of this study showed that in implementing the technical training for 
scientific paper to develop the competent of new teachers in the COVID-19 
pandemic era was not optimal. The particular reason for participants who haven’t 
carried out the training, and there’s a budget were being cut by each agencies. 
Moreover, in the field the author found out that no once of Standard Operating 
Procedure that regulates to implementing of technical training specially technical 
training for scientific paper, and some of the instructor were not comprehend and 
understand regarding to the technical writing of the training for participants with 
different categories. The author suggestion for this issues are to drafting standard 
operating procedures for the implementation of technical training, to do the 
mapping between participants according to their category and choosing a more 
appropriate instructor for the technical training for scientific paper held, to do the 
partial budget assignment toward the participants, and carry out an evaluation of 
the education and training of participants leadership conducted online. 
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1.1 Latar Belakang 
Organisasi dalam mencapai setiap tujuan yang ingin dicapai tentu tidak jauh 
dari nilai – nilai yang dianutnya. Dalam mencapai dan memenuhi nilai – nilai 
tersebut, maka segala hal yang dilakukan harus sesuai dengan aturan – aturan yang 
telah di tetapkan oleh organisasi, dan tentunya proses administrasi pada organisasi 
pun tidak terlepas peranannya. Setiap organisasi tentu berkeinginan untuk 
mewujudkan tujuan yang telah ditetapkannya dapat tercapai secara efektif dan 
efisien. Salah satu unsur penunjang keberhasilan bagi suatu organisasi terletak pada 
sumber daya manusia yang dimiliki. Sumber daya manusia atau yang dikenal 
dengan singkatan SDM ini adalah aset yang sangat berharga dan penting yang 
dimiliki oleh sebuah organisasi. 
Sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan 
hidup matinya suatu organisasi. Apabila sumber daya manusia yang dimiliki oleh 
organisasi bermoral baik, disiplin, loyal, produktif, dan berkompeten, maka sebuah 
organisasi tersebut akan dapat berkembang dengan baik. Namun jika sumber daya 
manusia yang dimiliki pasif, bermoral rendah, dan tidak berkompeten, maka sebuah 
organisasi akan dengan mudah untuk dihancurkan. Oleh karenanya, sebuah 
organisasi harus mampu mengelola sumber daya manusia yang ada didalamnya, 
tidak hanya untuk mencapai tujuan namun juga untuk mengembangkan kompetensi 





Manajemen yang baik dalam pengelolaan sumber daya manusia akan 
memberikan kemudahan bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Pengelolaan 
sumber daya manusia ini dikenal dengan sebutan Manajemen Sumber Daya 
Manusia atau sering disingkat dengan MSDM. MSDM dikenal sebagai suatu proses 
dalam merencanakan, mengelola, dan mengendalikan sumber daya manusia yang 
ada. Menurut Hasibuan (2013:10) manajemen sumber daya manusia adalah ilmu 
dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja efektif dan efisien, 
membantu terwujudnya perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Manajemen 
Sumber Daya Manusia yang tidak efektif menjadikan sebuah hambatan bagi 
organisasi baik dalam mencapai keberhasilan tujuan organisasi serta kepuasan para 
pekerja. Sebuah organisasi harus mampu mengelola sumber daya manusia yang ada 
didalamnya, tidak hanya untuk mencapai tujuan dari organisasi namun juga untuk 
mengembangkan kemampuan dari sumber daya manusia terutama di masa saat ini 
dimana perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan berkembang pesat.  
Untuk membentuk sumber daya aparatur bagi organisasi publik yang 
profesional, maka adanya pengembangan kompetensi bagi setiap sumber daya 
aparatur sangat diperlukan. Pengembangan merupakan salah satu fungsi dari 
manajemen sumber daya manusia. Pengembangan menurut Hasibuan (213:69) 
merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan baik secara teknis, 
teoritis, konseptual, serta moral pegawai sesuai dengan kebutuhan jabatan. 
Pengembangan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja bagi 
setiap pegawai di organisasi. Kompetensi sendiri menurut Sedarmayanti 





berpengaruh langsung, atau dapat memprediksi kinerja yang sangat baik. 
Berdasarkan kedua pengertian tersebut, Saleh et al., (2013:13) mengemukakan 
pengertian atas pengembangan kompetensi yakni merupakan sebuah bentuk 
program pengembangan aparatur yang harus dilakukan oleh organisasi sektor 
publik untuk mengantisipasi terjadinya perubahan pola kerja lama yang bersifat 
manual dan semi manual, menuju terselenggaranya pola kerja baru. 
Pengembangan kompetensi oleh sumber daya aparatur ini harus terus 
ditingkatkan demi terlaksananya pemberian pelayanan kepada publik. Hal ini akan 
membantu sumber daya aparatur untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi 
tantangan serta perubahan yang akan dihadapi pada pekerjaannya, baik pada saat 
ini maupun di masa yang akan datang. Untuk itu dalam mengembangkan 
kompetensi oleh sumber daya aparatur, diperlukan adanya pelatihan bagi aparatur 
sipil negara yang nantinya akan mengarah kepada peningkatan semangat dan 
pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan 
tanah air. Hal ini sesuai dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara pada pasal 70 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap sumber 
daya aparatur memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan 
kompetensinya. Pengembangan kompetensi tersebut antara lain salah satunya dapat 
diwujudkan dengan pemberian pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya 
aparatur. 
Menurut Notoatmodjo (2009, dalam Sina et al., 2015:282) pendidikan dan 
pelatihan merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia/aparatur, 





Mathis & Jackson (2008:260) juga mengungkapkan “training is the process where 
by people acquire capabilities to perform jobs” yang artinya pelatihan merupakan 
suatu proses dimana seseorang memperoleh kemampuan yang lebih untuk 
melakukan pekerjaannya. Berdasarkan pengertian dari para ahli tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan suatu upaya dalam 
meningkatkan kualitas pada Aparatur Sipil Negara (ASN) serta profesionalisme 
suatu lembaga dalam pembinaan dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian. 
Kegiatan tersebut dapat meningkatkan kinerja pegawai, serta para pegawai nantinya 
akan memeroleh keahlian dan keterampilan di masa depan yang dapat dijadikan 
sebagai suatu aset yang berharga tidak hanya bagi lembaga atau organisasi terkait, 
namun juga pada diri pegawai tersebut. 
Di Indonesia, terdapat lembaga pemerintah yang menaungi tentang manajemen 
kepegawaian yakni Badan Kepegawaian Negara (BKN). BKN ini memiliki fungsi 
sebagai penyusun dan penetapan kebijakan secara teknis di bidang manajemen 
kepegawaian, menyelenggarakan sistem informasi manajemen kepegawaian, 
menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan di bidang 
manajemen kepegawaian, menyelenggarakan dan mengembangkan sistem 
rekrutmen Pegawai Negeri Sipil, menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian 
pelaksanaan manajemen kepegawaian, serta melakukan pengawasan atas 
pelaksanaan tugasnya. Untuk melakukan manajemen kepegawaian pada daerah – 
daerah lainnya, tentu BKN tidak bisa melakukan hal – hal tersebut secara mandiri. 





menanganani segala permasalahan, penetapan, pelaksanaan, hingga pengawasan 
terhadap manajemen pegawai di tingkat daerah. 
Berdasarkan data statistik BPS Jawa Timur dalam angka tahun 2021, 
Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah yang memiliki jumlah aparatur 
sipil Negara terbanyak ketiga dengan jumlah ASN 10.484 orang dalam tingkat 
kabupaten, setelah Jember dengan 12.797 orang ASN, dan Malang dengan 11.686 
orang ASN. Dengan jumlah ASN yang banyak tersebut maka setiap wilayah harus 
bekerja keras untuk dapat memanajemen pegawai secara optimal. Kabupaten 
Sidoarjo telah melakukan pengelolaan manajemen aparatur sipil negara dengan 
baik. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya peringkat kedua setelah Kota Bandung 
pada penghargaan sebagai instansi pemerintah yang telah menerapkan sistem merit 
pada ASN dengan nilai 297 se-Indonesia (portal.sidoarjokab.go.id). Dalam 
pengelolaan manajemen aparatur sipil negara di Kabupaten Sidoarjo ini, tentu tidak 
jauh peranannya oleh instansi yang mengelola kepegawaian seluruh aparatur sipil 
negara yakni Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. 
BKD Kabupaten Sidoarjo memiliki visi yang diampuh, yakni “Terwujudnya 
Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang Profesional dan 
Sejahtera”, hal ini didukung dengan berbagai misi yang telah dirancang dan sejalan 
demi tercapainya visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 
63 Tahun 2018, BKD Kabupaten Sidoarjo dituntut untuk mampu 
menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan pada bidang 
kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. Dalam melaksanakan tugas dan 





membawahinya yakni Bidang Pengembangan ASN, Bidang Pembinaan dan 
Kesejahteraan ASN, Bidang Pendidikan dan Pelatihan ASN, serta Bidang Mutasi 
ASN. 
Begitu banyak prestasi yang diraih oleh Kabupaten Sidoarjo dalam hal 
manajemen kepegawaian di lingkungannya. Namun, tidak dipungkiri disamping 
banyaknya prestasi yang diraih, Kabupaten Sidoarjo juga masih mengalami 
berbagai permasalahan dalam hal manajemen kepegawaian. Hal ini disampaikan 
oleh Ibu Dinda Meidianti bahwa “saat ini kompetensi dari PNS yang ada di Sidoarjo 
sudah bagus tapi masih kurang optimal, salah satunya pada guru – guru baru ini 
yang diajukan oleh OPD terkait berdasarkan analisis organisasinya”. Kurang 
optimalnya kompetensi yang dimiliki oleh PNS Daerah Kabupaten Sidoarjo ini 
membuat BKD Kabupaten Sidoarjo menggencarkan adanya pelaksanaan 
pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi PNS Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk dapat 
mengembangkan kompetensinya. Selain itu, hal ini juga diharapkan dapat 
mewujudkan visi dan misi yang diampuh oleh BKD Kabupaten Sidoarjo yakni  
mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional. 
Menurut Peraturan Bupati Sidoarjo No 64 Tahun 2019 tentang Pengembangan 
Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Sidoarjo, pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan 
kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana 
pengembangan karir. Pengertian diklat sendiri menurut Peraturan Pemerintah No. 
101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil 





meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. Tujuan dari diklat ini adalah 
untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap dalam 
melaksanakan tugasnya, serta memantapkan sikap dan semangat pengabdian 
aparatur yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan 
masyarakat. 
Dilansir dari situs resmi Kabupaten Sidoarjo (portal.sidoarjokab.go.id) pada 
24 November 2020, BKD Kabupaten Sidoarjo pernah meraih penghargaan Diklat 
Award 2018 sebagai Kabupaten terbaik se-Jawa Timur dalam penyelenggaraan 
diklat (Pendidikan dan Pelatihan) oleh Badan Diklat Provinsi Jawa Timur. Hal ini 
menunjukkan bahwa BKD Sidoarjo telah melaksanakan tugas dan fungsinya 
semaksimal mungkin sesuai dengan visi yang diampunya. Penghargaan ini sebagai 
bentuk pembuktian bahwa BKD Kabupaten Sidoarjo telah bersungguh – sungguh 
dalam memberikan diklat kepada para aparatur sipil negara agar menciptakan 
sumber daya aparatur yang profesional, dan sejahtera. Diklat sendiri terdiri dari 
beberapa jenis menurut PP No 101 Tahun 2000, diantaranya ada Diklat Prajabatan, 
dan Diklat dalam Jabatan. Diklat prajabatan merupakan diklat yang dilakukan 
sebagai syarat pengangkatan bagi para CPNS menjadi PNS. Sedangkan diklat 
dalam jabatan merupakan diklat untuk mengembangkan pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap PNS. Diklat dalam jabatan ini terdiri dari beberapa macam 
diantaranya yakni diklat kepemimpinan, diklat fungsional, dan diklat teknis. 
Di masa pandemi covid-19 yang terjadi saat ini, berbagai peraturan baru 
ditetapkan pada era new normal, seperti social distancing, menghindari kerumunan, 





terdapat pula kebijakan mengenai work from home. Dimana kebijakan tersebut 
mengharuskan para pegawai untuk bekerja dari rumah dan melakukan pelayanan 
secara online. Salah satunya pada sektor pendidikan, dimana seluruh kegiatan 
belajar mengajar harus dilakukan secara daring atau online. Penyampaian 
pembelajaran secara online harus terus dilaksanakan demi tersampaikannya ilmu – 
ilmu kepada para murid. Tidak heran jika pada masa pandemi teknologi informasi 
ini dikerahkan dengan gencar. 
Sistem pembelajaran yang dituntut harus terus berlanjut dengan tetap 
menyesuaikan kondisi pandemi covid-19 saat ini, tentu memberikan tantangan 
tersendiri bagi guru – guru baru yang telah diangkat menjadi PNS Daerah dalam 
melakukan kegiatan belajar mengajar dengan para murid. Guru – guru baru yang 
masih kurang memiliki pengalaman dalam mengajar harus memulai 
pengalamannya memberikan pelajaran secara daring. Untuk itu, para guru – guru 
baru ini membutuhkan pengembangan kompetensi teknis untuk menunjang 
terlaksananya pekerjaannya dengan efektif dan efisien. Dengan sistem 
pembelajaran yang berkembang ini, mau tidak mau setiap guru – guru baru harus 
ikut menyesuaikan kondisi tersebut. Dalam penyesuaiannya, kompetensi teknis 
yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas bagi guru harus terus diasah. Salah 
satu kompetensi teknis yang harus diasah pada guru – guru baru adalah penyusunan 
diktat.  
Penyusunan diktat ini penting karena merupakan salah satu penunjang 
pekerjaan guru dalam menyampaikan ilmu kepada murid – murid. Diktat berisikan 





Diktat ini disusun sebagai bahan ajar yang diperlukan bagi tenaga pendidik 
khususnya untuk perencanaan pembelajaran, dan membantu guru dalam 
melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada murid. Dengan adanya diktat ini 
diharapkan bagi para murid dapat belajar secara mandiri terutama dikala masa 
pandemi covid-19 yang dimana kegiatan belajar mengajar belum bisa dilaksanakan 
sebagaimana mestinya secara tatap muka. Permasalahan yang dihadapi saat ini, 
masih awamnya pengetahuan dalam penyusunan diktat bagi guru – guru baru. 
Untuk mewujudkan adanya pengembangan kompetensi dalam penyusunan diktat 
bagi guru – guru baru, BKD Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan pendidikan 
dan pelatihan teknis Karya Tulis Ilmiah dalam menyusun diktat. 
Diklat teknis KTI ini dilaksanakan dengan harapan agar guru – guru baru 
sebagai pengajar profesional dapat membuat bahan ajarnya sendiri yang dapat 
menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan siswa, terutama dimasa pandemi 
covid-19 ini. Pelaksanaan diklat teknis KTI ini didasarkan pada analisa kebutuhan 
diklat, dan analisa pengembangan diri aparatur sipil negara yang kemudian 
diidentifikasi kebutuhan diklat tersebut untuk dapat menentukan jenis diklat yang 
sesuai dan kemudian dievaluasi atas penyelenggaraan diklat dan kesesuaian diklat 
dengan kompetensi jabatan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Mathis & Jackson 
(2008:260) mengenai pelaksanaan pelatihan yang terdiri dari 1) Penilaian, yang 
terdiri dari analisis kebutuhan akan pelatihan, dan identifikasi terkait tujuan dan 
kriteria pelatihan; 2) Perancangan, pada tahap ini dilaksanakan pengujian pada 
peserta sebelum dilaksanakannya pelatihan (pre-test), memilih metode pelatihan 





penentuan jadwal pelaksanaan pelatihan dan juga pemantauan pelaksanaan selama 
pelatihan; 4) Evaluasi, yang dimana hasil – hasil atas dilaksanakannya pelatihan ini 
diukur, dan dibandingkan antara hasil yang ada dengan tujuan yang telah ditetapkan 
sebelumnya. 
Dengan demikian, guna untuk mewujudkan PNS Daerah khususnya guru yang 
profesional, netral, dan sejahtera di masa pandemi covid-19 terkhusus dalam 
pengembangan kompetensi secara teknis dalam penyusunan diktat, maka Badan 
Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo dituntut untuk dapat mengembangkan 
dan mengoptimalkan dengan baik pelayanan, sumber daya aparatur, kinerja, serta 
kesejahteraan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis KTI. Maka 
dari itu penulis tertarik untuk mengangkat judul “Pendidikan dan Pelatihan 
Teknis dalam Mengembangkan Kompetensi PNS Daerah Bagi Guru Baru 
Tingkat Sekolah Dasar di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Badan 
Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo)”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah Pendidikan dan Pelatihan Teknis dalam mengembangkan 
kompetensi PNS Daerah bagi Guru Baru Tingkat Sekolah Dasar di Masa 
Pandemi Covid-19 pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo? 
2. Apasajakah faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam 
Pendidikan dan Pelatihan Teknis dalam mengembangkan kompetensi PNS 
Daerah bagi Guru Baru Tingkat Sekolah Dasar di Masa Pandemi Covid-






1.3 Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis proses Pendidikan 
dan Pelatihan Teknis dalam Mengembangkan Kompetensi PNS Daerah 
bagi Guru Baru Tingkat Sekolah Dasar pada Badan Kepegawaian Daerah 
Kabupaten Sidoarjo di Masa Pandemi Covid-19. 
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis faktor pendukung 
dan penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan Pendidikan dan 
Pelatihan Teknis dalam Mengembangkan Kompetensi PNS Daerah bagi 
Guru Baru Tingkat Sekolah Dasar di Masa Pandemi Covid-19 pada Badan 
Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. 
1.4 Kontribusi Penelitian 
1. Akademis 
a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan 
pemikiran dalam Ilmu Administrasi Publik, terkhusus pada bidang 
Manajemen Sumber Daya Manusia. 
b. Sebagai bahan informasi bagi mahasiswa lain yang ingin melakukan 
penelitian, khususnya pada kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis 
bagi sumber daya aparatur. 
2. Praktis 
a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 
koreksi bagi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam 
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis KTI dalam 





b. Sebagai pengetahuan bagi para pegawai yang ingin mengetahui secara 
lebih dalam tentang pendidikan dan pelatihan teknis yang diberikan 
oleh Badan Kepegawaian Daerah. 
1.5 Sistematika Pembahasan 
Dalam sistematika penulisan ini terbagi menjadi lima bab. Bab tersebut berisi : 
BAB I PENDAHULUAN 
Dalam bab ini disajikan uraian mengenai kerangka berfikir awal yang terdiri dari 
latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan 
sistematika pembahasan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini menguraikan tentang kerangka teori atau temuan ilmiah dari buku, 
jurnal, maupun hasil penelitian terdahulu sebagai landasan yang akan digunakan 
dalam penyelesaian masalah dan mendasari kerangka berfikir secara teoritis. Teori 
yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Teori Administrasi Publik, Teori 
Manajemen Sumber Daya Manusia, Teori Pengembangan Kompetensi, dan Teori 
Pendidikan dan Pelatihan. Teori tersebut akan didukung dengan adanya peraturan 
perundang – perundangan untuk menganalisis data. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Dalam bab ini, menjelaskan mengenai metode penelitian yang akan digunakan, 
diantaranya meliputi jenis penelitian, fokus penelitian yang menjadi perhatian 
utama, lokasi dan situs penelitian yang merupakan tempat dimana penelitian 





yang digunakan dalam menggali data dan analisis data yang merupakan tahap 
dimana data penelitian dianalisis.  
BAB IV  
Berisi tentang kumpulan data dan analisa yang menjadi tujuan dari penelitian. Pada 
bab ini dikemukakan mengenai data – data yang berkaitan dengan masalah yang 
diteliti, serta berkaitan dengan tujuan penelitian yang sesuai dengan focus 
penelitian. Data – data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan 
diimplementasikan. 
BAB V PENUTUP 
Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari isi temuan pokok pada 
penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian serta terdapat saran – saran terkait 
dengan hasil penelitian yang selanjutnya dapat digunakan sebagai rekomendasi 








2.1 Administrasi Publik 
2.1.1 Definisi Administrasi Publik 
Administrasi Publik terdiri dari dua suku kata yakni administrasi dan publik. 
Administrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu ad yang 
artinya intensif dan ministrare  yang artinya adalah melayani (to serve). Dengan 
demikian administrasi adalah membantu atau melayani dengan intensif. 
Administrasi sendiri memiliki dua pengertian yakni dalam arti sempit dan arti luas. 
Dalam arti sempit administrasi diartikan sebagai kegiatan catat – mencatat, tulis – 
menulis, atau kegiatan yang sering disebut sebagai kegiatan tata usaha. Sedangkan 
dalam arti luas, administrasi merupakan proses kerja sama secara rasional yang 
dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 
(Revida et al., 2020:2) 
Menurut Caiden dalam Revida et al., (2020:3) mendefinisikan Administrasi 
sebagai suatu fungsi dari pembuatan keputusan, perencanaan, perumusan tujuan 
dan sasaran, penggalangan kerja sama dengan DPR dan organisasi – organisasi, 
pengarahan dan pengawasan pegawai, kepemimpinan, komunikasi, pengendalian 
dan lain – lain yang dijalankan oleh lembaga eksekutif dan lembaga – lembaga 
pemerintahan lainnya. Selain itu, menurut Pasolong dalam Revida et al., (2020:3) 
mengungkapkan bahwa administrasi publik adalah bentuk kerja sama yang 





pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif. 
Chandler & Plano dalam Revida et al., (2020:4) juga mengemukakan pengertian 
administrasi publik yang merupakan suatu proses dimana sumber daya dan personel 
publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, dan 
mengimplementasikan dan mengelola keputusan dan kebijakan publik. 
Berdasarkan beberapa pengertian mengenai administrasi publik tersebut dapat 
disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan suatu ilmu dan seni yang 
dilakukan sekelompok orang dalam organisasi publik yang bekerja sama untuk 
mencapai tujuan publik yakni memberikan pelayanan yang terbaik kepada 
masyarakat. 
2.1.2 Peranan Administrasi Publik 
Menurut Frederick A. Cleveland dalam Keban (2008:15-17) mengungkapkan 
bahwa peran administrasi publik sangat vital dalam membantu memberdayakan 
masyarakat dan menciptakan demokrasi. Administrasi publik ada untuk 
memberikan pelayanan publik dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. 
Administrasi publik merupakan medan dimana para aparatur pemerintah 
melaksanakan pekerjaan – pekerjaan yang berkaitan dengan sektor publik 
khususnya penyediaan pelayanan bagi kepentingan publik maka peran administrasi 
publik sangat menentukan kestabilan, ketahanan, dan kesejahteraan dari suatu 
negara. Kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan pekerjaan – pekerjaan tersebut 
secara umum disebut dengan manajemen. Pengertian manajemen menurut Siagian 
(2014:5) dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yakni sebagai proses 





kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk 
memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan – 
kegiatan orang lain. Berdasarkan pengertian tersebut manajemen merupakan alat 
pelaksana utama dalam administrasi dan merupakan inti dari administrasi. Hal ini 
membuktikan bahwa manajemen dan administrasi pada prakteknya tidak dapat 
dipisahkan.  
Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 
keterkaitan antara administrasi publik dengan manajemen, dimana keduanya saling 
bersinergi satu sama lain di setiap pekerjannya. Adanya manajemen yang baik 
dalam organisasi, tentu akan menghasilkan administrasi yang baik pula. Kedua 
konsep tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan dan 
menyelesaikan pekerjaan. Pekerjaan dalam melakukan pemberian pelayanan 
terhadap publik agar efektif dan efisien, tidak akan dapat berjalan lancer tanpa 
adanya peran administrator publik dan manajemen dibaliknya.  
2.1.3 Paradigma Administrasi Publik 
Ritzer dalam Revida et al., (2020: 7-12) mendefinisikan sebuah paradigma 
sebagai pandangan yang mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang 
menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari dalam salah satu cabang 
disiplin ilmu pengetahuan. Yang demikian paradigma administrasi publik ini 
merupakan suatu model atau pola tentang fokus dan lokus atas administrasi publik.  
Beberapa paradigma yang terjadi pada administrasi publik diantaranya 
Paradigma Old Public Administration (OPA) yang menggambarkan fokus 





Selanjutnya Paradigma New Public Management (NPM) yang berusaha untuk 
menghilangkan struktur birokrasi yang hierarkis. Paradigma ini menekankan peran 
dan segi institusi dari negara dan sektor publik menuju manajemen pelayanan 
publik yang lebih pro pasar. Dan yang terakhir adalah Paradigma New Public 
Service (NPS) yang muncul akibat kritikan atas new public management (NPM) 
atas tidak menjalankan prinsip pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. 
Dimana para birokrat ini berkompetisi untuk memperjuangkan kepentingan dirinya 
sendiri daripada kepentingan umum. Oleh karenanya new public service (NPS) ini 
muncul sebagai perubahan yang mengutamakan pelayanan yang berkualitas kepada 
masyarakat.  
2.2 Manajemen Sumber Daya Manusia 
2.2.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 
Secara etimologis, kata manajemen berasal dari Bahasa Italia yaitu maneggiare 
yang memiliki arti mengendalikan, kata ini kemudian dikembangkan dengan 
menggunakan Bahasa Prancis yakni menjadi ménagement yang artinya seni 
melaksanakan dan mengatur. Bahasa inggris juga mengadopsi kata tersebut 
menjadi management yang merupakan suatu pengembangan dari kata to manage 
yang artinya mengatur dan mengelola. (Sahir dkk, 2020:13) Menurut Terry dalam 
Wijaya dan Rifa’I (2016:14) mengemukakan bahwa “management is performance 
of conceiving and avheing desired results by means of group efforts consisting of 
utilizing human talent and resources”, yang artinya manajemen merupakan proses 
mengarahkan dan menggerakkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya 





Menurut Hasibuan (2013:10) manajemen sumber daya manusia adalah ilmu 
dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja efektif dan efisien, 
membantu terwujudnya perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Selanjutnya 
Simamora dalam Taufiqurokhman (2009:3) juga mengemukakan bahwa 
manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, 
penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau 
kelompok karyawan, juga menyangkut desai dan implementasi sistem perencanaan, 
penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi 
kinerja, kompensasi karyawan dan hubungan ketenagakerjaan yang baik. 
Menurut Schuler, Dowling, Smart & Huber dalam Priyono (2010:4) 
mengungkapkan : 
“Human Resource Management (HRM) is the recognition of the importance of 
an organization’s workforce as vital human resources contributing to the goals 
of the organization, and the utilisation of several functions and activities to 
ensure that they are used effectively and fairly for the benefit of the individual, 
the organization and society”Artinya, “Manajemen Sumber Daya Manusia 
(MSDM) merupakan pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja organisasi 
sebagai sumber daya manusia yang sangat penting dalam memberi kontribusi 
bagi tujuan – tujuan organisasi, dan penggunaan beberapa fungsi dan kegiatan 
untuk memastikan bahwa SDM tersebut digunakan secara efektif dan adil bagi 
kepentingan individu, organisasi dan masyarakat” 
 
Dan menurut Sedarmayanti (2019:11) manajemen sumber daya manusia 
merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dalam emngelola permasalahan 
manusia. MSDM adalah proses pemanfaatan atas SDM yang dimiliki secara efisien 
dan efektif melalui kegiatan perencanaan, penggerakan dan pengendalian nilai yang 
menjadi kekuatan manusia untuk mencapai tujuan. Hal ini perlu untuk dilakukan 
agar sumber daya manusia yang dimiliki berfungsi dengan maksimal dalam 





disimpulkan bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan suatu 
pengelolaan dan pendayagunaan pada tenaga kerja manusia yang diatur menurut 
urutan fungsi – fungsinya, agar efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan 
organisasi, pegawai, dan masyarakat. 
2.2.2 Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 
Menurut Cushway dalam Priyono (2010:9), tujuan Manajemen Sumber Daya 
Manusia meliputi : 
1. Memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan SDM untuk 
memastikan bahwa organisasi memiliki pekerja yang bermotivasi dan 
berkinerja tinggi, memiliki pekerja yang selalu siap mengatasi perubahan 
dan memenuhi kewajiban pekerjaan secara legal. 
2. Mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur SDM 
yang memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuannya. 
3. Membantu dalam pengembangan arah keseluruhan organisasi dan strategi, 
khususnya yang berkaitan dengan implikasi SDM. 
4. Memberi dukungan dan kondisi yang akan membantu manajer lini 
mencapai tujuannya. 
5. Menangani berbagai krisis dan situasi sulit dalam hubungan antar pekerja 
untuk meyakinkan bahwa mereka tidak menghambat organisasi dalam 
mencapai tujuannya. 
6. Menyediakan media komunikasi antar pegawai dan manajemen organisasi. 
7. Bertindak sebagai pemelihara standar organisasional dan nilai dalam 
manajemen SDM 
 
Dalam Sedarmayanti (2019:11) tujuan – tujuan dari Manajemen Sumber Daya 
Manusia (MSDM) terdiri beberapa macam, diantaranya : 
1. Memberi saran kepada manajemen tentang kebijakan SDM untuk 
memastikan organisasi/perusahaan memiliki tenaga kerja bermotivasi dan 






2. Melaksanakan kebijakan dari prosedur SDM untuk emncapai tujuan 
organisasi/perusahaan. 
3. Mengatasi adanya krisis dan situasi yang sulit pada hubungan antar 
pegawai, agar tidak terjadi adanya gangguan dalam mencapai tujuan dari 
organisasi. 
4. Dapat menjadi jembatan atau sarana komunikasi diantara karyawan dan 
manajemen organisasi. 
5. Membantu perkembangan arah dan strategi atas komunikasi secara 
keseluruhan dan tetap dengan memperhatikan segi – segi SDM. 
2.2.3 Fungsi – fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 
Dalam mencapai tujuan yang telah disusun bersama, terdapat beberapa fungsi 
dalam melakukan Manajemen Sumber Daya Manusia. Menurut Sedarmayanti 
(2019:15) fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia dibagi menjadi 2 (dua) fungsi, 
yakni diantaranya : 
1. Fungsi Manajerial dalam Manajemen Sumber Daya Manusia 
Fungsi manajerial ini terdiri dari beberapa macam diantaranya : 
a. Perencanaan 
Perencanaan, dimana setiap pimpinan dari organisasi harus bisa 
memahami betapa pentingnya perencanaan. Pemimpin harus dapat 









Setelah tahap perencanaan oleh pimpinan ditetapkan, maka selanjutnya 
adalah penetapan pengorganisasian. Pengorganisasian dalam hal ini 
dilakukan untuk dapat melaksanakan dan mewujudkan perencanaan 
yang telah disusun. 
c. Penggerakkan 
Setelah perencanaan telah dilengkapi dengan orang – orang yang akan 
melaksanakan rencana tersebut, maka fungsi ini berutujuan untuk 
menggerakkan, memotivasi, dan mengerahkan seluruh pegawai untuk 
dapat bekerja secara efektif dan efisien. 
d. Pengawasan 
Fungsi ini bertujuan untuk mengamati dan memeriksa atas pelaksanaan, 
guna untuk membandingkan dengan perencanaan kegiatan yang telah 
disusun. Apabila pada saat pelaksanaan terjadi adanya penyimpangan, 
maka dengan segera dapat diambil tindakan untuk menanganinya. 
2. Fungsi Operasional dalam Manajemen Sumber Daya Manusia 
a. Pengadaan SDM 
Pengadaan SDM dilakukan agar organisasi mendapatkan dan memiliki 
anggota yang tepat baik dalam kualitas maupun kuantitas untuk 
mencapai tujuan dari organisasi. Pengadaan SDM ini terdiri dari 







b. Pengembangan SDM 
Setelah anggota diperoleh melalui pengadaan tersebut, selanjutnya 
setiap anggota harus dikembangkan kemampuannya untuk dapat 
memperoleh keterampilan, sikap, dan pengetahuan dengan cara melalui 
pelatihand an pengembangan. 
c. Pemberian kompensasi 
Fungsi dari pemberian kompensasi ini adalah untuk menghargai setiap 
tindakan maupun jasa yang telah dilakukan oleh anggotanya yang 
memberikan kontribusi besar dalam pencapaian tujuan organisasi. 
Pemberian kompensasi ini dapat berupa material maupun non material. 
d. Pengintegrasian karyawan 
Fungsi pengintegrasian ini adalah untuk memberikan rasa aman dan 
nyaman bagi setiap pegawainya. Organisasi perlu memahami perasaan 
dan sikap setiap pegawai. Hal ini dilakukan untuk menjadi bahan 
pertimbangan dalam seorang pimpinan mengambil suatu keputusan 
atau kebijakan. 
e. Pemeliharaan karyawan 
Terdapat 2 (dua) aspek utama dalam pemeliharaan karyawan, 
diantaranya adalah sikap positif karyawan terhadap pekerjaannya, dan 
kondisi fisik karyawan. Sikap positif karyawan dipengaruhi oleh 
adanya proses hubungan kerja yang berlangsung. Sedangkan kondisi 
fisik karyawan diperoleh dari adanya pemberian program jaminan 





Selain itu, Priyono (2010:6-8) juga mengemukakan mengenai fungsi – fungsi 
dari Manajemen Sumber Daya Manusia, yang terdiri dari beberapa macam, dimana 
sebagai berikut : 
1. Perencanan untuk kebutuhan SDM 
Fungsi perencanaan kebutuhan SDM meliputi dua kegiatan utama yakni : 
a. Perencanaan dan peramalan permintaan tenaga kerja organisasi baik 
dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 
b. Analisis jabatan dalam organisasi untuk menentukan tugas, tujuan, 
keahlian, pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan. 
2. Staffing sesuai dengan kebutuhan organisasi 
Setelah kebutuhan SDM ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengisi 
formasi yang tersedia. Dalam tahapan pengisian staf ini terdapat dua 
kegiatan yang diperlukan, yaitu : 
a. Penarikan (rekrutmen) calon atau pelamar kerja. 
b. Pemilihan (seleksi) para calon atau pelamar yang dinilai paling 
memenuhi syarat. 
3. Penilaian kinerja 
Organisasi menentukan bagaimana sebaiknya bekerja dan kemudian 
memberi penghargaan atas kinerja yang dicapainya. Sebaliknya organisasi 
juga harus menganalisis jika terjadi kinerja negatif dimana pegawai tidak 
dapat mencapai standar kinerja yang ditetapkan. Dalam penilaian kinerja ini 
dilakukan dua kegiatan utama, yaitu : 
a. Penilaian dan pengevaluasian perilaku pegawai. 
b. Analisis dan pemberian motivasi perilaku pegawai. 
4. Perbaikan kualitas pekerja dan lingkungan kerja. 
Saat ini pusat perhatian MSDM mengarah pada 3 kegiatan strategis, yakni : 
a. Menentukan, merancang dan mengimplementasikan program pelatihan 
dan pengembangan SDM guna meningkatkan kemampuan dan kinerja 
pegawai. 
b. Memperbaiki kualitas lingkungan kerja, khususnya melalui kualitas 
kehidupan kerja dan program – program perbaikan produktifitas. 
c. Memperbaiki kondisi fisik kerja guna memaksimalkan kesehatan dan 
keselamatan pegawai. 
Salah satu outcome yang dapat diperoleh dari ketiga kegiatan strategis 
tersebut adalah peningkatan atau perbaikan kualitas fisik dan non-fisik 
lingkungan kerja. 
5. Pencapian efektifitas hubungan kerja 
Organisasi harus membuat standar agar bagaimana pelaksanaan hubungan 
kerja yang efektif dapat diwujudkan. Dalam hal ini terdapat tiga kegiatan 
utama, yaitu : 






b. Melakukan tawar menawar (bergaining) dan menetapkan prosedur 
bagaimana keluhan pegawai disampaikan. 
c. Melakukan penelitian tentang kegiatan – kegiatan MSDM. 
 
2.2.4 Peranan Manajemen Sumber Daya Manusia 
Manajemen merupakan fungsi yang berhubungan dengan mewujudkan hasil 
tertentu melalui kegiatan – kegiatan orang – orang. Hal ini menunjukkan bahwa 
sumber daya manusia berperan penting dan dominan dalam manajemen. Oleh 
karenanya, peranan MSDM diakui sangat menentukan bagi terwujudnya tujuan. 
Berikut beberapa peranan Manajemen Sumber Daya Manusia yang dikemukakan 
oleh Hasibuan (2013:14-15) yakni : 
1. Menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang efektif 
sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan job description, job 
spesification, job requirement, dan job evaluation. 
2. Menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan berdasarkan 
asas – asas the right man in the right plce and the right man in the right job. 
3. Menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan 
pemberhentian. 
4. Meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada masa 
yang akan datang. 
5. Memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan 
perusahaan pada khususnya. 
6. Memonitor dengan cermat undang – undang perburuhan dan kebijaksanaan 
pemberian balas jasa perusahaan – perusahaan sejenis. 
7. Memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh. 
8. Melaksanakan pendidikan, latihan, dan penilaian prestasi karyawan. 
9. Mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horizontal. 
10. Mengatur pensiun, pemberhentian, dan pesangon pegawai. 
 
2.3 Pendidikan dan Pelatihan 
2.3.1 Pengertian Pendidikan dan Pelatihan 
Menurut Siagian dalam Nurmasari (2016:5) mengemukakan bahwa pendidikan 
adalah keseluruhan proses, teknik, dan metode belajar mengajar dalam rangka 





standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan pelatihan adalah proses 
belajar mengajar dengan mempergunakan teknik dan metode tertentu. Akan tetapi 
persamaan pendidikan dan pelatihan dapat dikatakan berakhir disini. Yang terlihat 
kemudian adalah perbedaan - perbedaan antara kedua istilah tersebut baik dalam 
arti konsepsi, sasaran maupun orientasinya. 
Mathis & Jackson (2008:260) mengemukakan bahwa “training is the process 
where by people acquire capabilities to perform jobs” yang bermakna bahwa 
pelatihan merupakan suatu proses dimana seseorang memperoleh kemampuan yang 
lebih untuk melakukan pekerjaannya. Pelaksanaan pelatihan ini nantinya akan 
memberikan pengetahuan dan keterampilan khusus bagi para peserta untuk 
digunakan dalam pekerjaan yang mereka kerjakan. Selain itu, pelatihan ini akan 
memberikan kemampuan baik secara hardskill maupun softskill bagi para 
pegawainya.  
Pendidikan dan pelatihan merupakan suatu kebijakan organisasi untuk 
meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia organisasi guna 
menghadapi tantangan di masa depan. Menurut Walker dalam Syafri dan Alwi 
(2014:64) bahwa pendidikan disediakan oleh organisasi untuk melengkapi pegawai 
mengembangkan kapasitasnya dalam mengantisipasi atau menghadapi masa yang 
akan datang. Sedangkan pelatihan disediakan oleh organisasi untuk membantu 







Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Diklat 
Jabatan Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa Pendidikan dan Pelatihan yang 
selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam 
rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. Diklat ini bertujuan untuk 
meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat 
melaksanakan tugas jabatan secara professional dengan dilandasi kepribadian dan 
etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi; menciptakan aparatur yang mampu 
berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa; 
memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, 
pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat; serta menciptakan kesamaan visi dan 
dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan 
pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik. 
Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 
pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan sangatlah penting. 
Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan diperlukan untuk menambah kemampuan 
wawasan pegawai untuk memecahkan masalah – masalah organisasi secara 
keseluruhan. Sedangkan pelatihan diperlukan untuk mengatasi masalah – masalah 
yang bersifat teknis. 
2.3.2 Tujuan Pendidikan dan Pelatihan 
Tujuan dari adanya pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya aparatur ini 
tentu berkaitan erat dengan organisasi. Menurut Martoyo (2000:54) mengatakan 





kegiatan pegawai, karyawan dalam mencapai hasil – hasil yang telah ditetapkan. 
Menurut Nitisemito (1992:117), tujuan pendidikan dan pelatihan adalah : 
1. Pekerjaan diharapkan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih baik 
2. Tanggung jawab diharapkan lebih besar 
3. Kekeliruan dalam pekerjaan diharapkan berkurang 
4. Kelangsungan organisasi diharapkan lebih terjamin 
2.3.3 Jenis Pendidikan dan Pelatihan 
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 yang mengatur tentang 
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil mengemukakan bahwa 
terdapat beberapa jenis pendidikan dan pelatihan, diantaranya adalah : 
1. Diklat Prajabatan 
Diklat Prajabatan dilakukan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka 
pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, disamping 
pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, 
bidang tugas, dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas 
dan perannya sebagai pelayan masyarakat. Diklat ini merupakan salah satu 
syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS. CPNS wajib untuk diikutsertakan 
dalam Diklat Prajabatan selambat – lambatnya 2 tahun setelah 
pengangkatannya sebagai CPNS. Selain itu, CPNS wajib untuk mengikuti 
dan lulus atas Diklat Prajabatan agar dapat diangkat sebagai PNS. 
Diklat Prajabatan ini terdiri dari beberapa jenjang, yakni : 
a. Diklat Prajabatan Golongan I untuk menjadi PNS Golongan I; 





c. Diklat Prajabatan Golongan III untuk menjadi PNS Golongan III. 
2. Diklat dalam Jabatan 
Diklat ini dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, 
dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas – tugas pemerintahan dan 
pembangunan dengan sebaik – baiknya. Diklat dalam Jabatan ini tediri dari 
beberapa jenis, yaitu Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, dan Diklat 
Teknis. Diklat Kepemimpinan yang selanjutnya disebut Diklatpim 
dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan 
aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. 
Diklatpim ini terdiri dari Diklatpim Tingkat IV, Diklatpim Tingkat III, 
Diklatpim Tingkat II, Diklatpim Tingkat I. Selanjutnya Diklat Fungsional 
yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai 
dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional masing – masing. Dan terakhir 
adalah Diklat Teknis yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan 
kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas PNS. 
2.3.4 Tahap Pendidikan dan Pelatihan 
Mathis & Jackson (2008:260) mengungkapkan dalam merencanakan suatu 
pelatihan maka memungkinkan bagi organisasi untuk dapat mengidentifikasi apa 
saja yang dibutuhkan oleh para pegawai dalam meningkatkan kompetensinya 
sebelum pelatihan tersebut dilaksanakan. Pelatihan yang efektif membutuhkan 
tahap atas proses pelatihan yang sistematis. Proses terdiri dari empat tahap, yakni 







Gambar 2.1 Tahap Penyusunan Pelatihan 
Sumber: Mathis & Jackson (2008:267). 
 
1. Training Needs Assessment (Penilaian Kebutuhan Pelatihan) 
Penilaian kebutuhan merupakan fase diagnostik dari perencanaan pelatihan. 
Dalam hal ini penilaian akan mempertimbangkan masalah kinerja karyawan 
dan organisasi untuk dapat ditentukan pelatihan apa yang paling tepat dalam 
menjawab masalah yang dihadapi.  
a. Analisis kebutuhan pelatihan 
Pada tahap ini terdapat beberapa analisis yang harus dipertimbangkan 
yakni analisis organisasi seperti menganalisis hasil dan kebutuhan 
organisasi di masa depan; analisis pekerjaan/tugas dengan cara 
membandingkan kebutuhan pada pekerjaan dengan pengetahuan, 
kemampuan, dan keterampilan yang dimiliki pegawai; dan terakhir 
analisis kebutuhan setiap individu yang secara umum menggunakan 





b. Identifikasi tujuan dan kriteria pelatihan 
Terdapat tiga jenis tujuan yang dapat ditetapkan dalam melakukan 
pelatihan, diantaranya : 
1) Pengetahuan. Memberikan informasi dan detail kognitif kepada 
para peserta pelatihan; 
2) Keterampilan. Mengembangkan perilaku peserta sehingga 
terjadi adanya perubahan sebelum dan sesudah melaksanakan 
pelatihan dalam mengerjakan tugasnya; 
3) Sikap. Menciptakan minat dan kesadaran akan pentingnya 
pelaksanaan pelatihan bagi individu maupun organisasi;  
2. Training Design (Perancangan Pelatihan) 
Setelah kebutuhan dan tujuan dari pelatihan ditentukan, maka tahap 
selanjutnya adalah perancangan pelatihan. Perancangan pelatihan ini 
dilakukan agar pelatihan yang diberikan dapat tersampaikan dengan baik 
dan dapat dimengerti oleh setiap peserta pelatihan. Dalam menyusun desain 
pelatihan ini terdapat tiga pertimbangan yang harus diperhatikan, 
diantaranya adalah : 
a. Peserta pelatihan 
Keterampilan dasar, motivasi, serta keinginan untuk dapat terus 
berkembang, merupakan salah satu kesiapan yang harus dipenuhi oleh 
setiap peserta pelatihan. peserta akan melakukan pre-test  sebelum 
dilaksnakannya pelatihan untuk mengukur sampai dimana wawasan 





b. Pemilihan metode pelatihan 
Memberikan pelatihan terhadap banyak orang yang memiliki latar 
belakang yang berbeda – beda merupakan suatu tantangan dalam 
pelaksanaan pelatihan. Metode yang akan digunakan dalam pelatihan 
harus disesuaikan dengan diklat bagi orang dewasa. Menurut Malcolm 
Knowles dalam Mathis & Jackson (2009:315) terdapat lima prinsip 
dalam menentukan pelatihan bagi orang dewasa yakni mengetahui 
mengapa mereka mempelajari sesuatu, memiliki keinginan sendiri, 
membawa banyak pengalaman kerja kedalam proses pembelajaran, 
memasuki pengalaman belajar dengan pendekatan terpusat pada 
masalah pembelajran, serta adanya motivasi untuk belajar. Selain itu, 
pemilihan metode pelatihan ini juga harus diterapkan dengan penuh 
pertimbangan bahwa semua peserta pelatihan merupakan individu 
yang datang untuk mengembangkan kompetensinya. 
c. Perencanaan konten pelatihan 
Pelatih harus merancang kesesuaian konten yang akan diberikan 
ketika pelatihan dengan kebutuhan kemampuan dalam pekerjaan. Hal 
ini dilakukan agar nantinya pengetahuan yang didapat pada saat 
pelatihan bisa diterapkan pada pekerjaan yang dilakukan, baik dalam 








3. Training Delivery (Penyampaian Pelatihan) 
Setelah analisis kebutuhan dan desain pelatihan dirancang, maka 
selanjutnya adalah bagaimana pelatihan tersebut disampaikan. 
Penyampaian pelatihan memiliki makna sebagai tahapan dimana bagaimana 
pelatihan ini dikemas agar bisa tersampaikan pada para peserta, dan dapat 
diimplementasikan pada pekerjaan nantinya. Penyampaian pelatihan ini 
terdiri dari jadwal pelatihan, pelaksanaan pelatihan, serta pengawasan 
pelatihan. Terdapat beberapa macam model penyampaian pelatihan, 
diantaranya : 
a. Internal Training (Pelatihan Internal) 
Pelatihan internal ini umumnya berlaku sangat khusus untuk 
organisasi dan pekerjaannya. Selain itu, model pelatihan ini dianggap 
menghemat biaya dikarenakan organisasi tidak perlu mengirim ke luar 
para pegawainya untuk mengikuti diklat di luar organisasi. Ada 
beberapa macam pelatihan internal, seperti : 
1) Pelatihan informal. Pelatihan yang terjadi melalui interaksi serta 
umpan balik yang diberikan oleh pegawai.  
2) On The Job. Pelatihan yang dilaksanakan di tempat kerja. 
Pelatihan ini paling sering digunakan dalam hampir semua 
tingkat organisasi, dikarenakan pelatihan model ini dianggap 
fleksibel dan relevan dengan apa yang dilakukan oleh para 
pegawai. Namun pelatihan ini memiiki kekurangan yakni dapat 





3) Pelatihan Lintas. Pelatihan yang terjadi saat individu dilatih 
untuk mengerjakan lebih dari satu pekerjaan. Pelatihan ini 
memberikan keuntungan terhadap organisasi karena fleksibiltas 
pegawai. Namun, tidak memungkiri bahwa justru pelatihan ini 
banyak tidak dihargai oleh pegawai dikarenakan pelatihan ini 
mengharuskan mereka untuk bisa melakukan banyak pekerjaan 
dengan upah yang sama. 
b. External Training (Pelatihan Eksternal) 
Pelatihan eksternal atau pelatihan yang terlaksana di luar organisasi, 
merupakan pelatihan yang juga sering digunakan apabila organisasi 
tidak memiliki kemampuan untuk melatih individu serta ketika 
banyak pegawai yang harus dilatih. Pelatihan eksternal ini juga terdiri 
dari bermacam – macam, seperti : 
1) Pelatihan Outsourcing 
Pelatihan yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan 
organisasi pelatihan eksternal. Pelatihan ini dilakukan dengan 
menggunakan vendor dan pelatih sepenuhnya dari pelatihan 
eksternal untuk melatih para pegawai. 
2) Pelatihan yang didukung oleh Pemerintah 
Pelatihan ini menunjukkan bahwa pemerintah juga 







3) Program bantuan pendidikan 
Model pelatihan ini dilaksanakan dengan cara penyampaian 
pengetahuan melalui kursus untuk menambah wawasan 
pendidikan, yang kemudian seluruh biaya kursus tersebut akan 
diganti setelah pegawai tersebut berhasil menyelesaikan 
kursusnya. 
c. Pelatihan kombinasi 
Pelatihan yang memanfaatkan model internal dan eksternal secara 
bersamaan. Pelatihan model ini salah satunya yang dikenal adalah 
magang. Magang biasanya menggabungkan pelatihan dengan 
pengajaran di organisasi. 
d. Orientasi terhadap pegawai baru 
Orientasi ini merupakan suatu pengenalan terhadap para pegawai baru 
atas apa yang akan dikerjakan oleh mereka, dan hubungan rekan kerja. 
Orientasi yang efektif memiliki beberapa tujuan yakni, menetapkan 
kesan pegawai yang baik terhadap organisasi dan pekerjaannya, 
memberikan informasi organisasi dan pekerjaan, meningkatkan 
penerimaan interpersonal rekan kerja, mempercepat sosialisasi, serta 
memastikan bahwa kinerja dan produktivitas dapat berjalan dengan 
cepat. 
e. E-learning 
E-learning merupakan penggunaan jaringan internet untuk melakukan 





suatu perkembangan terbaru dalam penyampaian pelatihan. Dimana 
e-learning ini nantinya akan memberikan dampak besar bagi sumber 
daya manusia dan pelatihan. Keuntungan dari pelatihan model ini 
adalah penghematan biaya dan akses lebih pada karyawan.  
4. Evaluation (Evaluasi) 
Evaluasi pelatihan dilakukan untuk membandingkan hasil pasca pelatihan 
dengan pra-pelatihan terhadap tujuan yang telah disusun. Hal ini dilakukan 
untuk dapat melihat seberapa baik pelatihan yang diberikan tersebut bekerja. 
Selain itu, biaya dan waktu yang telah dikeluarkan juga menjadi salah satu 
alasan pelatihan harus dievaluasi. Menurut Donald L. Kirkpatrick dalam 
Mathis & Jackson (2009:330-331) untuk mengidentifikasi apakah pelatihan 
dapat dievaluasi terdapat empat tingkatan, yakni diantaranya : 
a. Reaksi. Organisasi akan mengevaluasi tingkat reaksi para peserta 
pelatihan dengan melakukan wawancara atau memberikan kuesioner. 
b. Pembelajaran. Pada tingkat pembelajaran ini dapat dievaluasi dengan 
memberikan ujian pada materi pelatihan yang diberikan sebelum dan 
sesudah pelatihan untuk mengetahui skor yang diperoleh untuk 
dibandingkan.  
c. Perilaku. Pada tingkat ini, evaluasi pelatihan yang diberikan yakni 
dengan cara mengamati prestasi kerja, serta mengukur pengaruh 
pelatihan terhadap prestasi kerja melalui wawancara dengan peserta 





d. Hasil. Pimpinan organisasi mengevaluasi hasil dengan cara mengukur 
pengaruh pelatihan yang telah diberikan terhadap pencapaian tujuan 
organisasi. 
Gomes (2003:204), juga mengemukakan bahwa terdapat 3 tahapan dalam 
pendidikan dan pelatihan, yakni : 
1. Penentuan kebutuhan pendidikan dan pelatihan (assessing education and 
training needs) 
Tujuannya adalah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang 
relevan guna mengetahui dan/atau menentukan apakah perlu atau tidak 
program pendidikan dan pelatihan dalam organisasi tersebut. 
2. Mendesain program pendidikan dan pelatihan (designing education and 
training program) 
Menentukan metode yang dipilih harus memenuhi prinsip – prinsip umum 
yaitu memotivasi para peserta, peserta berpartisipasi aktif dalam 
pembelajaran, memberikan keterampilan – keterampilan, memberikan 
feedback, mendorong hasil dari pendidikan dan pelatihan ke pekerjaan 
efektif dari segi biaya. 
3. Evaluasi efektifitas program pendidikan dan pelatihan (evaluating 
education and training program effectiveness) 
Menguji keefektifan pendidikan dan pelatihan dalam mencapai sasaran 
yang telah ditetapkan. 
 
Selain itu, Siagian (2018:185) juga mengemukakan bahwa agar manfaat dari 
adanya pelatihan dapat diperoleh semaksimal mungkin, maka terdapat beberapa 
langkah – langkah yang perlu untuk ditempuh. Terdapat tujuh langkah – langkah 
yang harus ditempuh dalam pelaksanaan pelatihan, diantaranya : 
1. Penentuan kebutuhan 
Pada tahap penentuan kebutuhan perlu untuk dilakukan sebelum pelatihan 
tersebut dilaksanakan. Adanya penentuan kebutuhan ini dilaksanakan 
adalah untuk mengetahui terkait perlu tidaknya program pelatihan tersebut. 
Penentuan kebutuhan ini harus ditetapkan dengan analisis yang tepat. 





adanya permasalahan yang saat ini sedang dihadapi, serta berbagai 
tantangan baru yang akan dihadapi di masa yang akan datang.  
2. Penentuan sasaran 
Setelah analisis kebutuhan akan pelatihan tersebut ditetapkan, maka 
selanjutnya sasaran tersebut dapat ditetapkan. Penetapan sasaran ini harus 
didasarkan dengan adanya kebutuhan jabatan atau pekerjaan dari setiap 
pegawai yang bersangkutan. Manfaat dari adanya penentuan sasaran ini 
adalah sebagai tolok ukur dalam menentukan berhasil tidaknya program 
pelatihan tersebut dilaksanakan, serta sebagai bahan dalam menentukan isi 
program dan metode pelatihan yang akan digunakan pada pelaksanaan 
pelatihan selanjutnya. 
3. Penentuan program 
Bentuk dan sifat suatu program pelatihan ditentukan melalui adanya hasil 
analisis penentuan kebutuhan dan sasaran yang hendak dicapai. Dalam 
melaksanakan program pelatihan ini harus jelas diketahui apa yang ingin 
dicapai. Materi belajar yang diberikan harus mendukung tercapainya 
sasaran dari pelatihan. Setiap materi yang telah ditetapkan harus sudah 
diukur dengan jumlah jam pertemuan, metode, serta sistem evaluasi. 
4. Prinsip – prinsip belajar 
Terdapat lima prinsip belajar yang perlu dipertimbangkan agar pelaksanaan 
pelatihan ini dapat mencapai hasil yang optimal, yakni (1) Partisipasi, 
mengacu pada proses pembelajaran yang dilakukan secara langsung; (2) 





dengan tujuan agar apa yang dipelajari tertancap pada ingatannya; (3) 
Relevansi, keterkaitan antara kegiatan pelatihan yang diberikan memiliki 
kesesuaian dengan kebutuhan pegawai; (4) Pengalihan, meliputi penerapan 
teori yang telah dipelajari di kelas pada lapangan atau situasi nyata; (5) 
Umpan balik, untuk mengetahui apakah tujuan dari kegiatan pelatihan ini 
tercapai dan memberikan kepuasan kepada diri para peserta. 
5. Pelaksanaan program 
Penyelenggaraan program pelatihan ini bersifat situasional. Artinya, 
pelaksanaan dilakukan dengan berdasarkan perhitungan kepentingan 
organsiasi, kebutuhan peserta, serta prinsip belajar. Teknik yang digunakan 
dalam pelaksanaan pelatihan harus memperhatikan aspek – aspek tersebut. 
Berikut terdapat beberapa macam teknik pelatihan yang sering digunakan, 
diantaranya : 
a. Pelatihan dalam jabatan (On the Job), merupakan penggunaan teknik 
pelatihan dimana para peserta dilatih langsung pada tempatnya 
bekerja. Sasaran dari teknik pelatihan ini adalah untuk meningkatkan 
kemampuan peserta dalam mengerjakan tugasnya saat ini.  
b. Rotasi pekerjaan, merupakan teknik yang digunakan untuk melatih 
para pegawai dalam mengerjakan beraneka ragam tugas pada 
organisasinya. Teknik ini biasanya digunakan untuk menjamin 
kontinuitas pekerjaan pada organisasi apabila terdapat pegawai lain 





c. Vestibule, adalah teknik pelatihan yang dilakukan didalam kelas untuk 
meningkatkan keterampilan tanpa mengganggu kegiatan organisasi, 
serta melatih dalam menuntaskan pekerjaan tersebut. 
d. Role-playing, teknik yang dilakukan dengan menunjuk para peserta 
untuk terlibat dalam suatu permainan dan memainkan peran dalam 
organisasi tiruan. Tujuan dari teknik pelatihan ini adalah untuk 
mengembangkan keahlian dan sikap empati dalam sebuah hubungan, 
serta meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan konflik pada 
organisasi. 
e. Studi kasus, teknik yang digunakan untuk melatih kemampuan 
seseorang dalam mengambil suatu keputusan atau memecahkan 
permasalahan pada organisasinya.  
f. Simulasi, bentuk pelatihan dengan menggunakan model, alat, serta 
situasi tiruan yang sama persis dengan apa yang terjadi pada 
pekerjaannya. Tujuan dari teknik ini biasanya, agar setiap pegawai 
dapat terlatih dengan keadaan yang dialami, sehingga dapat 
menguasai situasi pekerjannya. 
g. Belajar sendiri, teknik ini biasanya dipersiapkan oleh organisasi 
mengenai kebutuhan belajarnya. Jenis teknik ini tepat digunakan 
apabila jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dalam jumlah 







6. Identifikasi manfaat 
Mengidentifikasi adanya manfaat yang diperoleh atas pelaksanaan pelatihan 
yang telah diberikan, baik manfaat yang diterima bagi organisasi dan 
terutama bagi para peserta pelatihan dalam melaksanakan pekerjaannya.  
7. Penilaian pelaksanaan program 
Program pelatihan pada pegawai tentu perlu untuk dinilai keberhasilannya. 
Pelaksanaan program pelatihan ini dapat dikatakan berhasil apabila terdapat 
peningkatan kemampuan melaksanakan tugas dalam diri para peserta, serta 
terjadi perubahan pada perilaku seperti sikap, disiplin, dan etos kerja. 
Pelaksanaan penilaian yang baik terdiri dari beberapa hal yakni meliputi 
penentuan kriteria penilaian dengan tolok ukur yang jelas, pelaksanaan tes 
untuk mengetahui pencapaian kemampuan, keterampilan, dan sikap peserta, 
serta pemantauan setelah pasca latihan dan tindak lanjut yang 
berkesinambungan. 
Dari ketiga konsep mengenai pelatihan dari para ahli tersebut, konsep Mathis 
dalam menjelaskan apa saja yang perlu dilakukan dan diperhatikan sebelum 
dilaksanakannya pelatihan memiliki poin – poin yang tepat. Terdapat kelebihan dan 
kekurangan dari setiap konsep diatas. Pada konsep Mathis di setiap tahapnya 
dijelaskan secara rinci apa saja yang perlu diperhatikan dengan tepat sebelum 
pelaksanaan pelatihan. Konsep Gomesh, didalamnya hanya berisi mengenai apa 
saja yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pelatihan secara umum. Dan 
terakhir milik Siagian, hampir memiliki kemiripan dengan milik Mathis, hanya saja 





peserta diuji kemampuan awalnya melalui pre-test dan setelah pelatihan usai, para 
peserta juga harus mengisi post-test.  
2.3.5 Situasi Organisasi memerlukan Pendidikan dan Pelatihan 
Menurut Bernadin & Russel dalam Syafri dan Alwi (2014:65) mengatakan 
bahwa organisasi perlu memperhatikan situasi – situasi yang dapat berimplikasi 
terhadap pendidikan dan pelatihan seperti : 
1. Meningkatnya kompetisi global dan domestik 
Dalam era globalisasi, organisasi perlu mempersiapkan strategi untuk 
menghadapi kompetisi global dan domestik melalui peningkatan 
kemampuan organisasi, terutama keterampilan teknik penyelesaian 
pekerjaan.  
2. Perubahan yang serba cepat dalam bidang teknologi dan komputerisasi 
Salah satu yang harus dimiliki oleh organisasi adalah kemampuan 
beradaptasi dengan lingkungannya, termasuk perubahan teknologi yang 
begitu cepat. Perubahan teknologi dan komputerisasi membutuhkan 
keterampilan yang tinggi. Kemampuan untuk menggunakan teknologi dan 
komputerisasi akan dapat memperlancar desain pekerjaan dan arus 
pekerjaan. 
3. Perubahan dalam tenaga kerja 
Dalam organisasi terdapat variasi kekuatan kerja, seperti ada pegawai yang 
kemampuannya sedang, dan ada pula pegawai yang kemampuannya tinggi. 
Dengan demikian manajer atau pimpinan memerlukan kemampuan yang 
mencukupi untuk menghadapi orang/pegawai yang memiliki kemampuan 
yang bervariasi. Manajer atau pimpinan harus mampu membuat mereka 
bekerja sama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, dan mengikutsertakan 
mereka – mereka itu dalam pengambilan keputusan. 
4. Ketepatan dalam pengambilan keputusan 
Ketepatan dalam pengambilan keputusan sangat dibutuhkan dalam kondisi 
atau lingkungan yang tidak menentu. Manajer atau pimpinan perlu dilatih 
untuk dapat mengambil keputusan yang akurat. 
5. Merger akuisisi dan pelepasan dari organisasi induk 
Organisasi akan membutuhkan tenaga – tenaga terampil, apabila organisasi 
tersebut melakukan merger, akuisisi dan pelepasan dari organisasi 
induknya. Untuk mengantisipasi hal ini diperlukan perencanaan pendidikan 
dan pelatihan jangka panjang yang tercakup di dalam perencanaan strategi 
organisasi. 
6. Keusangan pekerjaan dan munculnya pekerjaan baru 
Perubahan – perubahan drastis lingkungan organisasi dan tuntutan 
pelanggan yang berubah, menyebabkan perubahan besar dalam pekerjaan. 





pelatihan yang fleksibel untuk mengantisipasi rendahnya produktivitas dan 
meningkatnya pergantian pegawai. 
 
2.3.6 Faktor – faktor yang memengaruhi Pendidikan dan Pelatihan 
Faktor – faktor yang memengaruhi pendidikan dan pelatihan menurut Hasibuan 
(2013:85-86), yakni : 
1. Peserta 
Peserta pendidikan dan pelatihan yang mempunyai latar belakang yang 
tidak sama atau heterogen, seperti pendidikan dasarnya, pengalaman 
kerjanya, dan usianya. Hal ini akan menyulitkan dan menghambat 
kelancaran pelaksanaan latihan dan pendidikan karena daya tangkap, 
persepsi, dan daya nalar mereka terhadap pelajaran yang diberikan berbeda. 
2. Instruktur/Pelatih 
Pelatih atau instruktur yang ahli dan cakap mentransfer pengetahuannya 
kepada para peserta pendidikan dan pelatihan sulit didapat. Akibatnya, 
sasaran yang diinginkan tidak tercapai. Misalnya, ada pelatih yang ahli dan 
pintar tetapi tidak dapat mengajar dan berkomunikasi secara efektif atau 
teaching skill-nya tidak efektif, jadi dia hanya pintar serta ahli untuk dirinya 
sendiri. 
3. Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan 
Fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan 
untuk latihan dan pendidikan sangat kurang atau tidak. Misalnya seperti, 
buku – buku, alat – alat, dan mesin – mesin yang akan digunakan untuk 
praktek kurang atau tidak memadai. Hal ini akan menyulitkan dan 
menghambat lancarnya pendidikan dan pelatihan.  
4. Kurikulum 
Kurikulum yang ditetapkan dan diajarkan kurang serasi atau menyimpang 
serta tidak sistematis untuk mendukung sasaran yang diinginkan oleh 
pekerjaan atau jabatan peserta bersangkutan. Untuk menetapkan kurikulum 
dan waktu mengajarkannya yang tepat sangat sulit. 
5. Dana Pendidikan dan Pelatihan 
Dana yang tersedia untuk pengembangan sangat terbatas, sehingga sering 
dilakukan secara terpaksa, bahkan pelatih maupun sarananya kurang 
memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. 
 
2.3.7 Diklat Teknis 
Diklat teknis merupakan salah satu program pemerintah dalam 
mengembangkan kompetensi setiap pegawai yang dilaksanakan untuk mencapai 





Diklat teknis ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, sikap, dan 
perilaku untuk dapat melaksanakan tugas teknis secara profesional dengan dilandasi 
kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kompetensi teknisnya, serta 
memantapkan sikap, perilaku, dan semangat pengabdian yang berorientasi pada 
pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini telah diatur dalam 
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis. 
Sasaran dari diklat teknis ini adalah untuk mewujudkan PNS yang memiliki 
kompetensi teknis sesuai dengan persyaratan jabatan masing – masing. 
Peserta diklat teknis adalah PNS yang dipersiapkan dalam rangka memenuhi 
persyaratan kompetensi untuk memantapkan tugas – tugas pekerjaan teknis yang 
terkait dengan pekerjaan PNS yang bersangkutan, sehingga nantinya setiap PNS 
mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Selain itu, 
diklat teknis dapat diikuti oleh Pejabat Struktural maupun Pejabat Fungsional sesuai 
dengan dengan jabatan masing – masing untuk memenuhi tuntutan pekerjaannya 
maupun untuk memenuhi persyaratan mengikuti diklat kepemimpinan dan 
fungsional yang lebih tinggi. Diklat teknis ini memiliki jenis dan jenjang jabatannya 
masing – masing sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Kepala Lembaga 
Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011, yakni diantaranya : 
1. Diklat Teknis Substantif, adalah diklat yang diselenggarakan untuk 
memberikan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat substantif dalam 
rangka pencapaian kompetensi PNS yang terkait dengan pekerjaan Pegawai 
Negeri Sipil yang bersangkutan, sehingga mampu melaksanakan tugas dan 







2. Diklat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen, diklat ini 
diselenggarakan oleh Pusdiklat yang bekerjasama dengan instansi pembina, 
lembaga diklat terakreditasi penyelenggara diklat teknis, serta lembaga 
diklat pemerintah dan pihak swasta.  
 
Penyelenggaraan diklat teknis diselenggarakan berdasarkan rencana kebutuhan 
nyata dalam rangka peningkatan kinerja intansi/unit kerja instansi yang 
bersangkutan baik di bidang teknis substantif maupun bidang teknis administratif. 
Selain itu, program diklat teknis ini dapat diselenggarakan secara klasikal dan 
nonklasikal. Klasikal, dilakukan dengan tatap muka didalam kelas. Sedangkan 
nonklasikan, dilakukan dengan pelatihan di alam bebas, pelatihan ditempat kerja, 
dan pelatihan dengan sistem jarak jauh yang tidak membentuk kelas. 
Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pengembangan Kompetensi 
bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, pasal 28 
mengemukakan bahwa setiap PNS memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk 
diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi melalui diklat, dengan 
memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS. 
Pengembangan kompetensi sendiri bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 jam 
pelajaran dalam satu tahun agar setiap Aparatur Sipil Negara dapat melakukan 
pengembangan diri.  
2.4 Pengembangan Kompetensi 
2.4.1 Pengertian Pengembangan Kompetensi  
Pengembangan menurut Chaerudin (2019:70) merupakan suatu proses di mana 
pegawai memperoleh keterampilan dan pengalaman agar berhasil pada saat 
melaksanakan pekerjaannya baik pada saat ini maupun pekerjaan di masa yang akan 





yang baru, namun posisi pegawai ini dalam tahap proses. Dimana di setiap 
waktunya dapat terus dikembangkan berbagai potensinya sesuai dengan yang 
dibutuhkan untuk mempersiapkan berbagai tuntutan kerja saat ini dan khususnya di 
masa yang akan datang. Hasibuan (2013:69) juga mengungkapkan mengenai 
pengertian pengembangan yakni suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan 
teknis, konseptual, dan moral pegawai sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan 
melalui pelatihan. Mondy (2008:211) menjelaskan bahwa pengembangan 
merupakan suatu pembelajaran yang melampaui pekerjaan saat ini dan memiliki 
fokus yang lebih panjang.  
Kata kompetensi secara etimologis merupakan kata yang berasal dari bahasa 
inggris yakni “competent” yang artinya adalah cakap, mampu, atau tangkas. 
Adapun “competence” dan “competency” secara umum memiliki makna sebagai 
kecakapan, kemampuan, kompetensi, dan kewenangan (Saleh et al., 2013:17). 
Menurut Spencer dan Spencer dalam Saleh et al., (2013:70) kompetensi merupakan 
suatu karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektifitas 
kinerja individu dalam pekerjaannya. Selanjutnya Gintings (2011:17) juga 
mengemukakan pendapat mengenai pengertian kompetensi yang dapat 
didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan 
tertentu dengan baik. Kompetensi ini selalu merujuk pada adanya penggambaran 
mengenai motif, karakteristik pribadi pegawai, konsep diri, nilai, pengetahuan, 
keterampilan, atau keahlian yang dimiliki seseorang yang berkinerja unggul pada 
tempat kerjanya. Menurut Mc. Clelland dalam Sedarmayanti (2019:150) juga 





diri seseorang dan berpengaruh langsung, atau dapat memprediksi kinerja yang 
sangat baik. Selanjutnya, PP No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan 
PNS juga menjelaskan mengenai pengertian kompetensi yakni merupakan 
kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS yang meliputi 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta perilaku yang diperlukan dalam 
pelaksanaan tugas jabatannya. Dari ungkapan beberapa oleh tokoh – tokoh ahli 
tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi merupakan suatu kemampuan 
yang dimiliki seseorang dalam menyelesaikan suatu pekerjaannya dengan baik. 
Pengembangan kompetensi menurut Saleh et al., (2013:13) adalah sebuah 
bentuk program pengembangan aparatur yang harus dilakukan oleh organisasi 
sektor publik untuk mengantisipasi terjadinya perubahan pola kerja lama yang 
bersifat manual dan semi manual, menuju terselenggaranya pola kerja baru. 
Pengembangan kompetensi bagi sumber daya aparatur ini harus digunakan untuk 
mendukung atas terlaksananya service delivery dalam rangka memenuhi kebutuhan 
masyarakat. Peningkatan kemampuan pada seseorang untuk melakukan 
pekerjaannya di masa yang akan datang melalui kegiatan lainnya adalah salah satu 
pengertian lain dari pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi ini 
akan membantu setiap pegawai dalam mempersiapkan dirinya untuk menghadapi 
berbagai tantangan dan perubahan pada pekerjaannya di masa yang akan datang. 
Hal ini perlu dilakukan melihat seiring berkembangnya teknologi, model pekerjaan 
serta pelayanan yang harus terus mengikuti perubahan yang ada, demi tercapainya 






2.4.2 Tujuan Pengembangan Kompetensi 
Menurut Hasibuan (2013:70), tujuan dari adanya pengembangan kompetensi 
bagi pegawai ini adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja. Pengembangan 
kompetensi ini didasarkan pada suatu fakta bahwa seseorang membutuhkan 
serangkaian pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang berkembang agar dapat 
bekerja dengan baik dalam melaksanakan tugas – tugasnya. 
2.4.3 Jenis Pengembangan Kompetensi 
Menurut Hasibuan (2013:72) terdapat beberapa jenis pengembangan yang 
dibagi menjadi dua jenis, yakni diantaranya : 
1. Pengembangan secara informal 
Pengembangan secara informal yakni merupakan pengembangan yang 
dilakukan sesuai dengan keinginan pegawai melalui usaha – usahanya 
sendiri dengan mempelajari buku – buku literatur yang sesuai dengan 
hubungan pekerjaan maupun jabatannya. Pengembangan secara informal ini 
menunjukkan bahwa pegawai tersebut memiliki keinginan yang kuat untuk 
dapat maju dengan terus meningkatkan kemampuannya. 
2. Pengembangan secara formal 
Pengembangan secara formal yaitu setiap pegawai yang ditugaskan oleh 
organisasinya untuk mengikuti adanya pendidikan atau pelatihan, baik yang 
dilakukan oleh organisasi sendiri maupun dilaksanakan oleh lembaga – 
lembaga yang menaungi pendidikan dan pelatihan. Pengembangan secara 
formal ini biasanya dilakukan untuk mempersiapkan pegawainya dalam 





datang. Dilakukannya pengembangan formal ini dapat bersifat non – karir 
maupun karir setiap pegawai. 
2.4.4 Aspek – aspek Pengembangan Kompetensi 
Gordon dalam Soetrisno (2009:204) menyatakan terdapat beberapa macam 
aspek – aspek pada suatu kompetensi, aspek – aspek tersebut diantaranya adalah : 
1. Pengetahuan. Pengetahuan merupakan suatu kesadaran dalam bidang 
kognitif tertentu yang berarti seseorang akan mengetahui apa yang harus 
diperbuat atau dilakukan 
2. Pemahaman. Ini merupakan suatu kedalaman kognitif yang dimiliki oleh 
seseorang. 
3. Kemampuan. Suatu keterampilan atau bakat yang dimiliki oleh individu 
untuk melakukan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. 
4. Nilai. Standar atas perilaku yang diyakini secara psikologis menyatu dalam 
diri pribadi seseorang. 
5. Sikap. Suatu karakteristik yang dimiliki oleh seseorang terhadap rangsangan 
yang datang dari luar.  
6. Minat. Kecenderungan tinggi seseorang terhadap sesuatu. 
2.4.5 Jenis – jenis Kompetensi 
Menurut Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
pasal 69, terdapat tiga jenis dari kompetensi yang diantaranya : 
1. Kompetensi teknis, yang diukur dari tingkat spesialis pendidikan, pelatihan 





2. Kompetensi manajerial, yang diukur melalui tingkat pendidikan, pelatihan 
structural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. 
3. Kompetensi sosial kultural, yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan 
dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga 
memiliki wawasan kebangsaan.  
2.5 Kerangka Berpikir 
 
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir 
Sumber : Diolah Penulis (2020) 
Kerangka berpikir diatas (Gambar 2.2) menjelaskan mengenai alur berpikir 
dari penelitian yang dilakukan penulis. Didasari oleh adanya pemikiran penulis 
mengenai adanya fungsi manajemen sumber daya manusia yakni pengembangan 
SDM yang dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan dan bertujuan untuk 
mengembangkan kompetensi PNS Daerah bagi guru baru. Pemikiran ini muncul 
karena kegiatan belajar mengajar pada masa pandemi covid-19 yang berlangsung 





pengalaman yang banyak sudah harus dihadapkan dengan model pembelajaran 
melalui daring. Untuk itu karena yang perlu diperhatikan agar pembelajaran pada 
murid – murid adalah ketersediaannya bahan ajar. Maka adanya diklat teknis KTI 
penyusunan diktat ini dirasa penting untuk dilakukan. Hal ini yang menjadi 
keinginan penulis untuk melakukan penelitian terhadap pelaksanaan pendidikan 
dan pelatihan (diklat) teknis dalam mengembangkan kompetensi PNS Daerah bagi 
guru baru tingkat sekolah dasar di masa pandemi covid-19 pada Badan 
Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo.  
Penulis menggunakan toeri Mathis & Jackson (2008) dalam melakukan analisis 
atas pendidikan dan pelatihan. Diantaranya adalah, 1) Penilaian kebutuhan meliputi 
identifikasi tujuan dan kriteria pelatihan. 2) Perancangan pelatihan meliputi 
pemilihan metode pelatihan dan isi pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan. 3) 
Penyampaian atau pelaksanaan ini terdiri dari penentuan jadwal, pelaksanaan 
pelatihan, serta pemantauan pelatihan. Dalam tahap pelaksanaan ini merupakan 
penentuan rangkaian kegiatan atas perancangan yang telah disusun, serta 
pemantauan terhadap jalannya pendidikan dan pelatihan. 4) Evaluasi, yang 
digunakan untuk mengukur apakah diklat yang telah dilaksanakan sesuai dengan 










2.6 Penelitian Terdahulu 
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 
NO NAMA 
PENELITI/PENULIS 
JUDUL HASIL PENELITIAN 
1 Irwan Fathurrochman 
(Manajer Pendidikan 













kompetensi pegawai ASN 
di lingkungan STAIN 
Curup dalam menghadapi 
era digitalisasi dokumen 
dan dalam rangka 
mencapai Visi dan 
Misinya masih perlu 
dilakukan strategi yang 
lebih tepat dan sesuai. 
2 Rafles Tiara Sakti 












melalui pendidikan dan 




pengaruh positif, baik bagi 
pihak pegawai maupun 
instansi.  










daya aparatur yang 
dilakukan BKD 
Kabupaten Malang secara 
garis besar sudah berjalan 
dengan baik. Namun 
dalam mengalami 
keterbatasan anggaran 
pada pelaksanaan diklat 
hendaknya dapat 
bekerjasama dengan pihak 
eksternal untuk dapat 
meminimalisir biaya 
pelaksanaan. 








dan Pelatihan dalam upaya 
meningkatkan kapasitas 
ASN di Kota Malang, 







yang harus diikuti dalam 
pelaksanaan diklat dapat 
dikatakan sudah sesuai, 
dan perlu ditingkatkan 
agar kebutuhan diklat 
setiap ASN dapat terus 
terpenuhi. 
Sumber : Diolah Penulis (2020) 
Berdasarkan hasil dari berbagai penelitian terdahulu (Tabel 2.2) yang telah 
dijelaskan. Terdapat adanya perbedaan atas penelitian yang dilakukan penulis 
dengan penelitian terdahulu. Perbedaan tersebut terletak pada teori yang digunakan. 
Pada penelitian terdahulu, hampir semua menggunakan konsep milik Sugiyono 
yang terdapat 6 tahapan didalamnya, yakni penentuan kebutuhan, penentuan 
sasaran,  penentuan program, prinsip – prinsip belajar, pelaksanaan program, 
identifikasi manfaat, dan terakhir penilaian pelaksanaan program. Konsep tersebut 
memang mengusung poin – poin yang diperlukan dalam pelaksanaan diklat. Namun 
penulis memilih konsep milik Mathis & Jackson sebagai focus dalam penelitian ini. 
Konsep Mathis & Jackson, dianggap lebih sesuai dengan penelitian pada lapangan 
menurut Penulis. Dimana, pada konsep Mathis & Jackson dijelaskan bahwa 
terdapat adanya pelaksanaan pre-test bagi para peserta sebelum dilaksanakannya 
pelatihan, hal ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh pengetahuan dasar dari 
peserta. Dan nantinya para peserta juga akan melakukan post-test, yang selanjutnya 
dapat dilihat perbandingan atas ilmu yang diterima oleh peserta selama pelaksanaan 









Metode penelitian merupakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam suatu 
penelitian. Metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan 
dalam proses penelitian. Penelitian sendiri diartikan sebagai suatu upaya dalam 
bidang ilmu pengetahuan yang dilakukan untuk mendapatkan fakta dan prinsip 
yang sistematis untuk mewujudkan adanya suatu kebenaran.  
3.1 Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 
kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono 
(2016:9) adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi 
objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah 
sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi 
(gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 
menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian kualitatif berusaha 
memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia 
dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri (Pasolong, 2012:161). 
Jenis penelitian kualitatif dipilih karena permasalahan yang diangkat oleh peneliti 
membutuhkan keterangan secara mendalam kepada narasumber – narasumber yang 
mengetahui mengenai pelaksanaan diklat teknis pada Badan Kepegawaian Daerah 





Pendekatan deskriptif menurut Zulganef (2013:11) merupakan pendekatan 
yang bertujuan untuk menggambarkan suatu kondisi atau fenomena tertentu, tidak 
memilah – milah ataupun mencari faktor atau variabel tertentu. Pendekatan 
deskriptif ini dipilih karena pendekatan ini memberikan kemudahan kepada peneliti 
dalam mendeskripsikan masalah yang berkaitan dengan tema yang diangkat oleh 
peneliti secara lebih mendalam. Sehingga nantinya peneliti dapat menggambarkan 
data yang berasal dari lapangan secara tepat dan akurat mengenai pelaksanaan 
diklat teknis. Selain itu fakta – fakta yang ditemukan pada lapangan, akan dikaitkan 
dengan teori yang digunakan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan oleh peneliti 
atas pelaksanaan diklat teknis dalam mengembangkan kompetensi sumber daya 
aparatur di masa pandemi covid-19 pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 
Sidoarjo. 
3.2 Fokus Penelitian 
Fokus penelitian pada dasarnya adalah batasan atas masalah pokok yang 
menjadi pusat perhatian oleh peneliti. Dengan adanya fokus penelitian, maka 
penelitian akan lebih terarah dan terkonsentrasi. Menurut Moleong (2017:12), 
penentuan fokus suatu penelitian kualitatif memiliki dua tujuan. Pertama, batas 
menentukan kenyataan jamak yang kemudian mempertajam fokus. Kedua, 








Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai, peneliti 
bermaksud untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan tahapan diklat teknis 
dalam mengembangkan kompetensi sumber daya aparatur di masa pandemi covid-
19. Maka dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah : 
1. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dalam mengembangkan 
kompetensi PNS Daerah bagi guru baru tingkat Sekolah Dasar di masa 
Pandemi Covid-19, meliputi : 
a. Penilaian Kebutuhan Pelatihan 
1) Analisis Kebutuhan Pelatihan 
2) Identifikasi Tujuan dan Kriteria Pelatihan 
3) Stakeholder yang terlibat 
b. Perancangan Pelatihan 
1) Menentukan Kesiapan Pelajar 
2) Pemilihan Metode Pelatihan 
3) Perencanaan Konten Pelatihan 
c. Penyampaian Pelatihan 
d. Evaluasi 
2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan diklat teknis dalam 
mengembangkan kompetensi PNS Daerah bagi guru baru tingkat Sekolah 
Dasar di masa pandemi Covid-19 : 
a. Faktor pendukung pelaksanaan diklat teknis dalam mengembangkan 






1) Adanya Peraturan 
2) Kerjasama Tim 
3) Sarana Prasarana 
b. Faktor penghambat pelaksanaan diklat teknis dalam mengembangkan 
kompetensi PNS Daerah bagi guru baru tingkat Sekolah Dasar di masa 
pandemi covid-19 
1) Keterbatasan Anggaran 
3.3 Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian 
Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan 
penelitian. Berdasarkan lokasi penelitian ini, peneliti akan memperoleh data dan 
informasi yang berkaitan dengan tema, masalah dan fokus penelitian. Adapun yang 
menjadi tempat dari penelitian ini adalah Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo 
menjadi lokasi yang terpilih pada penelitian ini dikarenakan merupakan salah satu 
wilayah dengan jumlah aparatur sipil negara terbanyak ketiga se-Kabupaten pada 
Provinsi Jawa Timur, selain itu Kabupaten Sidoarjo sendiri mendapatkan 
penghargaan pada acara BKN Awards 2020 dengan juara 1 kategori penilaian 
kompetensi se-Kabupaten, serta Kabupaten Sidoarjo juga mendapatkan 
penghargaan Diklat Award 2018 sebagai Kabupaten Terbaik se-Jawa Timur dalam 
penyelenggaranan diklat oleh Badan Diklat Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya situs 
adalah tempat atau area yang berada pada lokasi penelitian. Situs penelitian oleh 
peneliti adalah pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo yang berada 
di Jalan Majapahit No. 5, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Situs ini dipilih 





manajemen pegawai sebagai suatu upaya dalam pengelolaan dan mengembangkan 
kompetensi sumber daya aparatur. 
3.4 Sumber Data 
Sumber data merupakan faktor penting dalam menentukan metode 
pengumpulan data. Sumber data dalam penelitian kualitatif menurut Lofland & 
Lofland dalam Moelong (2017:157) adalah kata – kata dan tindakan, selebihnya 
adalah data tambahan seperti dokumen dan lain – lain. Adapun jenis dan sumber 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Sumber data primer 
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari 
objek penelitiannya. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti 
untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer ini diperoleh dari : 
a. Bapak Wahyu Hidayat, S.STP selaku Kepala Bidang Pendidikan dan 
Pelatihan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo 
b. Ibu Dinda Meidiyanti, S.Sos selaku Kepala Sub Bidang 
Penyelenggaraan Diklat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 
Sidoarjo 
c. Bapak Choirul Amri Ibrahin, S.STP selaku Analis Diklat Sub Bidang 
Analis dan Evaluasi Diklat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 
Sidoarjo 
d. Bapak Aris Setiawan, S.Pd., M.Pd selaku instruktur Diklat Teknis 
KTI 





f. Bapak Moh. Samsul Hidayat, S.Pd selaku instruktur Diklat Teknis 
KTI 
g. Bapak Drs. Sudarmadji, M.Si selaku instruktur Diklat Teknis KTI 
h. Bapak Venta Budi Kriswanto, S.Pd selaku peserta Diklat Teknis KTI 
i. Ibu Linda Sepdianti, S.Pd selaku peserta Diklat Teknis KTI 
j. Ibu Titin Yunita, S.Pd selaku peserta Diklat Teknis KTI 
2. Sumber data sekunder 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak 
langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). 
Data sekunder umumnya berupa bukti catatan atau laporan historis yang 
telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak 
dipublikasikan. Data ini diperoleh dari Undang – Undang dan data dari 
pihak Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. Data sekunder yang 
digunakan oleh peneliti antara lain : 
a. Dasar hukum dan kegiatan dalam pelaksanaan pendidikan dan 
pelatihan ASN 
b. Profil Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo 
c. Laporan kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis KTI oleh Badan 
Kepegawaian Daerah 








3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data yaitu merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam 
metode ilmiah karena pada umumnya data yang terkumpul digunakan dalam rangka 
analisis penelitian (Pasolong, 2012:130). Teknik pengumpulan data pada metode 
penelitian kualitatif biasanya dilakukan dengan kondisi yang alamiah (natural 
setting). Oleh karena itu agar memperoleh data yang valid dan relevan maka peneliti 
menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 
1. Wawancara 
Wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti 
berhadapan langsung dengan narasumber untuk mendapatkan informasi 
yang dibutuhkan. Jenis wawancara mengharuskan pewawancara membuat 
kerangka dan garis besar pokok – pokok yang ditanyakan dalam proses 
wawancara (Patton dalam Moleong, 2017:187). Informasi yang diperoleh 
peneliti adalah dari tanya jawab dengan beberapa orang yang kompeten 
yaitu pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. 
Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
wawancara semi terstruktur. Dalam pelaksanaannya wawancara semi 
terstruktur akan lebih bebas dan lebih mendalam bagi para peneliti untuk 
mendapatkan informasi. Wawancara semi terstruktur digunakan untuk 
menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang 
diwawancara dimintai pendapat, dan ide – idenya. Dalam melakukan 
wawancara ini, peneliti diharuskan untuk mendengarkan secara teliti serta 





Sugiyono 2016:233). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan beberapa 
wawancara untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari informan. 
Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada berbagai 
narasumber, diantaranya : 
a. Wawancara dengan Bapak Wahyu Hidayat, S.STP selaku Kepala 
Bidang Pendidikan dan Pelatihan BKD Kabupaten Sidoarjo pada 
tanggal 30 Maret 2021 pukul 10.18 WIB bertempat di Ruangan Bapak 
Wahyu pada BKD Kabupaten Sidoarjo 
b. Wawancara dengan Ibu Dinda Meidiyanti, S.Sos selaku Kepala Sub 
Bidang Penyelenggaraan Diklat pada tanggal 08 Maret 2021 pukul 
08.20 WIB dan 30 Maret 2021 pukul 10.18 WIB bertempat di BKD 
Kabupaten Sidoarjo 
c. Wawancara dengan Bapak Choirul Amri Ibrahim selaku Analis Diklat 
Sub Bidang Analisa dan Evaluasi Diklat pada tanggal 08 Maret 2021 
pukul 10.23 WIB dan 21 Mei 2021 pukul 09.16 WIB bertempat di 
BKD Kabupaten Sidoarjo 
d. Wawancara dengan Bapak Aris Setiawan, S.Pd., M.Pd selaku 
instruktur Diklat Teknis KTI pada tanggal 08 Maret 2021 pukul 09.09 
WIB bertempat di BKD Kabupaten Sidoarjo 
e. Wawancara dengan Bapak Drs. Edy Wuryanto selaku instruktur 
Diklat Teknis KTI pada tanggal 08 Maret 2021 pukul 09.30 WIB 





f. Wawancara dengan Bapak Moh. Samsul Hidayat, S.Pd selaku 
instruktur Diklat Teknis KTI pada tanggal 08 Maret 2021 pukul 09.51 
WIB bertempat di BKD Kabupaten Sidoarjo 
g. Wawancara dengan Bapak Drs. Sudarmadji, M.Si selaku instruktur 
Diklat Teknis KTI pada tanggal 10 Maret 2021 pukul 11.03 WIB 
bertempat di BKD Kabupaten Sidoarjo 
h. Wawancara dengan Bapak Venta Budi Kriswanto, S.Pd selaku peserta 
Diklat Teknis KTI pada tanggal 10 Maret 2021 pukul 12.23 WIB 
bertempat di BKD Kabupaten Sidoarjo. 
i. Wawancara dengan Ibu Linda Sepdianti, S.Pd selaku peserta Diklat 
Teknis KTI pada tanggal 10 Maret 2021 pukul 13.03 WIB bertempat 
di BKD Kabupaten Sidoarjo. 
j. Wawancara dengan Ibu Titin Yunita, S.Pd selaku peserta Diklat 
Teknis KTI pada tanggal 10 Maret 2021 pukul 10.40 WIB bertempat 
di BKD Kabupaten Sidoarjo. 
2. Pengamatan (Observasi) 
Observasi yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan 
secara langsung terhadap gejala – gejala dari obyek yang diteliti. Jenis 
observasi yang dipilih yaitu observasi non partisipatif yang merupakan 
observasi yang dilakukan oleh peneliti namun peneliti mengamati dari jauh 
dan tidak terlibat langsung dalam suatu kegiatan yang dilakukan oleh objek 
penelitian. Peneliti melakukan observasi dan pengamatan secara langsung 





Teknis yang berlangsung. Observasi ini dilakukan kurang lebih selama 2 – 
3 bulan. 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dan informasi dari 
dokumen – dokumen resmi maupun tidak resmi yang terdapat di instansi. 
Dokumentasi dapat dilakukan dengan mempelajari, mencatat atau membuat 
salinan dari dokumen – dokumen, arsip atau literatur yang terkait dengan 
obyek penelitian. Dengan adanya dokumentasi ini akan mendukung hasil 
penelitian untuk semakin kredibel. Dalam penelitian ini, penulis 
mendokumentasikan kegiatan – kegiatan yang ada pada Badan 
Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo melalui kamera, dan 
menggandakan dokumen resmi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 
Sidoarjo yang telah diizinkan.  
3.6 Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian merupakan alat bantu dalam memperoleh data penelitian. 
Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Peneliti Sendiri 
Pada jenis penelitian dengan metode kualitatif, dimana pengumpulan data 
di lapangan akan sangat bergantung pada peneliti itu sendiri. Peneliti 
sebagai human instrument, juga harus divalidasi seberapa jauh kesiapan 
peneliti dalam melakukan penelitian di lapangan. Validasi oleh peneliti ini 
berupa pemahaman terhadap metode peneltiian kualitatif, penguasaan 





memasuki obyek penelitian. Peneliti melakukan sendiri menggunakan 
panca indera untuk menyaksikan dan mengamati fenomena yang terjadi 
pada saat pelaksanaan diklat teknis KTI di lapangan.  
2. Pedoman Wawancara  
Merupakan serangkaian pertanyaan yang akan ditanyakan kepada 
responden. Pedoman wawancara ini telah disusun sebelumnya oleh peneliti 
berdasarkan kepentingan atas penelitian. Tujuan dari disusunnya pedoman 
wawancara adalah sebagai petunjuk ketika melakukan wawancara kepada 
narasumber agar lebih terarah. 
3. Perangkat Penunjang 
Perangkat penunjang berupa catatan – catatan yang digunakan untuk 
mencatat informasi selama penelitian yang dilakukan pada saat observasi. 
Perangkat penunjang yang dapat dipersiakan oleh peneliti diantaranya 
adalah buku, kamera, dan alat perekam. Peneliti menggunakan buku untuk 
mencatat segala hal yang diamati pada saat observasi, handphone yang 
digunakan sebagai alat perekam, serta kamera untuk keperluan dokumentasi 
gambar. 
3.7 Metode Analisis Data 
Analisis data merupakan tahap yang dilakukan pada saat pengumpulan data 
berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data pada periode tertentu. Tahap ini 
menyangkut kekuatan analisa dan kemampuan dalam mendeskripsikan data, 
situasi, peristiwa dan konsepsi yang merupakan bagian dari objek penelitian. Pada 





jawaban yang telah dianalisa belum menghasilkan data yang cukup, maka peneliti 
akan melanjutkan pada tahap tertentu hingga diperoleh data yang dianggap 
kredibel.  
Sesuai dengan penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan 
pendekatan deskriptif Miles, Huberman dan Saldana dalam Sugiyono (2016:246) 
mengemukakan bahwa ada tiga bentuk analisis yaitu: Kondensasi Data, Penyajian 
Data, Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Gambar 3.1) 
 
Gambar 3.1 Komponen dalam Analisis Data (Model Interaktif) 
Sumber : Miles, Huberman, dan Saldana (2014) 
 
Teknik analisis data Miles, Huberman dan Saldana dipilih karena memberikan 
sistematika yang sesuai untuk peneliti dalam menganalisis data yang diperoleh. 
Tahapan – tahapan analisis data adalah sebagai berikut : 
1. Pengumpulan Data (Data Collection) 
Data dapat dikumpulkan dengan berbagai cara yaitu observasi, wawancara, 





ini, penulis terjun langsung ke lapangan yakni Badan Kepegawaian Daerah 
Kabupaten Sidoarjo. Data dikumpulkan melalui berbagai cara antara lain 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Selain itu, pengumpulan data ini 
didukung dengan perangkat penunjang yang telah dipersiapkan. Data yang 
telah dikumpulkan, selanjutnya akan diolah oleh peneliti. 
2. Kondensasi Data (Data Condensation) 
Kondensasi data merupakan suatu bentuk analisis yang memilih, 
memfokuskan, menyederhanakan, merangkum dan/atau merubah data yang 
dipakai sebagai sumber bahan penelitian dari catatan lapangan tertulis, 
transkip wawancara, dokumen dan bahan empiris lainnya. Dengan melalui 
kondensasi data akan membuat sebuah data tersebut menjadi lebih kuat atau 
tepat. Kondensasi data ini dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan 
kegiatan kualitatif. Sebelum data dikumpulkan, kondensasi data dilakukan 
ketika peneliti menentukan kerangka konsep, kasus, pertanyaan penelitian 
dan pemilihan penggunaan pendekatan pengumpulan data. Kemudian 
setelah pengumpulan data dilaksanakan, proses kondensasi data selanjutnya 
meliputi penulisan ringkasan, pengkodean tema, dan pembuatan tema. 
Proses kondensasi data dilakukan sampai penelitian di lapangan selesai atau 
sampai hasil laporan penelitian selesai. Kondensasi data merupakan sebuah 
kegiatan analisis data yang mempertajam, mensortir, memfokuskan, 
membuang dan menata data sehingga dapat ditarik kesimpulan dan 
diverifikasi. Peneliti mengumpulkan dan memisahkan data yang telah 





observasi diklat teknis pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 
Sidoarjo, serta bukti hasil dokumentasi. Setelah data – data tersebut 
diperoleh, maka peneliti dengan segera mensortir dan menarik garis besar 
dari data – data yang diperoleh untuk menjawab atas fokus penelitian.  
3. Penyajian Data (Data Display) 
Penyajian data adalah sebuah bentuk analisis yang berisi tatanan yang 
teratur dari informasi yang didapatkan sehingga mempermudah dalam 
pengambilan keputusan. Agar dapat menyajikan data dengan baik serta 
dapat menuju analisis kualitatif yang kuat maka data yang disajikan dapat 
berisi matrik, grafik, bagan. Hal tersebut digunakan untuk menyusun 
informasi sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan untuk melanjutkan 
proses yang selanjutnya sampai data yang disajikan dapat berguna. 
Penyajian data juga tidak terlepas dari aktivitas analitik yaitu mendesain 
penyajian seperti menentukan data yang harus disajikan, serta bentuk data 
seperti apa yang akan disajikan. Dalam tahap penyajian data, peneliti 
mengubah hasil deskripsi data yang telah diperoleh menjadi bentuk tabel 
maupun grafik, guna untuk mempermudah proses analisis akan diklat teknis 
oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo di masa Pandemi 
Covid-19.   
4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (Conclusion: drawing/verifying) 
Dalam tahapan ini, penulis harus membuat penarikan kesimpulan yang 
ringan, serta menjaga keterbukaan. Kesimpulan akhir tidak dapat terlihat 





ukuran catatan lapangan, pengkodean, metode pengambilannya, kecakapan 
peneliti dan deadline yang dimiliki. Kemudian setelah penarikan 
kesimpulan data tersebut diverifikasi. Data diuji kewajarannya, 
kekuatannya dan tepat validitasnya. Dalam tahap ini, peneliti telah menarik 
kesimpulan dengan didukung oleh data – data yang dikumpulkan selama 
penelitian berlangsung, serta melakukan verifikasi atas hasil penelitian 
dengan data – data yang diperoleh sesuai dengan tahap terakhir Miles, 
Huberman dan Saldana.  
3.8 Teknik Keabsahan Data 
Teknik keabsahan data digunakan untuk mengukur adanya ketepatan dan 
kesesuaian antara data yang telah dikumpulkan oleh peneliti dengan data yang 
terjadi pada obyek penelitian (Sugiyono, 2016:267). Dalam penelitian kualitatif, 
data atau temuan dapat dinyatakan valid apabila tidak terdapat adanya perbedaan 
antara yang dilaporkan oleh peneliti dengan apa yang terjadi sesungguhnya pada 
obyek yang diteliti. Untuk melakukan uji keabsahan data ini, peneliti menggunakan 
triangulasi sumber dan metode, serta menggunakan adanya bahan referensi. 
1. Triangulasi  
Triangulasi sumber dilakukan oleh peneliti untuk membandingkan hasil dari 
setiap data yang diperoleh. Gambar 3.2 menunjukkan mengenai triangulasi 














Gambar 3.2 Triangulasi Sumber 
Sumber : Diolah Penulis (2021) 
 
Dalam melakukan pengumpulan data tersebut peneliti juga menggunakan 







Gambar 3.3 Triangulasi Metode 
Sumber : Diolah Penulis (2021) 
 
2. Menggunakan bahan referensi 
Pengumpulan data yang diperoleh oleh penulis berasal dari berbagai bahan 
yang berupa rekaman wawancara, catatan, serta adanya foto – foto 
dokumentasi. Bahan – bahan tersebut digunakan oleh peneliti dalam 
melakukan analisis data. Semua bahan yang diperoleh peneliti, didapatkan 
ketika melakukan observasi dan wawancara selama penelitian di Badan 












HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo 
1. Kondisi Geografis Kabupaten Sidoarjo 
Kabupaten Sidoarjo mrupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah 
Provinsi Jawa Timur. Letak astronomis dari Kabupaten Sidoarjo berada diantara 
7,3˚ – 7,5˚ LS (lintang Selatan) dan 112,5˚ – 112,9˚ BT (Bujur Timur). Secara 
geografis, Kabupaten Sidoarjo berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten 
Gresik pada bagian utara. Kabupaten Pasuruan di bagian selatan. Selat Madura pada 
bagian timur. Dan Kabupaten Mojokerto di bagian sebelah barat. Kabupaten 
Sidoarjo merupakan kabupaten yang memiliki wilayah terkecil di Provinsi Jawa 
Timur dengan luas area sebesar 714,243km2, dan terbagi menjadi 18 kecamatan. 
Kabupaten Sidoarjo dikenal dengan sebutan kota “Delta” karena wilayahnya yang 
berada di antara dua sungai besar yang merupakan pecahan dari Kali Brantas, yakni 
Kali Surabaya pada sebelah utara, dan Kali Porong sebelah selatan. 
Wilayah Kabupaten Sidoarjo berada pada ketinggian 0-25 mdpl, yang terbagi 
atas tiga kelas, diantaranya yakni : 
 0-3 meter, adalah daerah pantai atau pertambakan yang berair asin/payau, 
dan berada di Sidoarjo sebelah timur. 
 3-10 meter, merupakan daerah dengan bagian tengah yang berair tawar. 





Kondisi curah hujan di Kabupaten Sidoarjo selama bulan Januari – Mei dapat 
dikatakan cukup relatif tinggi. Selama 113 hari, Kabupaten Sidoarjo diguyur hujan 
dengan intensitas curah hujan tertinggi sebesar 527,5mm. Dan instensitas hujan 
mulai turun secara signifikan pada bulan Juni – Oktober, yang tercatat hanya terjadi 
19 hari selama 5 bulan. Untuk suhu di Kabupaten Sidoarjo pada bulan Oktober 2020 
mencapai suhu tertinggi dengan 35,6˚C. Sedangkan suhu terendah yang terjadi di 




Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Sidoarjo 
Sumber : Sidoarjo dalam Angka 2021 
Wilayah Kabupaten Sidoarjo yang sebesar 714,242 km2 ini, terbagi menjadi 18 
kecamatan didalamnya. Kecamatan Jabon menjadi salah satu kecamatan dengan 
wilayah terluas di Kabupaten Sidoarjo dengan luas sebesar 81,00 km2. Sedangkan 





km2 di Kabupaten Sidoarjo. Berikut luas daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan 
kecamatan : 
Tabel 4.1 Luas wilayah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan kecamatan 
No Kecamatan Luas Wilayah 
1 Tarik 36,06 km2 
2 Prambon 34,23 km2 
3 Krembung 29,55 km2 
4 Porong 29,82 km2 
5 Jabon 81,00 km2 
6 Tanggulangin 32,29 km2 
7 Candi 40,67 km2 
8 Tulangan 31,21 km2 
9 Wonoayu 33,92 km2 
10 Sukodono 32,68 km2 
11 Sidoarjo 62,56 km2 
12 Buduran 41,03 km2 
13 Sedati 79,43 km2 
14 Waru 30,32 km2 
15 Gedangan 24,06 km2 
16 Taman 31,54 km2 
17 Krian 32,50 km2 
18 Balong bendo 31,40 km2 
Kabupaten Sidoarjo 714,24 km2 
Sumber : Sidoarjo dalam Angka 2021 
2. Kondisi Demografis Kabupaten Sidoarjo 
Perkembangan jumlah penduduk pada Kabupaten Sidoarjo terus mengalami 
peningkatan di setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya grafik pada 





Sidoarjo setiap tahun dimulai pada tahun 2012 – 2019. Jumlah penduduk 
Kabupaten Sidoarjo berdasarkan data dari Laporan Akuntabilitas Kinerja  Instansi 
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 adalah sebanyak 2,266,533 jiwa, 
dengan persebaran penduduk di setiap kecamatan (tabel 4.1). Berdasarkan data 
pada tabel 4.1 tersebut, Kecamatan Waru merupakan kecamatan dengan jumlah 
penduduk terbanyak di Kabupaten Sidoarjo dengan jumlah 240,674 ribu jiwa. 
Selanjutnya, pada posisi kedua ditempati oleh Kecamatan Taman dengan jumlah 
235,238 ribu jiwa.  
 
Gambar 4.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo 













Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo per Kecamatan Tahun 2019 
No Kecamatan Jumlah Penduduk 
1 Tarik 72,206 
2 Prambon 85,157 
3 Krembung 75,731 
4 Porong 85,700 
5 Jabon 61,092 
6 Tanggulangin 106,685 
7 Candi 168,779 
8 Sidoarjo 228,713 
9 Tulangan 107,683 
10 Wonoayu 90,794 
11 Krian 140,183 
12 Balongbendo 80,222 
13 Taman 235,238 
14 Sukodono 132,644 
15 Buduran 108,457 
16 Gedangan 134,787 
17 Sedati 111,788 
18 Waru 240,674 
Total 2,266,533 
Sumber : Lakip Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 
 
Jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo tersebut apabila diperhatikan dari 
komposisi penduduk menurut jenis kelamin, maka didominasi oleh penduduk laki 
– laki dengan jumlah 1.142.655 jiwa, atau sebesar 50,41% dari jumlah penduduk 
Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan penduduk perempuan berjumlah 1.123.878 jiwa 





juga menjadi perhatian oleh Kabupaten Sidoarjo. Pada tahun 2019 rentan usia 
didominasi oleh usia 35 – 39 tahun dengan jumlah 193,864 jiwa. Usia ini masuk 
dalam kategori kelompok umur muda dan usia produktif. Hal tersebut tentunya 
akan memberikan dampak positif bagi Kabupaten Sidoarjo, dimana suatu wilayah 
nantinya akan memiliki tingkat produktifitas yang jauh lebih tinggi dikarenakan 
banyaknya usia muda dan usia tua yang sedikit.  
Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan kegiatan pembangunan agar lebih 
terarah, berhasil dan berdaya saing, dengan tetap mempertimbangkan potensi pada 
daerah, serta tantangan maupun ancaman di masa yang akan datang, maka 
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menetapkan visi, misi, dan strategi dalam 
pencapaiannya. Dengan terus memperhatikan berbagai kemajuan, permasalahan, 
dan kendala, maka visi yang diampuh oleh Kabupaten Sidoarjo yang tertuang dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo 
periode tahun 2016 – 2021 adalah “Kabupaten Sidoarjo Yang Inovatif, 
Sejahtera, Mandiri, dan Berkelanjutan”. Visi tersebut dipilih dengan berbagai 
perumusan dan penjelasan, sebagaimana berikut diterjemahkan pengertiannya : 
a. Inovatif. Melakukan proses pembangunan dengan terus menerapkan 
berbagai inovasi baik pada bidang pembangunan fisik maupun non fisik. 
b. Sejahtera. Adanya rasa aman dan nyaman, serta terbebas dari segala 
macam gangguan, baik material maupun spiritual.  
c. Mandiri. Kabupaten Sidoarjo harus mampu mewujudkan masyarakat yang 
dapat mengembangkan kompetensi diri, mencukupi kebutuhannya secara 





d. Berkelanjutan. Proses pengembangan yang tidak semata – mata 
mengeksploitasi alam secara maksimal demi mengejar kebutuhan di masa 
saat ini saja, namun juga adanya internalisasi konsep dan pola 
pembangunan yang harus memperdulikan kelestarian lingkungan dan 
sosial. 
Dalam mewujudkan visi yang telah dirancang tersebut, tentu disertai dengan 
misi dan sasaran yang tepat dalam pencapaiannya. Misi yang diampuh dalam 
mewujudkan visi tersebut adalah sebagai berikut : 
Misi 1 : Pemerintah yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaran 
pemerintahan yang aspiratif, partisipatif, dan transparan. Tolok ukur yang menjadi 
terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel adalah dengan Indeks Good 
Governance dan Indeks Reformasi Birokrasi. Dalam menetapkan misi tersebut, 
terdapat 2 sasaran yakni meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan 
pemerintahan dan meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan 
teknologi informasi. 
Misi 2 : Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis 
industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM, dan koperasi serta 
pemberdayaan masyarakat. Dalam mencapai misi tersebut ditetapkan 2 sasaran, 
diantaranya meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat, dan meningkatnya 
pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. 
Misi 3 : Meningkatnya kualitas dan standar pelayaan pendidikan dan kesehatan. 
Misi ini ditetapkan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, khususnya 





pendidikan yang berkualitas, merata, dan berdaya saing, serta meningkatnya derajat 
kesehatan masyarakat. 
Misi 4 : Meningkatnya tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan 
berakhlaqul karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta 
dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban. Misi 4 ini lebih 
diarahkan pada peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat dengan tolok 
ukur capaian menggunakan Indeks Kebahagiaan, Indeks Rasa Aman, Indeks Resiko 
Bencana, dan Indeks Pembangunan Gender. 
Misi 5 : Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang 
pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Misi kelima 
ini terfokus pada peningkatan infrastruktur sebagai penunjang ekonomi, namun 
tetap memperhatikan adanya kelestarian lingkungan. 
4.1.2 Profil Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo 
            
Gambar 4.3. Lokasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo 
Sumber : Dokumentasi Penulis (2021) 
 
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) merupakan badan yang dibentuk untuk 
melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan mengenai administrasi 





Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo ini pertama kali dibentuk pada 
tanggal 31 Maret 2001 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 
35 Tahun 2001 seiring dengan adanya kebutuhan organisasi pada Pemerintah 
Kabupaten Sidoarjo, dan dijelaskan dengan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 
2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah 
Kabupaten Sidoarjo. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo memiliki 
visi dan misi dalam menunjang tugas pokok dan fungsinya. Berikut visi Badan 
Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah “Terselenggaranya Manajemen 
Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Yang Prima Dalam 
Mewujudkan Aparatur Yang Profesional, Dan Sejahtera”. Dalam mewujudkan visi 
tersebut, selanjutnya dibentuklah misi yang nantinya akan menjadi tanggung jawab 
atas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. Misi tersebut adalah 
Peningkatan kualitas layanan manajemen kepegawaian yang prima sebagai usaha 
peningkatan kualitas sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 
Setelah visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo tersebut 
dijelaskan, maka berikut adalah tugas pokok dan fungsi dari Badan Kepegawaian 
Daerah Kabupaten Sidoarjo yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 90 
Tahun 2017 yakni, BKD Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas untuk 
menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian, 
Pendidikan dan Pelatihan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BKD Kabupaten 
Sidoarjo mempunyai fungsi, diantaranya : 
a. Penyusunan kebijakan teknis kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 





c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepegawaian, 
pendidikan dan pelatihan; 
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi – fungsi penunjang urusan 
pemerintahan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 
tugasnya. 
Tabel 4.3 Jumlah PNS Kabupaten Sidoarjo menurut Tingkat Kepangkatan 
Tingkat Pendidikan 
2020 
Laki – laki Perempuan Jumlah 
I/A (Juru Muda) - - - 
I/B (Juru Muda Tingkat I) 2 1 3 
I/C (Juru) 55 2 57 
IV/D (Juru Tingkat I) 188 2 190 
Golongan I - - - 
II/A (Pengatur Muda) 101 12 113 
II/B (Pengatur Muda 
Tingkat I) 
317 58 375 
II/C (Pengatur) 399 333 732 
II/D (Pengatur Tingkat I) 599 423 1.022 
Golongan II - - - 
III/A (Penata Muda) 290 676 966 
III/B (Penata Muda 
Tingkat I) 
676 1.328 2.004 
III/C (Penata) 350 826 1.176 
III/D (Penata Tingkat I) 447 714 1.161 
Golongan III - - - 
IV/A (Pembina) 484 831 1.315 
IV/B (Pembina Tingkat I) 397 834 1.231 
IV/C (Pembina Utama 
Muda) 
54 69 123 
IV/D (Pembina Utama 
Madya) 
6 6 12 
IV/E (Pembina Utama) 2 2 4 
Golongan IV - - - 
Total Jumlah 4.367 6.117 10.484 





Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai pemimpin 
dalam organisasi tersebut tentu mengemban amanah yang besar dalam pengelolaan 
seluruh kepegawaian di Kabupaten Sidoarjo. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi 
tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo tentu dibantu 
oleh bagian dan bidang – bidang yang dibawahinya. Bagian dan bidang tersebut 
diantaranya ada Sekretaris, Bidang Mutasi ASN, Bidang Pendidikan dan Pelatihan 
ASN, Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan ASN, dan Bidang Pengembangan 
ASN. Dari tatanan bagian dan bidang tersebut, berikut dijelaskan struktur 
organisasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo beserta tugas dan 








Gambar 4.4 Struktur Organisasi BKD Kabupaten Sidoarjo 





















































a. Kepala Badan 
Kepala Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas memimpin, 
melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan 
Badan Kepegawaian Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan 
mempunyai fungsi : 
1) Perencanaan program bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, 
serta kesekretariatan; 
2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas badan; 
3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas badan; 
4) Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan; 
5) Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati; 
6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang 
tugasnya. 
b. Sekretariat 
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, 
pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, 
sekretariat mempunyai fungsi : 
1) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program kebijakan teknis dan 
pelaporan; 
2) Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian; 
3) Pengelolaan administrasi keuangan; 






b.1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 
Sub Bagian Perencaan dan Pelaporan mempunyai tugas : 
1) Menyusun rencana kebutuhan anggaran; 
2) Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan dokumen 
perencanaan dan kebijakan teknis; 
3) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan badan; 
4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan 
bidang tugasnya. 
b.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
Sub Bagian Umum dan Kepegwaian mempunyai tugas : 
1) Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan 
dokumentasi; 
2) Melaksanakan pengelolaan barang; 
3) Menerima dan mengkoordinasikan tindaklanjut pelayanan dan 
pengaduan masyarakat; 
4) Melaksanakan pembinaan dan administrasi kepegawaian; 
5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan 
bidang tugasnya. 
b.3. Sub Bagian Keuangan 
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : 
1) Melaksanakan administrasi keuangan; 





3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan 
bidang tugasnya. 
c. Bidang Mutasi ASN 
Bidang Mutasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di 
bidang mutasi struktural dan fungsional. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang 
Mutasi mempunyai fungsi : 
1) Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di 
bidang mutasi struktural dan fungsional; 
2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis 
bidang mutasi struktural dan fungsional; 
3) Pelaporan pelaksanaan tugas bidang mutasi struktural dan fungsional; 
4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan 
bidang tugasnya. 
c.1. Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun ASN 
Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun ASN mempunyai tugas : 
1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kepangkatan dan 
pensiun ASN;  
2) Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis kepangkatan dan pensiun ASN, 
meliputi : 
a) Pemrosesan administrasi kenaikan pangkat; 
b) Pemrosesan administrasi kenaikan gaji berkala; 





d) Pemrosesan administrasi penilaian angka kredit (sekretariat 
bersama, monitoring dan evaluasi). 
3) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis kepangkatan dan pensiun 
ASN; 
4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 
dengan tugasnya. 
c.2. Sub Bidang Jabatan ASN 
Sub Bidang Jabatan ASN mempunyai tugas : 
1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan jabatan aparatur sipil negara;  
2) Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis penyelenggaraan diklat, meliputi 
: 
a) Mutasi dan promosi jabatan struktural; 
b) Mutasi dan promosi kepala sekolah pada satuan pendidikan negeri; 
c) Mutasi ASN antar daerah; 
d) Pengangkatan dalam jabatan fungsional; 
e) Pengangkatan calon ASN menjadi ASN 
3) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis jabatan aparatur sipil 
negara ; 
4) Melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;  








d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan ASN 
Bidang Pendidikan dan Pelatihan ASN mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas Badan di bidang pendidikan dan pelatihan penjenjangan, teknis, dan 
fungsional. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pendidikan dan Pelatihan 
mempunyai fungsi : 
1) Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di 
bidang pendidikan dan pelatihan penjenjangan, teknis, dan fungsional; 
2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis 
bidang pendidikan dan pelatihan penjenjangan, teknis, dan fungsional; 
3) Pelaporan pelaksanaan tugas bidang pendidikan dan pelatihan 
penjenjangan, teknis, dan fungsional; 
4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan 
bidang tugasnya. 
d.1. Sub Bidang Analisa dan Evaluasi Diklat ASN 
Sub Bidang Analisa dan Evaluasi Diklat ASN, mempunyai tugas : 
1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis analisa dan evaluasi diklat 
ASN; 
2) Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis analisa dan evaluasi diklat ASN, 
meliputi : 
a) Menyusun analisa kebutuhan, pengembangan pendidikan dan 
pelatihan; 





c) Koordinasi dan fasilitasi peningkatan kompetensi yang 
dilaksanakan instansi lain. 
3) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis analisa dan evaluasi diklat 
ASN;  
4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 
dengan tugasnya. 
d.2. Sub Bidang Penyelenggaraan Diklat ASN 
Sub Bidang Penyelenggaraan Diklat ASN mempunyai tugas: 
1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan diklat 
ASN; 
2) Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis penyelenggaraan diklat ASN, 
meliputi: 
a) Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan atau mengirimkan 
pendidikan dan pelatihan; 
b) Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis penyusunan materi, 
kurikulum, widyaiswara, instruktur dan infrastruktur sesuai 
kebutuhan pendidikan dan pelatihan; 
c) Memfasilitasi, melaksanakan ujian dinas dan ujian penyesuaian 
ijazah; 
d) Memfasilitasi pelaksanaan penelitian di lingkungan badan 
kepegawaian daerah kabupaten sidoarjo; 





f) Melaksanakan administrasi, pemantauan dan pengendalian 
pelaksanaan ijin belajar dan tugas belajar pegawai; 
g) Fasilitasi seleksi calon peserta pendidikan, pelatihan dan tugas 
belajar. 
3) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis penyelenggaraan diklat 
ASN; 
4) Melaksanakan tugas ketatausahaan bidang; 
5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 
dengan tugasnya. 
e. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan ASN 
Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan ASN mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas Badan dalam bidang pembinaan dan kesejahteraan ASN. Untuk 
melaksankan tugas, Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan ASN mempunyai fungsi: 
1) Penyusunan kebijakan teknis pembinaan dan kesejahteraan ASN;  
2) Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan Kesejahteraan ASN;  
3) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan kesejahteraan ASN;  
4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan 
tugasnya 
e.1. Sub Bidang Pembinaan ASN 
Sub Bidang Pembinaan ASN mempunyai tugas : 
1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan ASN;  






a) Pembinaan pegawai dalam rangka peningkatan kinerja pegawai; 
b) Memproses administrasi pemberian sanksi pelanggaran disiplin 
pegawai; 
c) Mempersiapkan kelengkapan pemberian tanda jasa pegawai sesuai 
ketentuan yang berlaku; 
d) Menerima, melaporkan dan menindak lanjuti pengaduan 
masyarakat di bidang kepegawaian; 
e) Melaksanakan fasilitasi klinik konseling pegawai; 
f) Koordinasi dan pembinaan pegawai; 
g) Melaksanakan pemrosesan permohonan izin melaksanakan 
perkawinan dan perceraian; 
h) Melaksanakan pembinaan kesenian dan olahraga ASN; 
i) Melaksanakan pembinaan kepatuhan LHKPN dan LP2P; 
j) Melaksanakan pemrosesan izin ASN yang mencalonkan kepala 
desa dan pemberian dispensasi ASN; 
k) Melaksanakan sumpah dan janji ASN; 
l) Melaksanakan analisa pengembangan kinerja dan akuntabilitas 
Sub Bidang Pembinaan ASN. 
3) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pembinaan ASN; 








e.2. Sub Bidang Kesejahteraan ASN 
Sub Bidang Kesejahteraan ASN mempunyai tugas: 
1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kesejahteraan aparatur; 
2) Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis kesejahteraan aparatur, meliputi: 
a) proses administrasi kesejahteraan pegawai; 
b) administrasi uji kesehatan ASN; 
c) proses pemberian satya lencana karya satya ASN; 
d) evaluasi pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan pegawai. 
3) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis kesejahteraan aparatur; 
4) Melaksanakan tugas ketatausahaan bidang; 
5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 
dengan tugasnya. 
f. Bidang Pengembangan ASN 
Bidang Pengembangan ASN mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 
sebagian tugas Badan dalam bidang pengembangan dan kebijakan aparatur. Untuk 
melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan ASN mempunyai fungsi: 
1) Penyusunan kebijakan teknis pengembangan ASN; 
2) Pelaksanaan kegiatan pengembangan ASN; 
3) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan ASN; 








f.1. Sub Bidang Perencanaan dan Informasi ASN 
Sub Bidang Perencanaan dan Informasi ASN mempunyai tugas : 
1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan 
informasi ASN; 
2) Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis perencanaan dan informasi ASN, 
meliputi: 
a) Penyusunan formasi jabatan ASN; 
b) Pelaksanakan analisa kebutuhan, perencanaan pengadaan ASN 
berdasarkan hasil analisa beban kerja dan kebutuhan pegawai; 
c) Melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen 
kepegawaian ASN; 
d) Pengelolaan administrasi pegawai non ASN. 
3) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis perencanaan dan informasi 
ASN; 
4) Melaksanakan tugas ketatausahaan bidang; 
5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai 
dengan tugasnya. 
f.2. Sub Bidang Kinerja ASN 
Sub Bidang Kinerja ASN mempunyai tugas: 
1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kinerja aparatur; 
2) Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis kinerja aparatur, meliputi : 
a) Pengelolaan evaluasi kinerja ASN; 





c) Evaluasi proses dan hasil penilaian angka kredit bagi pemangku 
jabatan fungsional tertentu; 
d) Pengelolaan hasil assesment test. 
3) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis kinerja aparatur; 
4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan 
tugasnya. 
Jumlah pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo terdiri 
dari 61 orang yang harus menangani PNS di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 
10.484 PNS. Sumber daya utama pada Badan Kepegawaian Daerah 
Kabupaten Sidoarjo ini diperinci sebagai berikut : 
Tabel 4.4 Jumlah Pegawai BKD Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Tingkat 
Pendidikan 
 
No Pendidikan Jumlah 
1 S-3 - 
2 S-2 10 
3 S-1/D-IV 18 
4 D-III 9 
5 SLTA 17 
6 SD-SLTP 7 
Total 61 











4.2 Penyajian Data 
4.2.1 Pendidikan dan Pelatihan Teknis dalam Mengembangkan Kompetensi 
PNS Daerah bagi Guru Baru Tingkat Sekolah Dasar Di Masa Pandemi 
Covid-19 
Pendidikan dan Pelatihan (diklat) merupakan salah satu upaya dari 
pembangunan kapasitas yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi bagi 
setiap sumber daya manusia. Dengan dilaksanakannya pendidikan dan pelatihan 
(diklat) ini, maka akan menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten. 
Sumber daya manusia yang kompeten akan mendukung tercapainya tujuan dari 
organisasi secara efektif dan efisien. Pemberian diklat bagi sumber daya aparatur 
yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensinya, dirasa penting dikarenakan 
sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penunjang keberhasilan bagi 
suatu organisasi.  
BKD Kabupaten Sidoarjo dalam mengembangkan kompetensi PNS Daerah di 
Kabupaten Sidoarjo adalah dengan melakukan pendidikan dan pelatihan (diklat). 
Terdapat beberapa macam jenis diklat diantaranya Diklat Prajabatan, serta Diklat 
dalam Jabatan yang meliputi Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, dan Diklat 
Teknis. Diklat teknis ini dipilih peneliti dikarenakan diklat ini dapat diikuti oleh 
seluruh sumber daya aparatur dari semua rumpun jabatan yang membutuhkan untuk 
mengembangkan kompetensinya. Diklat teknis yang dilaksanakan pada BKD 
Kabupaten Sidoarjo terdiri berbagai macam, dengan disesuaikan pada 
pengembangan kompetensi yang ingin dikembangkan. Dan pada saat di masa 





yang diperuntukkan bagi guru – guru baru yang diangkat pada formasi CPNS Tahun 
2018. Berikut hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan : 
4.2.1.1 Penilaian Pelatihan 
1) Analisis Kebutuhan Pelatihan 
Penilaian atas kebutuhan pelatihan ini mencerminkan awal mula tahapan dari 
penentuan – penentuan tujuan pelatihan. Dalam menganalisis kebutuhan pelatihan 
ini terdapat tiga macam jenis, yakni analisis organisasi, analisis pekerjaan/tugas, 
dan analisis individual. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 
2019 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yang mengungkapkan bahwa dalam melakukan 
pengembangan kompetensi melalui diklat harus didasarkan pada analisa kebutuhan 
diklat dan analisa pengembangan diri PNS. Untuk analisa kebutuhan ini didasarkan 
pada formasi jabatan dan kebutuhan sumber daya PNS; tugas pokok dan fungsi 
Perangkat Daerah; serta formasi pengangkatan Calon PNS. Berikut penjelasan dari 
Bapak Wahyu selaku Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan mengenai analisis 
kebutuhan pelatihan Diklat Teknis KTI ini :  
“untuk diklat teknis KTI yang kita selenggarakan ini nggeh, itu kita dapat 
masukan dari bidang mutasi. Bidang mutasi bilang kalau “pak iniloh guru – 
guru baru yang kemarin diangkat cpns 2018 butuh diklat Pak buat naik 
jabatan”. Itu artinya kayak guru – guru cpns baru yang 2018 ini perlu diklat 
KTI ini salah satunya, buat apa? Ya selain buat syarat kenaikan jabatan yang 
katanya bidang mutasi tadi, juga yang terpenting sebagai salah satu 
peningkatan kompetensi bagi guru – guru baru ini karena mereka kan belum 
ada bekal sebelumnya”. (wawancara pada tanggal 30 Maret 2021) 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut diklat teknis KTI ini dilakukan untuk 
adanya pengembangan kompetensi bagi guru – guru baru di kabupaten sidoarjo, 





jabatan. Diklat teknis yang disampaikan oleh bidang mutasi ini dilakukan secara 
langsung dengan memperhatikan adanya analisis dari organisasi OPD terkait. 
Usulan dari OPD terkait telah disampaikan sebelumnya melalui pengisian AKD 
yang telah dilakukan oleh BKD Kabupaten Sidoarjo. hal ini juga disampaikan oleh 
Bapak Wahyu sebagaimana : 
“Kita ini melaksanakan diklat berdasarkan adanya AKD mbak. Nah, terkait 
sama AKD yang pertama itu kita mengadakan kayak bimtek, bimtek bagi 
kasubbag umum kepegawaian, KPD atau kepegawaian yg ada di OPD. 
Setelah itu baru dari bimtek itu intinya apa, diklat apa yang dibutuhkan oleh 
OPD. OPD dalam artian kita ngomongkan pegawai yang ada di OPD tersebut 
nggeh, dari itu nanti OPD ada kewajiban untuk mengisi kebutuhan diklat dari 
masing - masing OPD. Terus setelah itu hasilnya akan kita himpun kita rekap, 
yang nantinya akan dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan diklat selanjutnya”. 
(wawancara pada tanggal 30 Maret 2021) 
 
Penyampaian adanya kebutuhan diklat oleh Kasubbag umum pada OPD, 
disalurkan melalui form yang diberikan oleh BKD Kabupaten Sidoarjo dan 
kemudian diisi oleh setiap Kasubbag OPD setelah acara bimtek tersebut. Hal ini 
disampaikan oleh Ibu Dinda selaku Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Diklat, 
“…nah kemarin itu pelaksanaannya analisis kediklatan itu terakhir tanggal 
17, itu ada data - datanya jadi kita kayak ngisi form. Jadi itu tahun terakhir 
kita AKD di tahun 2017-2018 itu seperti kita survey jadi kita mengirimkan 









Gambar 4.5 Form Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) 
Sumber : Dokumentasi Peneliti (2021) 
 
Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak Wahyu, 
“Kelanjutan bimtek itu ya itu untuk ngisi form, itupun form itu dasarnya dari 
kebutuhan dari masing - masing pegawai. Dari OPD tersebut, setelah itu baru 





Gambar 4.6 Form Rekap Jenis Diklat 







Selain dari adanya AKD yang menjadi dasar dalam penentuan kebutuhan diklat 
tersebut, terdapat beberapa cara lain yang dilakukan untuk penentuan kebutuhan 
dalam melaksanakan diklat, hal ini disampaikan pula oleh Bapak Wahyu,  
“Tetapi bukan semata - mata, misalnya apa ini dalam masa diklat itu satu - 
satunya dasar itu dari AKD, jadi bisa dari pengajuan dari OPD, kalo memang 
biasanya itu ada OPD yang membutuhkan terkait kediklatan yang memang 
dirasa penting untuk segera dilaksanakan biasanya pengajuan dari OPD bisa 
kita fasilitasi juga, terus atau misalkan dari hasil assessment dari pegawai 
yang dilakukan, nah itu kan ada gap kompetensi. Gap kompetensi itu baru 
dari hasil assessment itu kita tahu gap kompetensi secara umum. Dari gap ini 
apa yang akan kita lakukan terkait sama untuk mencukupinya. Nah itu salah 
satu dari hasil assessment pegawai. Terus juga dari kediklatan yang memang 
harus dilakukan terkait dengan jabatan dari pegawai, kalau ngomong 
struktural eselon II, III, IV, itu kan harus ada diklat yg memang harus 
dipenuhi, nah itu salah satunya. Terus dari kayak ngomong CPNS nah itu ada 
diklat yang harus dipenuhi misalkan latsar, nah itu juga seperti dasar kita. Jadi 
nggak semata - mata AKD, jadi rencana perencanaannya itu bisa dari AKD, 
bisa dari hasil gap kompetensi, bisa dari hasil syarat kediklatan yang memang 
harus dilakukan dalam suatu jabatan nggeh, terus juga dari pengajuan dari 
OPD. Dan sebenernya di tahun 2020 ini kita banyak banget mbak agenda 
yang mau dilaksanakan baik itu diklat teknis, diklatpim, ngirim diklat itu 
banyak. Tapi karena pandemi ini dan ada refocussing dana, jadi kita harus 
putar otak buat milah – milah dan banyak juga pengiriman diklat yang 
dibatalkan. Soalnya ini kan juga butuh perencanaan kayak pesertanya, 
instrukturnya, anggarannya, dan lain – lain gitu mbak”. (wawancara pada 







Gambar 4.7 Surat Panggilan Peserta Diklat Teknis KTI 
Sumber : Dokumentasi Penulis (2021) 
 
 
Gambar 4.8 Daftar nama Instruktur Diklat Teknis KTI 






Jumlah peserta dan instruktur yang dibutuhkan telah ditetapkan oleh BKD 
Kabupaten Sidoarjo bersama dengan OPD terkait. Siapa saja instruktur di 
Kabupaten Sidoarjo yang akan dipilih untuk dapat membimbing dan memandu 
selama pelaksanaan diklat dari awal hingga selesai juga telah direncanakan dan 
ditetapkan dengan berbagai pertimbangan dari Bidang Diklat. Untuk surat 
panggilan bagi peserta diklat teknis diberikan oleh BKD Kabupaten Sidoarjo 
kepada OPD terkait untuk dapat disampaikan kepada para peserta yang namanya 
telah tercantum dalam surat panggilan tersebut. Daftar nama peserta diklat teknis 
KTI telah terlampir pada lampiran 1. Berdasarkan hasil wawancara yang telah 
dilakukan oleh peneliti tersebut, dapat diketahui bahwa dalam penentuan kebutuhan 
diklat teknis KTI yang dilakukan oleh BKD Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan 
mendasarkan adanya AKD dari OPD terkait, dan juga masukan dari bidang mutasi. 
Dan diklat teknis KTI ini merupakan salah satu diklat yang dipilih untuk dapat 
dilaksanakan di masa pandemi melihat banyaknya diklat – diklat yang telah 
direncanakan mengalami banyak perubahan.  
Dalam perencanaan diklat teknis ini, BKD Kabupaten Sidoarjo juga tidak 
hanya mengacu pada AKD (Analisis Kebutuhan Diklat). Namun dalam 
menganalisis kebutuhan pelatihan tersebut, juga ada cara – cara lain yang dapat 
dilakukan yakni melalui hasil assessment pegawai. Dimana hasil assessment ini 
nantinya akan memunculkan adanya gap kompetensi dari pegawai. Dan cara 







2) Identifikasi Tujuan dan Kriteria Pelatihan 
Setelah kebutuhan akan pelatihan tersebut dianalisis dengan melalui berbagai 
cara yang dilakukan. Maka tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi tujuan dan 
kriteria pelatihan. Identifikasi tujuan sebelum dilaksanakannya diklat ini harus 
dilakukan dengan mempertimbangkan banyak hal dan dinyatakan secara jelas. 
Seperti pada diklat teknis di BKD Kabupaten Sidoarjo yang dilaksanakan dengan 
tujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai baik dalam hal pengetahuan, 
keahlian, sikap, dan perilaku dalam menjalankan tugasnya. Begitu banyak 
permintaan pelatihan dari setiap OPD yang diajukan kepada BKD Kabupaten 
Sidoarjo saat melakukan adanya Analisis Kebutuhan Diklat (AKD). Hal ini 
disampaikan oleh Bapak Wahyu, 
 “…nggak serta merta AKD itu kita laksanakan semua. Nah itu yang pertama 
itu juga lihat urgensi dulu nggeh, jadi skala prioritas lah istilahnya gitu”. 
(wawancara pada tanggal 30 Maret 2021) 
 
 
Gambar 4.9 Rencana Kerja BKD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 







Gambar 4.10 Rencana Kegiatan Diklat Bidang Diklat Tahun 2019, 2020, 2021 
Sumber : Diolah Penulis (2021) 
Pelatihan – pelatihan yang diterima dari masukan OPD mengenai diklat dalam 
mengembangkan kompetensi ini, tentu memiliki kepentingan tersendiri bagi setiap 
OPD yang mengajukan. Namun dalam mengidentifikasi tujuan atas berbagai 
pelatihan yang telah diajukan oleh setiap OPD tersebut, BKD Kabupaten Sidoarjo 
juga memiliki kewenangan untuk menetapkan adanya urgensitas pada setiap 
pelatihan yang akan dilaksanakan. Urgensitas ini perlu dilakukan untuk dapat 
mengetahui diklat mana yang harus dilakukan terlebih dahulu sesuai dengan 
kondisi yang terjadi. Hal ini juga penting untuk direncanakan agar dapat dengan 
segera diakomodir untuk diajukan pada rencana kerja dan program kegiatan bagi 
Bidang Diklat. Tujuan dari adanya pelatihan ada 3 macam menurut Mathis & 
Jackson (2009:312), yakni Pengetahuan, Keterampilan, dan Sikap. Berikut 
pendapat yang disampaikan oleh Bu Dinda, 
“Untuk pelaksanaan diklat ini kita usahakan seimbang antara sikap 
pengetahuan atau keterampilan. Jadi kita kan pengembangan kompetensi, jadi 
kalau seandainya tahun ini kita sudah melaksanakan pengembangan 
kompetensi terkait SCCD KTI itu kita besok tahun depan kan ngga semuanya 
tahun ini kegiatan itu harus terselesaikan karena kita terbentur anggaran 





besok kita laksanakan kegiatan kediklatan seperti untuk pranata komputer, 
kemarin kan untuk guru - guru menyusun karya tulis. Untuk di bulan 
berikutnya ini kita untuk pranata komputer, jadi kalo pranata komputer kan 
sekarang juga di butuhkan juga di masa pandemi ini. Apalagi yang diklat 
teknis KTI ini kan juga ada masukan dari bidang mutasi jadi kita nggak 
semata – mata memutuskannya sendiri, kalau ada masukan ya kita terima 
terus kita filter lagi dari bidang kita”. (wawancara pada tanggal 30 Maret 
2021) 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penentuan tujuan dan kriteria pada 
Diklat Teknis KTI ini dilakukan dengan mempertimbangkan adanya urgensi dan 
skala prioritas oleh BKD Kabupaten Sidoarjo sebagai penyelenggara. salah satunya 
adanya masukan dari bidang mutasi yang mengajukan pada bidang diklat untuk 
dengan segera melaksanakan diklat teknis KTI untuk para guru baru tahun 2018 
yang baru saja diangkat ini. Penentuan urgensi dan skala prioritas tersebut 
diperhatikan berdasarkan tujuan dari organisasi atau OPD yang mengajukan. 
Pentingnya memperhatikan urgensitas dalam melaksanakan pelatihan ini dapat 
meningkatkan kinerja pegawai bagi organisasi dan dapat menghasilkan hasil atas 
tujuan yang diinginkan menjadi lebih efektif dan efisien. 
3) Stakeholder yang terlibat 
Dalam melaksanakan suatu kegiatan tentu tidak terlepas dari peran stakeholder 
yang mendukungya. Pelaksanaan diklat teknis oleh BKD Kabupaten Sidoarjo tentu 
melibatkan beberapa pihak dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. 
Proses tersebut tidak mungkin hanya dilakukan oleh pihak BKD saja. Pihak – pihak 
yang terlibat ini tentu memiliki peran yang penting dalam perencanaan hingga 






“Pelaksanaan diklat ini ndak bisa lepas dari 3 unsur sebetulnya, 
penyelenggara yang mana BKD sendiri, instruktur/WI, dan OPD. Itu mesti 
tetep kudu harus berhubungan berkoordinasi terutama pada waktu sebelum 
pelaksanaan kediklatan”. (wawancara pada tanggal 30 Maret 2021) 
 
Setiap pihak memiliki tugas dan fungsinya masing – masing. Pelaksanaan 
diklat teknis tidak bisa terlepas dari peranan – peranan pihak tersebut. BKD sebagai 
penyelenggara, Instruktur sebagai penyusun materi dan pembimbing dalam 
pelaksanaan diklat kepada peserta, dan OPD sebagai pihak yang berkoordinasi 
dalam pengajuan diklat teknis. Instruktur sebagai penyusun materi dan pembimbing 
selama berjalannya diklat teknis harus merupakan seseorang yang berkompeten. 
Untuk instruktur pada diklat teknis, BKD Kabupaten Sidoarjo telah memiliki 
beberapa instruktur berkompeten yang tergabung didalamnya. Hal ini disampaikan 
oleh Bapak Wahyu, 
“Terkait sama instruktur tetap ada kriteria mbak. Terkait dengan program 
UTC sama SCCD ini instrukturnya itu kita upayakan menggunakan instruktur 
dari kita, dari PNS kabupaten sendiri. Yang tentunya mempunyai keahlian di 
bidang tugasnya, maksudnya itu misalkan terkait dengan pengadaan, kita 
ambil dari pegawai di bagian pengadaan untuk apa ini untuk menjadi 
instruktur di kegiatan itu”. (wawancara pada tanggal 30 Maret 2021) 
 
Penetapan instruktur pada BKD Kabupaten Sidoarjo tentu memiliki kriteria – 
kriteria tertentu yang harus dipenuhi. Instruktur yang berkompeten sangat 
dibutuhkan dalam penyusunan materi – materi yang tepat untuk diajarkan kepada 
para peserta diklat teknis. Berikut pendapat Bapak Wahyu dalam penetapan 
instruktur diklat teknis,  
“Jadi gini pada waktu pertama kita nyelenggarakan program UTC itu kita 
melaksanakan diklat instruktur. Diklat instruktur yang nantinya akan menjadi 
instruktur kegiatan kediklatan terutama terkait program UTC dan SCCD, dan 
dapat sertifikat. Kalau ngomong keahlian dalam mengajar, tentunya 
instruktur kita itu banyak yang jabatannya itu fungsional tertentu. Kalau 





dari pengawas di Dinas Pendidikan tentunya, nah nek ngomong pengawas ini 
tentunya guru - guru atau mungkin juga bukan guru nggeh, itu yang sudah 
dikatakan itu sudah senior sudah kalau ngomong kepangkatan itu sudah 4b, 
4c gitu. Tentunya kita juga dalam milih instruktur itu nggak semata – mata eh 
comot - comot gitu ya tanpa mengetahui latar belakng mungkin trek 
recordnya atau kayak gimana gitu”. (wawancara pada tanggal 30 Maret 2021) 
 
 
Gambar 4.11 Surat Panggilan Instruktur 
Sumber : Dokumentasi Penulis (2021) 
 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui 
bahwa penyusunan pelatihan dari mulai rancangan hingga evaluasi melibatkan 
beberapa pihak yakni BKD, Instruktur, dan OPD. Dalam pelaksanaannya ketiga 
pihak tersebut memiliki peranannya masing – masing. Pemilihan intruktur sebagai 
pembimbing dan penyusun materi dalam diklat teknis oleh BKD selaku 
penyelenggara diklat tentu tidak sembarangan. Instruktur yang berkompeten sangat 
diperlukan dalam pelaksanaan diklat teknis. Penyusunan materi yang harus sesuai 
dengan apa yang dibutuhkan oleh para peserta menjadi bagian yang paling penting 





ilmu yang bermanfaat. Dengan ketepatan ilmu yang disampaikan tersebut akan 
dapat membuat kompetensi yang dimiliki setiap peserta ini berkembang. 
4.2.1.2 Perancangan Pelatihan 
Perancangan pelatihan harus dilakukan untuk memenuhi setiap kebutuhan – 
kebutuhan akan pelatihan yang sudah dinilai dan akan dilaksanakan. Hal ini 
bertujuan agar pelatihan yang dilaksanakan dapat dimengerti oleh para peserta dan 
dapat tersampaikan dengan tepat. Diklat teknis dilakukan untuk mengembangkan 
kompetensi para pegawai dalam menunjang pekerjaannya. Untuk diklat teknis 
ditujukan kepada semua pegawai yang membutuhkan pengembangan kompetensi, 
dan tidak terukur pada jabatan. Dalam merancang diklat teknis ini terdapat 3 (tiga) 
pertimbangan yang dikemukakan oleh Mathis & Jackson (2009:313-319), 
diantaranya yakni : 
1) Menentukan Kesiapan Belajar 
Kesiapan pelajar yang dimaksud adalah bahwa setiap peserta yang mengikuti 
pelatihan harus mempunyai keterampilan – keterampilan dasar yang diperlukan 
untuk belajar sebelum dilaksanakannya pelatihan. Dalam mengukur sejauh mana 
pengetahuan dasar yang dimiliki oleh peserta pelatihan ini. BKD Kabupaten 
Sidoarjo melakukan adanya pre-test kepada setiap peserta yang dilakukan sebelum 
dilaksanakannya diklat teknis KTI. Hal ini disampaikan oleh Bapak Amri selaku 
Analis Diklat Sub Bidang Analisa dan Evaluasi Diklat ASN, 
“…jadi diawal diklat KTI ini kita ada pre-test, setelah diklat nanti ada post-
test. Pelaksanaan pre-test sama post-test ini lewat via google formulir” 







Gambar 4.12 Bentuk Form Pre-test peserta diklat teknis 
Sumber : Dokumentasi Peneliti (2021) 
 
Selain itu, mengenai pre-test ini juga dipertegas oleh Bapak Aris Setiawan 
selaku Instruktur di BKD Kabupaten Sidoarjo,  
“Pertama ini nanti ada pre-test mestinya, tetapi pre-test ini hanya untuk 
mengukur sejauh mana pemahaman peserta terhadap materi yang belum tahu, 
belum pernah dikuasai, dan dari pre-test itu tentunya ada hal – hal yang perlu 
dikembangkan disitu, maka kita tindak lanjuti kalo memang ada satu 
kesulitan disana grafiknya itu yang paling rendah maka muatan itu yang 
mendapatkan porsi yang lebih detail dan lebih banyak”. (wawancara pada 






   
 
Gambar 4.13 Para peserta diklat melakukan pengisian pre-test 
Sumber : Dokumentasi Peneliti (2021) 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa BKD Kabupaten 
Sidoarjo memiliki cara untuk mengukur kemampuan dan pengetahuan dasar para 
peserta diklat teknis atau guru – guru baru ini dengan cara melakukan pre-test. Pre-
test ini dilakukan dengan menyebarkan form melalui via google formulir kepada 
para peserta diklat yang telah masuk pada jadwal pelaksanaan pelatihan. Melalui 
pre-test ini hasil yang diperoleh dapat dijadikan sebagai tolok ukur untuk 
menetapkan kurikulum atau materi yang harus dipertegas bagi para instruktur 
kepada para peserta dalam penyampaiannya. 
2) Pemilihan Metode Pelatihan 
Menentukan metode pelatihan apa yang akan digunakan dalam pelaksanaan 
diklat teknis merupakan suatu hal yang harus diperhatikan. Hal tersebut harus 
diperhatikan dengan penuh pertimbangan agar semua peserta yang mengikuti 
pelatihan dapat dengan benar – benar mengembangkan kompetensinya. Pemilihan 





Dimana metode pelatihan tersebut memperhatikan adanya kesesuaian kebutuhan 
dan pengembangan diri dari peserta, bersifat interaktif, serta fleksibel. Setiap diklat 
yang diselenggarakan selalu diusahakan untuk dapat dilakukan dengan metode 
dalam kelas, yang dipimpin oleh instruktur selaku pemberi materi, dan diikuti oleh 
setiap peserta yang hadir.  Hal ini disampaikan oleh Bapak Wahyu, 
“Jadi gini terkait dengan model pelatihan, koyok ane yang ditanyakan tadi 
lebih bersifat klasikal dan non klasikal gitu ya. Pengembangan kompetensi 
itu modelnya ada 2 klasikal dan non klasikal. Non klasikal ini lebih banyak 
kita laksanakan terutama selama masa pandemi, sebelum pandemi itu 
pelaksanaan pengembangan kompetensi kita itu kita upayakan untuk klasikal, 
bertatap muka. Karena memang pada waktu itu belum ada peraturan terkait 
dengan misalkan “iki harus dilaksanakan dengan non klasikal” jadi modelnya 
kayak gitu, cuman karena memang terutama terasa banget terkait dengan apa 
ini kayak non klasikal ini terutama karna pandemi ini, terus juga dari LAN 
sendiri pun itu juga ada peraturan yang mengedepankan untuk pelaksanaan 
pelatihan itu melalui nonklasikal dari daring”. (wawancara pada tanggal 30 
Maret 2021)  
 
Di masa pandemi covid-19 yang membatasi ruang gerak manusia membuat 
BKD Kabupaten Sidoarjo dituntut untuk dapat menemukan solusi dalam 
melaksanakan pelatihan bagi para ASN dapat tetap berjalan. Ruang gerak yang 
terbatas, dihindarinya kontak fisik, serta berkerumun membuat pelaksanaan 
pelatihan ini terhambat. Dimana pada masa sebelum pandemi pelatihan dapat 
dilakukan dengan jumlah peserta yang banyak, saat ini harus dilakukan adanya 
pengurangan peserta dan sistem pelatihan yang berbeda. Berikut pendapat Bu 
Dinda,  
“Pelaksanaan pelatihan apalagi ini diklat teknis ya mbak, kalo dilaksanakan 
secara daring kalau menurut saya kurang optimal. Ada kegiatan 
pengembangan kompetensi ya diklat teknis KTI ini dengan target sasarannya 
guru yang saat ini sedang terlaksana itu dilaksanakan secara bertatap muka, 
nah tapi itu juga satu kelas itu kita batasin juga. Tentunya pelaksanaannya 
dengan tetap mematuhi protokol kesehatan gitu. Karena kita lewat daring, itu 





menyesuaikan kita panggil kesini baik instruktur maupun peserta untuk 
menyusun karya tulis itu soalnya.” (wawancara pada tanggal 8 Maret 2021) 
 
Pelatihan secara luring dipilih oleh BKD Kabupaten Sidoarjo dalam 
pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan apabila pelaksanaan pelatihan secara daring 
kurang dirasa memberikan efek yang optimal bagi peserta pelatihan. Tentunya 
dalam menetapkan model pelatihan secara luring tersebut, BKD Kabupaten 
Sidoarjo telah mendapat izin dari satgas covid-19 dengan berbagai ketentuan yang 
harus dipenuhi pada saat pelaksanaannya. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Dinda,  
“Pelaksanaan secara luring ini tentu sudah dengan pengajuan ke satgas covid 
ya, jadi ada beberapa hal yang harus kita patuhi kalo pelaksanaan secara 
luring dan tentunya sesuai dengan protokol kesehatan. Kita batesin untuk 
jamnya mungkin awal gitu, di jeda setengah jam setengah jam, jadi untuk 
kelas A mungkin datang lebih pagi jam 7 jadwalnya, kelas B itu setengah 8. 
Untuk istirahatnya juga tidak bersamaan agar tidak berkerumun. Jadi setelah 
pulang pun itu nggak bersama – sama. Jadi kita kelas A dipulangkan duluan 
gitu sama dihimbau untuk segera pulang untuk tidak berkerumun, 
biasanyakan masih ketemu temen - temennya, reuni temen latsar dulu. Itu 
nanti kita juga kerjasama sama penjaga didepan, kalo ada temen - temen yang 
berkerumun mungkin bisa diarahkan langsung meninggalkan BKD”. 
(wawancara pada tanggal 8 Maret 2021) 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui dalam menentukan 
model pelatihan teknis ini, BKD Kabupaten Sidoarjo juga memperhatikan 
kepentingan dari para peserta dan instruktur. Untuk mengurangi berbagai hal buruk 
yang akan terjadi, serta kurang dipahaminya materi yang disampaikan oleh 
instruktur ketika pelaksanaan pelatihan dilakukan secara daring, maka BKD 
Kabupaten Sidoarjo memutuskan untuk dapat melaksanakan diklat teknis secara 
luring.  Pemilihan metode diklat teknis secara luring oleh BKD Kabupaten Sidoarjo 





kompetensinya. Selain itu, para peserta dapat dengan jelas menerima materi – 
materi yang disampaikan oleh instruktur. 
3) Perencanaan Konten Pelatihan 
Perencanaan konten dalam perancangan pelatihan merupakan hal penting yang 
harus diperhatikan. Konten yang disampaikan harus sesuai dengan kompetensi 
yang dibutuhkan oleh para peserta. Konten pelatihan dan kompetensi yang 
dibutuhkan saling berkaitan erat satu sama lain. Hal ini dikarenakan apabila konten 
yang disampaikan kepada para peserta pelatihan tidak sesuai dengan kompetensi 
yang dibutuhkan, maka pelaksanaan pelatihan tersebut akan sia – sia dan tidak dapat 
meningkatkan kapasitas para pegawai. BKD Kabupaten Sidoarjo dalam 
menentukan isi konten pelatihan teknis melakukan adanya koordinasi dari berbagai 
aktor yang terlibat. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Wahyu,  
“nah ini kalau diklat yang kita laksanakan sendiri nggeh, biasanya kita itu 
ngundang OPD terkait untuk berembug dan juga dari instruktur yang sudah 
kita pilih tepat untuk pelaksanaan diklat teknis KTI ini. Kebetulan yang diklat 
teknis KTI ini kita ngambilnya dari instruktur – instruktur punya kita biasanya 
yang dari kabupaten Sidoarjo sendiri, dari pengawas – pengawas dinas 
pendidikan kayak gitu, sama yang sudah sangat berpengalaman dibidang KTI 
ini juga gitu mbak” (wawancara pada tanggal 30 Maret 2021) 
 
Senada dengan penyampaian pendapat Bapak Aris Setiawan selaku intruktur 
pada BKD Kabupaten Sidoarjo,  
“Jadi yang pertama karena instruktur posisinya adalah yang memberikan 
suatu materi, maka materi – materi atau muatan – muatan yang perlu atau 
yang dibutuhkan oleh peserta itu yang kita rancang. Mulai dari materinya 
nanti akan dibagi menjadi beberapa pertemuan, materi apa yang masuk di 
pertemuan ke satu, ke dua, ke tiga, keempat, sampai kelima, lalu nanti 







Dalam hal ini peranan instruktur tidak hanya sebagai perantara penyampaian 
materi, tetapi juga ikut andil dalam penyusunan perancangan pelatihan. Penyusunan 
isi konten ini juga memperhatikan adanya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh para 
peserta. Instruktur yang dipilih untuk menuntun jalannya pelatihan harus memiliki 
kesesuaian pengetahuan dengan bidang pelatihan yang dibutuhkan agar dapat 
memberikan solusi dan saran yang tepat bagi para peserta pelatihan. Hal ini 
disampikan oleh Bapak Edi Wuryanto, selaku intruktur pada BKD Kabupaten 
Sidoarjo, 
“Sebelum kegiatan memang ada pertemuan dari kami, berlima sebagai 
instruktur ada rapat koordinasi dengan tim dari BKD dalam rangka kebutuhan 
teman – teman guru kedepan terkait kebutuhan karya tulis ilmiah. Ini kan 
sebenarnya dahulu itu menjadi suatu kendala bagi teman – teman dalam 
rangka untuk kenaikan tingkat, maka diputuskan sesuai dengan analisis 
pengalaman sebelum – sebelumnya itu, teman – teman guru yang masih awal 
ini sudah kita kenalkan yang boleh dinyatakan belum terlalu tinggi yaitu 
penyusunan diktat. Sehingga kedepan harapan kita atas teman – teman ini 
sebenarnya tidak hanya menyusun diktat, karena KTI ini banyak sekali, ada 
penulisan artikel ilmiah, ada penulisan buku pelajaran, ada modul, ada 
penelitian PTK, ada penelitian buku pegangan guru, dan banyak sekali”. 
 
Berdasarkan hasil wawancara baik kepada Bapak Wahyu selaku pihak 
penyelenggara, dan dengan Bapak Aris dan Bapak Edi selaku intruktur, dapat 
dilihat bahwa dalam perancangan pelatihan ini tentu tidak terlepas dari peran – 
peran pihak tersebut, terutama dalam hal isi konten pelatihan. Penetapan isi konten 
pelatihan ini tentu didasarkan dengan kebutuhan yang diinginkan. Selain itu, dalam 
penetapannya semua diserahkan kepada pihak yang memiliki pengetahuan lebih 
dalam bidang yang dibutuhkan, seperti halnya instruktur yang menentukan apa saja 
isi materi yang tepat untuk disampaikan kepada para peserta pelatihan teknis agar 





sama oleh para instruktur – instruktur dengan susunan yang sama, agar terjadi 
keselarasan materi yang disampaikan antara kelas yang satu dengan yang lain. 
4.2.1.3 Penyampaian Pelatihan 
Penyampaian pelatihan merupakan tahap dimana rancangan atas metode 
pelatihan dan isi konten yang disesuaikan dengan analisis kebutuhan telah siap 
untuk dilaksanakan. Pada tahap penyampaian pelatihan ini terdiri dari jadwal 
pelatihan, pelaksanaan pelatihan, dan pemantauan pelatihan. Jadwal pelatihan 
dalam penetapannya sudah ditetapkan oleh pihak BKD Kabupaten Sidoarjo terlebih 
dahulu dan selanjutnya dikoordinasikan dengan aktor – aktor yang terlibat. Hal ini 
disampaikan oleh Bapak Wahyu,  
“…penjadwalan itu kita mulai di awal tahun. Awal tahun itu karena prosesnya 
kan sebelum masuk ke tahun tersebut itu kita sudah kita rencanakan hal apa 
yang kita laksanakan setaun kedepan. Nah dari perencanan itu tentunya kita 
sudah menetapkan jadwal dalam kegiatan pelatihan. Ini yang terutama jadwal 
pengembangan kompetensi yang kita laksanakan sendiri”. (wawancara pada 
tanggal 30 Maret 2021) 
 
Penjadwalan pelatihan diklat teknis yang merupakan salah satu pelatihan dalam 
mengembangkan kompetensi dari BKD Kabupaten Sidoarjo sendiri ini telah 
ditetapkan sebelumnya. Setiap tahun pelaksanaan diklat teknis ini sudah menjadi 
agenda wajib yang dilaksanakan sendiri oleh BKD Kabupaten Sidoarjo. Maksud 
dari diklat teknis yang dilaksanakan sendiri oleh BKD adalah diklat teknis yang 
dilaksanakan sendiri oleh BKD dengan menggunakan anggaran APBD 
sepenuhnya. Untuk penetapan jadwal pada diklat teknis yang dilaksanakan sendiri 
oleh BKD Kabupaten Sidoarjo ini hanya dapat dilakukan dengan mendasarkan pada 
Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan 





akan dilaksanakan pada tahun tersebut. Namun, hal ini berbeda dengan penetapan 
jadwal atas inovasi BKD Kabupaten Sidoarjo yakni UTC/SCCD. Untuk diklat 
teknis dengan program UTC/SCCD ini mengenai jadwal pelatihannya tidak bisa 
ditetapkan sebelumnya oleh BKD Kabupaten Sidoarjo. Hal ini disampaikan oleh 
Bapak Wahyu,  
“Kita sudah ada jadwal tentunya untuk diklat yang benar – benar kita 
laksanakan nggeh itu sudah ada. Seperti pelaksanaan diklat KTI kemarin itu 
sebelum – sebelumnya sudah ada penjadwalannya. Awalnya kita jadwalkan 
serentak mbak, tapi karena pandemi ini jadi kita bagi – bagi pesertanya. Dari 
jumlah peserta yang ada sekitar 200 berapa gitu. Itu kita pecah. Ini aja masih 
ada yang belum melaksanakan diklatnya dari guru – guru ini. Jadi kita harus 
merubah rencana awal yang semula serentak dan bisa selesai dalam kurun 
waktu beberapa minggu, ini sekarang jadi bisa menghabiskan waktu berbulan 
– bulan dari akhir tahun 2020 sampai 2021 ini.”. (wawancara pada tanggal 30 
Maret 2021) 
 
Untuk penjadwalan pada diklat teknis KTI yang berlangsung ini, tidak hanya 
direncanakan oleh BKD Kabupaten Sidoarjo khususnya bidang Diklat. Namun juga 
berembug dengan instruktur sebagai pembimbing di lapangan. Hal ini dikemukakan 
oleh Bapak Sudarmadji selaku instruktur diklat teknis KTI,  
“jadi kami tidak hanya sebagai penentu dan menetapkan materi yang akan 
didiklatkan. Tapi kita tim ini juga menentukan jadwalnya, gimana agar nanti 
jadwalnya tidak berbenturan dari kita berlima sebagai pengajar. Sehingga 
dimusyawarahkan sekalian pada saat perencanaan. Jadi jadwal, susunan 
silabusnya, pertemuan ke-1 apa ke-2 apa dan seterusnya, terus time 







Gambar 4.14 Jadwal Pembelajaran Diklat Teknis 
Sumber : Dokumentasi Peneliti (2021) 
 
Berdasarkan hasil wawancara mengenai penjadwalan pelatihan, dapat 
diketahui bahwa penjadwalan diklat teknis KTI ditetapkan berdasarkan Analisis 
Kebutuhan Diklat (AKD) yang telah diajukan oleh beberapa OPD. Dalam 
penentuan jadwal pelatihan ini disusun oleh BKD Kabupaten Sidoarjo sebagai 
penyelenggara, serta instruktur dan peserta. Diklat teknis yang dapat ditentukan 
jadwalnya oleh BKD Kabupaten Sidoarjo merupakan diklat teknis yang dalam 
pelaksanaannya dibiayai oleh APBD sepenuhnya. BKD Kabupaten Sidoarjo yang 
memiliki inovasi untuk diklat teknis yakni program SCCD/UTC. Dimana inovasi 
program tersebut memberikan kemudahan bagi setiap rumpun jabatan untuk dapat 
dengan mudah mengajukan usulan diklat sesuai dengan kebutuhannya. Inovasi 
program SCCD/UTC ini yang menjadi berbeda dengan usulan diklat teknis lainnya 
adalah karena dapat diajukan sewaktu – waktu oleh rumpun jabatan yang 





dijadwalkan untuk pelaksanaan diklatnya. Namun dalam penentuan jadwal tersebut 
bidang Diklat juga melibatkan instruktur sebagai pembimbing di lapangan 
nantinya, untuk menetapkan jadwal pelaksanaan diklat teknis agar sesuai dan tidak 
berbenturan terutama di masa pandemi covid-19. 
Selanjutnya adalah pelaksanaan pelatihan, yang menjadi tahapan yang 
dinantikan. Metode yang telah ditetapkan serta konten yang telah disusun akan 
dipraktekkan. Pada tahap ini menentukan apakah semua yang telah disusun dan 
ditetapkan sesuai dengan rencana. Pelaksanaan diklat teknis sering dilakukan 
dengan cara internal yakni belajar didalam kelas dengan dibimbing oleh instruktur. 
Untuk pelatihan secara eksternal biasanya dilakukan pada diklat – diklat wajib 
seperti latsar CPNS, diklatpim, dan diklat fungsional. Dalam pelaksanaan diklat 
teknis ini sebelumnya selalu diadakan dengan model klasikal. Hal ini disampaikan 
langsung oleh Bapak Wahyu,  
“Sebelum masa covid, kami lebih banyak ke klasikalnya karena pada waktu 
itu terutama nggak ada yang pengekangan untuk dilakukan daring. Kenapa 
sih pada waktu itu kok sering klasikal? Karena menurut saya, yo nggak saya 
sih semuanya termasuk di BPSDM Provinsi itu klasikal semua, maksudnya 
mungkin dengan klasikal itu nanti lebih mengena ke peserta. jadi akhirnya 
diklat KTI ini kita usahakan banget bisa kita laksanakan dengan klasikal atau 
luring, dimana dari pesertanya sudah kita kurangi, instruksi terkait 
pelaksanaannya juga harus mematuhi protocol kesehatan dan penataan 
tempat duduk juga sudah berjarak”. (wawancara pada tanggal 30 Maret 2021) 
 
Pendapat lain juga disampikan oleh Ibu Dinda, 
“Kemarin itu kita melaksanakan diklat kepemimpinan di tahun lalu sempat 
terjeda karena adanya covid ini. Jadi diklatpim sudah berjalan setengah jalan, 
tiba – tiba covid ini langsung sementara dihentikan. Terus akhirnya 
dilanjutkan dengan melalui daring. Dan itu saya rasa kurang optimal kalau 
dilakukan lewat daring. Akhirnya sebelum diklat teknis SCCD KTI ini 
dilaksanakan kita mengajukan ke satgas covid dulu apakah kita bisa 
melaksanakan diklat ini dengan tetap bertatap muka. Terus akhirnya dapat 





tapi tetap dengan menerapkan protokol kesehatan”. (wawancara pada tanggal 
8 Maret 2021) 
 
Di masa pandemi ini terdapat banyak perubahan yang terjadi. Ruang gerak 
yang dibatasi, social distancing, serta tidak melakukan kontak fisik gencar untuk 
diterapkan. Banyak kegiatan yang biasanya dilakukan dengan cara bertatap muka 
saat ini harus dilakukan secara daring, pelaksanaan diklat ini salah satunya. Diklat 
yang biasanya dilakukan dengan tatap muka dan berkelompok harus mengalami 
perubahan pula menjadi daring. Pelaksanaan pelatihan secara daring sering 
dianggap kurang efektif dalam melakukan pengembangan kompetensi. Terkadang 
terjadi beberapa kendala yang dapat dialami oleh beberapa pihak yang terlibat 
sehingga pelaksanaan diklat menjadi kurang efektif. Namun, BKD Kabupaten 
Sidoarjo tetap berusaha untuk dapat melaksanakan diklat dengan bertatap muka atas 
izin dari satgas covid dan menerapkan protokol kesehatan. Hal ini juga disampaikan 
oleh Ibu Dinda, 
“karena adanya pandemi ini, pelaksanaan diklat KTI yang saat ini sedang 
terlaksana biasanya bisa menampung 80 peserta, itu sekarang kita hanya 
50%nya dan kita bagi - bagi juga, jadi ada 3 gelombang itu kita laksanakan 1 
harinya itu mulai jam 8 sampai sekitar jam 2 siang. 3 gelombang itu kita bagi 
jadi 5 kelas, jadi nanti 1 kelasnya 10 orang – 12 orang itu 1 instruktur, tentu 








Gambar 4.15 Kondisi Pelaksanaan Diklat Teknis di Masa Pandemi Covid-19 
Sumber : Dokumentasi Peneliti (2021) 
 
Selama pelaksanaan pelatihan berlangsung, tentu tidak terlepas dari adanya 
pemantauan dalam pelaksanaan pelatihan tersebut. Pemantauan pelaksanaan 
pelatihan ini dilakukan oleh panitia dari BKD Kabupaten Sidoarjo yang bertugas. 
Panitia yang bertugas dalam pelaksanaan diklat ini adalah pegawai dari bidang 
diklat. Hal ini disampaikan oleh Bapak Amri, 
“Kita kan istilahnya kita panitia ya. Jadi monitoring itu kita yang 
melaksanakan mbak. Intinya monitoring itu kita mempersiapkan 
perlengkapannya, terus mempersiapkan kelasnya, terus menyiapkan daftar 
hadir peserta, intinya kita memastikan bahwa pembelajaran itu berjalan”. 






Dimasa pandemi covid-19, pemantauan pelatihan ini dilakukan semata – mata 
tidak hanya untuk memantau jalannya pelatihan ini berjalan sesuai dengan standar 
yang telah ditetapkan, tetapi juga untuk memantau apakah selama pelaksanaan 
pelatihan ini protokol kesehatan terus diterapkan. Selain itu, pemantauan ini juga 
dilakukan untuk memantau apakah sarana prasarana yang digunakan semuanya 
berfungsi dengan baik atau terdapat fasilitas yang kurang memadai sehingga dapat 
dilakukan upaya penanggulangan dengan segera. 
4.2.1.4 Evaluasi 
Setelah pelatihan dilaksanakan, maka tahap selanjutnya adalah evaluasi atau 
penilaian terhadap pelatihan yang telah dilaksanakan tersebut. Evaluasi ini 
dilakukan untuk mengukur dan melihat seberapa baik hasil dari pelaksanaan 
pelatihan. Pada evaluasi diklat teknis KTI, penilaian dilakukan oleh instruktur, dan 
BKD sebagai penyelenggara. Dalam melakukan penilaian terhadap para peserta ini, 
untuk instruktur akan lebih menilai dalam keseharian kegiatan peserta selama 
pelatihan. Penilaian keseharian tersebut dilakukan dengan berbagai kriteria yang 
telah disusun bersama – sama oleh para instruktur. Hal ini disampaikan oleh Bapak 
Aris selaku intruktur,  
“Ada penilaian proses, proses itu dilihat dari keaktifan peserta, kepahaman 
peserta karena di sccd ini berbasis kepahaman. Setelah itu ada post-tes yang 
dilihat dari sisi kognitifnya pengetahuannya, untuk keterampilannya sudah di 
presentasinya, untuk afektifnya itu di prosesnya. Jadi untuk sccd ini penilaian 
yang kita ambil itu baik dari segi afektif, kognitif, dan psikomotor, dari 
kepribadiannya, pengetahuannya, dan keterampilannya seperti itu”. 








Pendapat serupa juga disampaikan oleh Bapak M. Samsul Hidayat selaku 
intruktur pelaksanaan diklat, 
“Penilaian itu sudah ada pedoman yang melihat dari keaktifan dari 
nyambungnya, bisa menyampaikan itu, dan ini saya amati. Tapi nilainya lebih 
bagus berbasis proses, dan hasil juga. Tapi tetep saya mengandalkan proses 
itu bagian terpenting dari suatu hasil, karena proses yang baik pasti tidak 
menyelingkuhi hasil. Nah ini ada juga terutama keaktifan, bisa memberikan 
informasi kepada temannya, bisa berhubungan timbal balik, seperti itu. Jadi 
itu untuk penilaian ada semacam rubriknya, dari hasil observasi langsung 
kemudian juga nanti diakhir dipadukan dengan hasil produk. Kemampuan 
nanti tampak pada presentasi, produk tampak pada hasil. Jadi nanti 
memadukan 3 hal, yakni proses, produk, dan kemampuan”. (wawancara pada 
tanggal 8 Maret 2021) 
 
Penilaian yang diberikan oleh intruktur lebih kepada penilaian sehari – hari 
oleh peserta. Penilaian yang meliputi proses, produk, kemampuan, serta sikap 
diberikan oleh instruktur selaku pembimbing dalam kelas. Penilaian ini dilakukan 
setiap hari oleh instruktur dan diakhir pertemuan pada saat pemaparan. Instruktur 
memberikan penilaian secara objektif dengan melihat keadaan para peserta setiap 
harinya. Dalam mengukur reaksi para peserta selama pelatihan dilakukan pada saat 
peserta melakukan pemaparan terhadap hasil diktat yang telah disusun. Dimana 
nantinya dapat dilihat seberapa paham dan mengerti para peserta atas diktat yang 
telah disusun, serta seberapa besar manfaat yang diperoleh peserta selama diklat 
berlangsung. Hal ini disampaikan oleh Ibu Linda Sepdianti selaku peserta diklat 
teknis KTI, 
“Dulu kan sudah saya juga pernah bikin skripsi, atau makalah gitu. Nah 
awalnya saya kira sama kayak nyusun gitu. Tapi ternyata kalo disini kan ndak 
bikin kayak skripsi jadi beda kan, dari apa yang saya bayangkan sebelumnya. 
Jadi bikinnya diktat dan disesuaikan dengan apa kebutuhan kondisi di 
sekolah. Apalagi diklat ini penting juga buat seperti saya guru muda, mungkin 
guru - guru yang tua di sekolah saya ini juga masih rancu, apa itu diktat apa 
itu KTI. Dan diklat ini memberi manfaat banget dimana dari hari pertama kita 





apalagi terutama kan bagi guru ya. Itu kan kita harus mengajarkan yang benar. 
Seperti awalan di- itu di spasi atau nggak, jadi kemarin itu juga baru kebuka 
semuanya oh ini salah benernya gini. Terus selain itu, saya sama temen – 
temen juga dapat wawasan lebih karena pada waktu proses pembuatan itu 
banyak tanya ke instruktur dan sharing dengan teman – teman. Terus pas 
waktu pemaparan kita juga bisa ngasih masukan dan baiknya juga gimana”. 
(wawancara pada tanggal 10 Maret 2021) 
 
Pendapat lain juga disampaikan oleh Ibu Titin Yunita selaku peserta diklat 
teknis KTI, 
“Saya rasa dari diklat yang dilaksanakan ini menurut saya memang cukup 
menunjang bagi kita tenaga pendidik, terutama untuk memberikan 
pembelajaran bagi peserta didik di rumah saat masa pandemi gini. Dan 
adanya diklat ini bagi saya sangat menambah wawasan saya pribadi karena 
dibimbing sama pemateri yang begitu super menurut saya, karena dari bapak 
pengawas juga dari jajaran dinas pendidikan, jadi kayak ada chemistry. Kita 
kalo berbicara dengan sesama pendidikan jadi kayak udah sejalan gitu. Terus 
cara - cara penulisan struktur, dan penggunaan kata, kalimat. Jadi kita disini 
didetailkan istilahnya dipetani gitu, jadi nanti bisa mnerapkan penulisan yang 
baku itu juga akan menambah kompetensi kita sebagai guru. Apalagi untuk 
mengajarkan peserta didik gini kan harus paham dulu diri sendiri, kalo diri 
sendiri belum tahu kita nggak bisa meng-share atau mentransfer ilmunya. 
Jadi kita sudah ini diperinci bgaimana seharusnya menyusun diktat dengan 
baik ini. Dan waktu nyusun diktat ini, dulu kan saya pernah membuat video 
pembelajaran ya itu judul diktat saya yang ini saya samakan materinya 
dengan video pembelajaran saya. Jadi nanti arahnya saya menyampaikan teks 
diktat ini kepada siswa dibarengi dengan video pembelajaran yang sudah saya 
buat sebelumnya. Jadi ada buku dan ada video biar siswa akan lebih jelas 
memahaminya, nanti orang tua juga bisa membantu dan memantau. Sama kita 
juga diajarin public speaking waktu presentasi, biasanya kan kalo 
menjelaskan di murid ini biasa aja ya, tapi kalo ini kan kita presentasi atau 
menjelaskan didepan teman – teman yang sebidang juga jadi banyak masukan 
– masukan dari mereka teman – teman dan instruktur”. (wawancara pada 
tanggal 10 Maret 2021) 
 
Begitu banyak manfaat yang diperoleh oleh peserta serta pemahaman – 
pemahaman baru yang dibenarkan setelah diklat teknis KTI ini dilaksanakan. 
Manfaat yang ada tidak hanya dalam hal pengetahuan, namun secara keterampilan 
dan kemampuan peserta juga merasakan adanya manfaat atas diklat ini. Hasil dari 





dalam memberikan pelajaran kepada murid – muridnya. Hal ini dikarenakan dalam 
penyusunan diktat ini telah disesuaikan dengan kurikulum dan silabus yang telah 
ditetapkan.  
Kemudian dalam hal penilaian, selain dilakukan oleh instruktur, para peserta 
nantinya diakhir pertemuan akan melakukan adanya post-test. Tujuan dari post-test 
ini adalah untuk membandingkan pembelajaran dan kemampuan yang didapatkan 
oleh para peserta pelatihan sebelum dilaksanakannya pelatihan yang diukur dengan 
pengisian pre-test, dengan sesudah dilaksanakannya pelatihan. Dengan adanya pre-
test dan post test, nantinya akan memberikan hasil dari para peserta diklat dan 
kemudian hasil tersebut akan dibandingkan. Post-test ini juga menjadi salah satu 
indikator penilaian bagi peserta. Pada penilaian pelatihan melalui post-test 
dilakukan oleh BKD selaku penyelenggara diklat. Hal ini disampaikan oleh Bapak 
Wahyu, 
“Penilaian terkait diklat teknis, itu setiap pembelajaran pertemuan itu tiap hari 
ada penilaiannya. Khususnya dari instruktur, itu penilaian terkait dengan apa 
ini mungkin terkait dengan akademik pada waktu pembelajaran itu. 
Semuanya kita serahkan ke instruktur dari awal sampai akhir. Itu dari 
instruktur semua. Terus apakah dari penyelenggara ini nggak melakukan 
penilaian? Kita melakukan penilaian setelah pasca pelatihan, apakah 
kediklatan yang kita laksanaan ini ada dampaknya, untuk OPD peserta nggeh, 
apakah ada perubahan pengetahuan ataau gimana gitu ya. Itu ada 
penilaiannya. Penilaiannya itu kita turun lapangan kita minta penilaian dari 
atasan langsung peserta kediklatan. Jadi yang menilai ini atasannya. Dan 
penilaian ini dilakukan setiap tahun pada akhir tahun. Kenapasi kok pada 
akhir tahun, karena pelaksanaan kediklatan kan kita ngomong setahun gitu 
nggeh, makanya itu kita jadwalkan monitoring hasil diklat itu kita jadwalkan 








Gambar 4.15 Hasil Akhir Nilai Peserta Diklat Teknis 
Sumber : Dokumentasi Peneliti (2021) 
 
Selain penilaian atas post-test, BKD khususnya Bidang Diklat juga melakukan 
penilaian lain dengan cara mendatangi setiap OPD peserta diklat diakhir tahun. Hal 
ini dilakukan lebih kepada bagaimana representasi para peserta diklat atau yang 
disebut alumni diklat setelah mengikuti pelatihan dalam melaksanakan 
pekerjaannya. Apakah ilmu – ilmu yang diperoleh selama pelatihan tersebut 
berdaya guna dan berpengaruh pada pekerjaannya. Penilaian ini diserahkan kepada 
para pimpinan setiap peserta diklat. Tujuannya untuk mengetahui hasil – hasil dari 
pelaksanaan diklat teknis yang telah diberikan ini apakah memberikan hasil – hasil 
yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan kemudian hasil – hasil 





Indikator penilaian yang diberikan kepada setiap pimpinan alumni diklat ini telah 
ditentukan oleh BKD. Hal ini disampaikan oleh Bapak Wahyu, 
“…nanti ada form yang diberikan kepada setiap pimpinan dari kita 
maksudnya dengan item - item yang memang bisa mengukur terkait dengan 
kualitas atau pemanfaatan dari masing - masing peserta tetapi penilaiaan dari 
atasan langsung. Kriterianya itu secara garis besar, itu apakah hasil dari 
pelaksanaan diklat itu berdaya guna, maksudnya berdaya guna itu ada 
manfaatnya untuk OPD. Intinya itu secara garis besarnya. Kediklatan ini 
tujuannya kan meningkatkan kompetensi dari pegawai sendiri, dan juga 
meningkatkan kegunaan maksudnya itu ada guna ada manfaat yang bisa 
diberikan ke OPD dari pelaksanaan diklat yang dilaksanakan”. (wawancara 




Gambar 4.16 Form Evaluasi Diklat Teknis 
Sumber : Dokumentasi Peneliti (2021) 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa dalam 
pemberian penilaian kepada peserta ini dilakukan oleh instruktur dan BKD 
Kabupaten Sidoarjo. Untuk instruktur penilaian yang diberikan lebih kepada 





diperoleh selama pelatihan. Penilaian yang diberikan oleh instruktur ini nantinya 
akan menjadi nilai yang akan diperoleh oleh setiap peserta pelatihan dan tercantum 
dalam sertifikat para peserta. Untuk BKD Kabupaten Sidoarjo, penilaian yang 
dilakukan adalah dengan melakukan post-test yang juga sebagai salah satu indikator 
hasil penilaian bagi peserta, dan juga mengunjungi setiap pimpinan dari para 
peserta diklat untuk diketahui bagaimana hasil kerja peserta tersebut pada akhir 
tahun setelah dilaksanakannya diklat. Tujuan dari penilaian yang diperoleh dari 
pimpinan para peserta pelatihan ini adalah untuk dijadikan sebagai monitoring dan 
evaluasi setiap tahunnya bagi Bidang Diklat Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan 
kegiatan diklat teknis selanjutnya. 
4.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pendidikan dan Pelatihan Teknis 
dalam Mengembangkan Kompetensi PNS Daerah bagi Guru Baru 
Tingkat Sekolah Dasar di Masa Pandemi Covid-19 
4.2.2.1 Faktor Pendukung 
1) Adanya Peraturan 
Peraturan sebagai landasan hukum mendukung BKD sebagai lembaga dalam 
pelaksanaan manajemen kepegawaian di tingkat daerah untuk melaksanakan 
kegiatan diklat yang merupakan salah satu tupoksinya guna mengembangkan 
kompetensi aparatur sipil Negara di daerahnya. Hal ini didasari dengan adanya 
Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada pasal 
21 yang mengemukakan bahwa pengembangan kompetensi merupakan suatu hak 
yang harus dipenuhi bagi setiap aparatur sipil negara. Salah satu cara dalam 





dan pelatihan (diklat). Pendidikan dan pelatihan ini diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan 
Pegawai Negeri Sipil. Peraturan pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan 
pengetahuan, keahlian, keterampilan, serta sikap dalam melaksanakan tugasnya 
secara professional sesuai dengan kebutuhan instansinya.  
Untuk diklat teknis dalam penyelenggaraannya tercantum dalam Peraturan 
Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 tahun 2011 tentang Pedoman 
Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis. Dalam 
mengembangkan kompetensi bagi aparatur sipil negara melalui Pendidikan dan 
Pelatihan ini juga didukung oleh pemerintah daerah kabupaten setempat, yang 
diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pengembangan 
Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten 
Sidoarjo. Peraturan – peraturan tersebut menjadi faktor pendukung dalam 
terlaksananya diklat teknis yang harus dilakukan oleh setiap instansi pemerintah 
dengan tujuan untuk mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan oleh setiap 
aparatur sipil negara. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Amri,  
“Peraturan jelas mendukung mbak, karena dasar dari pelaksanaan diklat – 
diklat kita ya dari peraturan – peraturan itu”. (wawancara pada tanggal 21 Mei 
2021) 
 
2) Kerjasama Tim 
Banyaknya pihak yang terlibat dalam pelaksanaan diklat ini tentu memiliki 
pengaruh dalam perjalanannya. Keserasian dan keharmonisan antar pihak harus 





Selain itu, komunikasi dan kepercayaan antar pihak menjadi kunci utama dalam 
kerjasama tim. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Amri, 
“Kalau untuk faktor pendukung kita lebih ke internal, kita lebih kompak. Jadi 
menurutku ya kerja sama tim yang kompak sehingga bisa terlaksana dengan 
maksimal. Jadi pendukungnya ya lebih ke kerja sama tim yang insyaAllah 
kita kompak, makanya bisa berjalan dengan baik juga. Kita juga punya orang 
- orang dan lingkungan yang insyaAllah paham lah IT meskipun nggak IT 
yang profesional, cuman IT secara umum lah untuk melaksanakan via zoom 
via internet itu masih bisa mendukunglah untuk pelaksanaan diklat. Jadi SDM 
kita insyaAllah mumpuni bisa untuk melaksankan diklat dengan model yang 
seperti model daring”. (wawancara pada tanggal 21 Mei 2021) 
 
Kekompakan antar tim membantu berjalannya kegiatan dapat berjalan dengan 
baik. Kerjasama yang baik ini tidak hanya terjadi pada antar bidang atau lingkungan 
internal BKD. Namun juga dengan pihak – pihak lain seperti OPD dan instruktur 
yang terlibat. Saling berkomunikasi antar pihak guna bertujuan untuk menghindari 
adanya kesalahan, dan merupakan pendukung dari suksesnya kegiatan. 
3) Sarana Prasarana 
Dalam menunjang berjalannya kegiatan diklat maka sarana prasarana yang 
dimiliki harus memadai. Fasilitas yang lengkap akan memberi kemudahan dan 
kenyamanan bagi pihak – pihak yang ada baik BKD, instruktur, OPD, bahkan 
peserta. Dalam hal sarana prasarana ini tentu menjadi tanggung jawab BKD sebagai 
penyelenggara. Semua fasilitas dan kelengkapan yang dibutuhkan dalam 
pelaksanaan diklat semuanya akan diakomodir dengan baik oleh BKD. Seperti yang 
disampaikan oleh Bapak Amri, 
“Sarpras dari BKD ini menurut saya sudah bisa dibilang baik lah untuk 
pelaksanaan diklat tatap muka waktu pandemi gitu. Terus gini mbak, dulu 
waktu SCCD itu kan ada 3 gelombang ya. Gelombang pertama itu 
pembukaannya di masing - masing kelas jadi kan 5 kelompok masing - 
masing kelas pake zoom, jadi upacaranya di aula tapi masing - masing peserta 





dari pihak instruktur merasa kurang kena ceremonialnya, jadi ya akhirnya 
gelombang kedua ketiga gabung jadi 1 semua di aula tapi tetap jaga jarak. 
Setelah pembelajaran kembali masing - masing di kelas”. (wawancara pada 
tanggal 21 Mei 2021) 
 
Pendapat mengenai sarana prasarana yang disiapkan oleh BKD Kabupaten 
Sidoarjo sebagai pendukung pelaksanaan diklat ini juga disampikan oleh Bapak 
Venta Budi Kriswanto selaku peserta pelatihan, 
“Dari sisi panitia dari sisi segala hal sudah bisa berjalan dengan baik, 
dipersiapkan dengan mateng sehingga hal – hal yang mungkin bisa 
menimbulkan dampak negatif bisa diantisipasi. Misalkan aja fasilitas yang 
disiapkan seperti tempat cuci tangan yang banyak, persediaan air, 
handsanitizer, terus jaga jarak itu kita semua disini sebagai peserta merasa 
nyaman dan aman karena sudah dipersiapkan secara matang soal fasilitas – 
fasilitasnya oleh panitia yang ada yakni BKD”. (wawancara pada tanggal 10 
Maret 2021) 
 
Hal ini sejalan dengan Ibu Linda Sepdianti selaku peserta diklat teknis KTI, 
“BKD disini terutama panitianya itu sudah baik soal sarana prasarananya. 
Toiletnya baik bersih karna kalo saya itu terutama dibagian toiletnya, 
makanan datangnya juga tepat waktu, nah pandemi gini juga disediain tempat 
cuci tangan juga, handsanitizer, lengkap kok, dan pasti nyaman juga selama 
diklatnya ini berlangsung”. (wawancara pada tanggal 10 Maret 2021) 
 
Terkait faktor pendukung atas sarana prasarana pada BKD, semua fasilitas 
penunjang kegiatan diklat sudah terlengkapi. Terutama di masa pandemi covid-19 
ini yang dimana sarana prasarana yang diberikan harus lebih memadai. Mulai dari 
ruang kelas untuk pelaksanaan kegiatan diklat, aula yang besar untuk melakukan 
pembukaan diawal kegiatan dengan tetap menjaga jarak, meja dan kursi yang layak 
untuk digunakan, proyektor sebagai media perantara dalam penyampaian materi 
dari instruktur kepada peserta, tempat cuci tangan untuk peserta yang ada di setiap 





membuat setiap peserta dan instruktur merasa nyaman dan aman dalam 
melaksanakan kegiatan diklat sekalipun dengan model tatap muka. 
4.2.2.2 Faktor Penghambat 
1) Keterbatasan Anggaran 
Diklat teknis yang diselenggarakan oleh BKD tentu dalam hal anggaran 
sepenuhnya akan diakomodir oleh APBD. Untuk tahun – tahun sebelum adanya 
masa pandemi ini, kegiatan diklat teknis masih banyak dilaksanakan dengan 
anggaran penuh dari APBD. Namun, tidak dipungkiri baik pada tahun – tahun 
sebelumnya hingga saat masa pandemi covid-19 ini, anggaran masih menjadi faktor 
penghambat atas terlaksananya kegiatan diklat. Di masa pandemi covid-19 
pelaksanaan diklat khususnya diklat teknis yang diakomodir oleh APBD sangat 
terbatas. Hal ini disampaikan oleh Ibu Dinda,  
“Sebenarnya kita juga punya banyak rencana - rencana, cuman ya itu 
anggaran. Karena anggaran kemarin banyak yang di refocussing dan dibatasin 
buat covid. Jadi kita melaksanakan kebanyakan diklat yang wajib dilaksankan 
dulu… Tapi tergantung nanti ini kan masih ada beberapa anggaran yang kita 
PAK kan, cuman  disetujuinya apa ndak itu, kalau memang disetujui untuk 
PAK itu bisa kita laksanakan. Karena ya itu ndak bisa maksimal dek itu tadi 
karena anggaran kita batesin”. (wawancara pada tanggal 8 Maret 2021) 
 
Di masa pandemi covid-19, begitu banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. 
Dari mulai pengobatan terhadap pasien yang terkena covid-19, hingga bantuan – 
bantuan yang harus diberikan kepada masyarakat sebagai dampak dari adanya 
covid-19 ini. Dana – dana yang digunakan untuk memberikan bantuan dan 
memenuhi kebutuhan tersebut tidak hanya diperoleh dari APBN, namun juga 
diperoleh dari adanya ketetapan untuk refocussing dari anggaran setiap OPD – OPD 





teknis oleh BKD menjadi terbatas. Pada tahun 2020 dan 2021 pelaksanaan diklat 
teknis yang dapat terlaksana adalah diklat SCCD KTI. Seluruh diklat yang telah 
direncanakan harus dibatalkan karena adanya refocussing dana. Hal ini 
disampaikan oleh Bapak Amri,  
“Dulu sebelum pandemi sekitar ada SCCD kepribadian yang kita 
selenggarakan ya, kepribadian kepsek, SCCD teknis presentasi, teknik MC, 
teknik komputer, sama yang ada usulan - usulan dari komunitas, cuman 
setelah pandemi ini ya ini contoh 2020 sama 2021 ini kita cuman 
nyelenggarakan KTI tok”. (wawancara pada tanggal 21 Mei 2021) 
 
4.3 Analisis dan Interpretasi 
4.3.1 Pendidikan dan Pelatihan Teknis dalam Mengembangkan Kompetensi 
PNS Daerah Bagi Guru Baru Tingkat Sekolah Dasar di Masa Pandemi 
Covid-19 
Pendidikan dan pelatihan atau yang sering dikenal dengan diklat merupakan 
kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kompetensi 
sumber daya aparatur. Pengembangan kompetensi bagi sumber daya aparatur ini 
merupakan hak yang patut diperoleh dan didapatkan bagi setiap pegawai. Dengan 
berkembangnya kompetensi para pegawai maka kinerja organisasi nantinya dapat 
tercapai secara efektif dan efisien. kegiatan pengembangan kompetensi melalui 
diklat ini merupakan salah satu bagian dari manajemen sumber daya manusia. Hal 
ini sesuai dengan salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia yang 
dikemukakan oleh Sedarmayanti (2019:16) yakni bahwa salah satu fungsi dari 
dilakukannya manajemen sumber daya manusia adalah dengan pengembangan 
SDM yang dilakukan melalui adanya pendidikan dan pelatihan. Ini sesuai dengan 





bertujuan untuk mengembangkan kompetensi setiap sumber daya aparatur di 
wilayahnya guna menunjang keberhasilan pekerjaan serta pencapaian kinerja 
secara efektif dan efisien 
4.3.1.1 Penilaian Pelatihan 
1) Analisis Kebutuhan Pelatihan 
Penentuan akan penilaian kebutuhan merupakan tahap pertama dalam 
perencanaan pelatihan. Setiap pelatihan tentu membutuhkan perencanaan agar 
dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan. Tahap pertama sebelum perencanaan 
kegiatan adalah dengan melakukan analisis kebutuhan. Dalam Peraturan Bupati 
Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri 
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ditunjukkan dalam pasal 4 
bahwa dalam melakukan pengembangan kompetensi harus didasarkan pada analisa 
kebutuhan diklat dan analisa pengembangan diri PNS. Terdapat beberapa macam 
jenis dalam melakukan analisis kebutuhan menurut Mathis & Jackson (2009:309-
311) yakni analisis organisasi, analisis pekerjaan/tugas, serta analisis individual.  
Analisis organisasi merupakan analisis yang memperhatikan adanya kebutuhan 
pada organisasi di masa depan. Identifikasi dalam analisis kebutuhan berdasarkan 
organisasional diperoleh dari pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang 
akan dibutuhkan oleh organisasi di masa yang akan datang seiring berubahnya 
pekerjaan dan organisasi. Dalam melakukan analisis kebutuhan melalui organisasi 
diperoleh dari ukuran operasional kinerja organisasi. Analisis tersebut nantinya 
akan diperinci dari data sumber daya manusia kemudian dapat ditemukan 





dikembangkan. Analisis pekerjaan atau tugas, dilakukan dengan membandingkan 
antara kebutuhan yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan dengan adanya 
pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki pegawai. Analisis 
individu, analisis ini berfokus pada individu masing – masing. Dalam menentukan 
analisis kebutuhan melalui individu dapat dilakukan dengan melakukan survey 
kepada setiap pegawai, atau melalui data penilaian kerja pegawai.  
Berdasarkan data pada lapangan, BKD Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan 
analisis kebutuhan atas Diklat Teknis KTI dilakukan melalui adanya AKD yang 
telah diajukan oleh OPD terkait pada sebelumnya. Begitu banyak pengajuan yang 
diajukan OPD terkait, namun dikalt teknis KTI ini yang telah dipilih untuk 
diselenggarakan. Diklat teknis KTI ini dapat terlaksana juga karena adanya 
dukungan dari bidang mutasi. Bidang mutasi mengemukakan bahwa adanya 
pemberian dikalt teknis KTI terhadap guru baru formasi CPNS 2018 ini sangat 
dirasa perlu sebagai bekal awal bagi guru – guru dalam memberikan pembelajaran 
bagi murid – muridnya. Selain yang utama untuk memberikan dan meningkatkan 
kompetensi diri dari peserta atau guru – guru abru tersebut, adanya pelaksanaan 
diklat ini juga dilakukan sebagai salah satu syarat bagi guru – guru baru untuk 
kenaikan jabatan.  
Tabel 4.5 Total Jumlah Peserta Diklat Teknis KTI 
Total PNS Tenaga 
Pendidik Formasi 
Tahun 2018 
Total PNS yang sudah 
mengikuti Diklat 
Teknis KTI 
Total PNS yang belum 
mengikuti diklat teknis 
KTI 
274 177 97 





Dari semua guru – guru baru formasi CPNS Tahun 2018 yang berjumlah 274 
orang, hanya 177 orang yang sudah melakukan pelaksanaan diklat teknis KTI ini. 
Hal ini dikarenakan adanya masa pandemi covid-19 yang mengharuskan bagi BKD 
Kabupaten Sidoarjo khususnya bidang diklat untuk merubah segala rencana yang 
telah disusun sebelumnya. Yang akhirnya pelaksanaan harus dilaksanakan dengan 
cara membagi menjadi beberapa gelombang dan kelompok, sehingga sejumlah 77 
orang masih belum melaksanakan adanya diklat teknis KTI ini. Selain itu, 
perencanaan atas instruktur yang digunakan dalam melakukan pembimbingan dan 
pembinaan di lapangan juga harus mengalami perubahan.  
Berdasarkan perencanaan pada diklat teknis KTI ini membuktikan bahwa 
perencanaan yang dilakukan oleh BKD Kabupaten Sidoarjo tidak hanya terpacu 
pada Analisis Kebutuhan Diklat (AKD). Selain AKD, penilaian kebutuhan akan 
pelatihan juga diperoleh melalui hasil assessment pegawai, serta syarat kediklatan 
yang memang harus dilakukan dalam suatu jabatan. Untuk Analisis Kebutuhan 
Diklat (AKD) dilakukan oleh perwakilan Kasubbag Umum Kepegawaian OPD  
terkait melalui bimtek. Penilaian melalui AKD ini sejalan dengan penilaian 
kebutuhan berdasarkan organisasi. Dimana pengajuan kebutuhan akan diklat 
dilakukan oleh perwakilan dari OPD terkait melalui formulir AKD. Selanjutnya 
penilaian kebutuhan berdasarkan hasil assessment pegawai, penilaian kebutuhan ini 
dilakukan untuk menemukan apabila adanya gap kompetensi pada pegawai, 
sehingga nantinya tujuan pelatihan dapat ditentukan. Untuk penilaian kebutuhan 
berdasarkan hasil assessment ini sesuai dengan analisis kebutuhan Mathis & 





survey pada setiap individu. Dan terakhir penilaian kebutuhan berdasarkan syarat 
kediklatan OPD terkait yang harus dilakukan pada suatu jabatan. Jenis ini sesuai 
dengan analisis kebutuhan melalui pekerjaan atau tugas, dimana dalam pelaksanaan 
diklat disesuaikan dengan pekerjaan dan tugas yang akan ditempuh oleh setiap 
pegawai. Penentuan kebutuhan berdasarkan syarat kebutuhan jabatan ini sudah 
ditetapkan oleh peraturan – peraturan yang mengaturnya.  
Berdasarkan penyajian data yang telah dikemukakan. Dapat dilihat dari proses 
penilaian kebutuhan pada diklat teknis KTI yang diperoleh dari pengajuan AKD 
OPD terkait, dan pengajuan dari bidang mutasi menunjukkan bahwa BKD 
Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan diklat teknis KTI telah sesuai berdasarkan 
peraturan yang berlaku. Penentuan kebutuhan melalui AKD yang termasuk dalam 
analisis organisasi OPD terkait masih sangat sering digunakan dalam pelaksanaan 
diklat teknis oleh BKD Kabupaten Sidoarjo. Begitupun juga dengan adanya 
masukan atau pengajuan dari OPD atau bidang lain. 
2) Identifikasi Tujuan dan Kriteria Pelatihan 
Identifikasi tujuan dari diklat teknis ini bertujuan untuk meningkatkan 
kompetensi pegawai. Hal ini dilakukan supaya kompetensi setiap peserta dapat 
terasah sehingga dapat mengurangi adanya gap yang terjadi serta dapat 
meningkatkan efisiensi, dan efektifitas dari pekerjaannya. Menurut Mathis & 
Jackson (2009:312) dalam teorinya, membagi tujuan pelatihan menjadi 3 jenis, 
yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Penetapan tujuan dari pelatihan ini 
ditentukan oleh pihak – pihak yang terlibat didalamnya. Diklat teknis yang diajukan 





mempertimbangkan tujuan dari diklat teknis tersebut. Pertimbangan tersebut 
memperhatikan adanya urgensi dan skala prioritas dari pengajuan – pengajuan 
diklat dari setiap OPD.  
Menurut Hasibuan (2013:69) dalam melakukan diklat untuk mengembangkan 
kompetensi harus ditetapkan secara jelas, apakah diklat tersebut dilaksanakan 
dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis atau kemampuan 
konseptual. Hal ini juga tertuang dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi 
Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Teknis. 
Dalam pasal 5 dikemukakan bahwa setiap instansi pemerintah berhak menyusun 
rencana kebutuhannya. Namun, instansi pembina diklat (BKD Kabupaten Sidoarjo) 
harus tetap melakukan evaluasi atas pengajuan diklat teknis yang disampaikan, 
serta dapat memberikan bantuan konsultasi dalam pemenuhan persyaratan 
penyelenggaraan diklat teknis pada instansi yang mengajukan.  
Data dari lapangan menunjukkan bahwa tidak semua pengajuan diklat dari 
OPD dilaksanakan sepenuhnya dan di tahun yang sama. salah satunya diklat teknis 
KTI ini yang terpilih untuk dapat diselenggarakan di masa pandemi covid-19. 
Ditetapkannya pelaksanaan diklat teknis KTI ini adalah dengan memperhaitkan 
adanya urgensi dan skala prioritas dimana terdapat pengajuan dari bidang mutasi 
untuk segera melaksanakan diklat teknis KTI ini diantara diklat yang telah diajukan 
oleh OPD terkait. Tujuan dari dilaksanakannya diklat teknis KTI ini adalah untuk 
meningkatkan kompetensi dan keterampilan tenaga pendidik sebagai seorang 
pengajar yang professional dan ahli dalam penyusunan diktat. Dimana diktat ini 





murid – muridnya. Setelah diidentifikasi terkait tujuan dari pelatihan dengan 
mempertimbangkan adanya urgensi pelaksanaan, maka rencana diklat teknis KTI 
ini dapat disusun kebutuhan apa saja yang akan dibutuhkan selama pelaksanaan 
diklat teknis KTI dan dimasukkan dalam rencana kerja bidang diklat BKD 
Kabupaten Sidoarjo. Untuk dapat dengan segera disetujui oleh pimpinan dan segera 
dilaksanakan. 
Berdasarkan data di lapangan, di masa pandemi covid-19 ini menunjukkan 
bahwa pelaksanaan diklat teknis KTI oleh BKD Kabupaten Sidoarjo telah 
mengedepankan adanya urgensi dan prioritas dari setiap pengajuan diklat dari OPD 
maupun bidang lain. Prioritas pelaksanaan diklat teknis KTI ini lebih diutamakan 
dengan melihat tujuan dari pelaksanaannya. Baik itu dalam segi keterampilan, 
kemampuan, pengetahuan, dan sikap pada pengembangan kompetensi. Apabila 
dilihat dari data dilapangan, dalam mengidentifikasi tujuan dan menentukan 
prioritas diklat teknis KTI oleh BKD Kabupaten Sidoarjo telah terlaksana dengan 
sesuai, baik menurut teori maupun peraturan yang berlaku 
3) Stakeholder yang terlibat 
Pada pelaksanaan diklat teknis yang diselenggarakan oleh BKD Kabupaten 
Sidoarjo, terdapat beberapa stakeholder yang terlibat didalamnya. Stakeholder yang 
terlibat diantaranya adalah BKD Kabupaten Sidoarjo khususnya Bidang Pendidikan 
dan Pelatihan sebagai penyelenggara diklat teknis, OPD yang berperan sebagai 
instansi yang mengajukan diklat bagi para pegawainya, dan Instruktur atau 
Widyaiswara sebagai pembimbing para peserta selama pelaksanaan diklat 





menggunakan Widyaiswara atau instruktur dari Pemerintahan Provinsi yang telah 
ditentukan. Namun untuk pelaksanaan diklat teknis oleh BKD Kabupaten Sidoarjo, 
menggunakan instruktur yang berasal dari PNS Kabupaten Sidoarjo sendiri.  
Instruktur yang dimiliki oleh Kabupaten Sidoarjo ini telah memenuhi kriteria 
layaknya sebagai instruktur diklat teknis. Setiap instruktur BKD Kabupaten 
Sidoarjo telah memiliki sertifikat tertulis yang menunjukkan bahwa mereka layak 
dan berkompeten baik secara pengetahuan maupun teknis dalam melakukan 
pembimbingan kepada para peserta diklat teknis. Pemilihan instruktur untuk diklat 
teknis ini, tentu juga disesuaikan dengan kegiatan diklat apa yang akan 
dilaksanakan. Hal ini bertujuan agar materi yang disampaikan oleh instruktur selaku 
pembimbing kepada para peserta nantinya dapat terlaksana tepat dengan 
perencanaan yang telah disusun. Sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga 
Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa, 
“Setiap instansi yang menyelenggarakan Diklat Teknis wajib mendayagunakan 
seoptimal mungkin widyaiswara di lingkungan instansi yang bersangkutan dengan 
tetap memperhatikan kompetensi widyaiswara yang bersangkutan. serta dapat 
menggunakan widyaiswara dari instansi lain yang sesuai dengan kompetensi atau 
keahlian yang dibutuhkan diklat teknis”. 
 
Berdasarkan observasi peneliti di lapangan, pemilihan instruktur yang 
digunakan oleh BKD Kabupaten Sidoarjo telah sesuai dan sejalan dengan 
kebutuhan akan bidang yang didiklatkan. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan 
peraturan yang berlaku untuk dapat mengoptimalkan instruktur yang ada di 







4.3.1.2 Perancangan Pelatihan 
1) Menentukan Kesiapan Belajar 
Adanya kesiapan belajar ini dilakukan untuk menentukan seberapa jauh 
pengetahuan yang dimiliki oleh para peserta sebelum dilaksanakannya kegiatan 
diklat teknis. Menurut Mathis & Jackson (2009:313) setiap peserta pelatihan harus 
memiliki keterampilan dasar, serta kemampuan kognitif yang memadai sebelum 
pelatihan tersebut diberikan. Dalam menentukan kesiapan belajar untuk para 
peserta ini dapat dilakukan dengan cara memberikan latihan soal terlebih dahulu 
kepada para peserta. Latihan – latihan soal tersebut nantinya berisikan tentang 
pengetahuan – pengetahuan dari diklat teknis KTI yang akan dilaksanakan. Hal ini 
dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan para peserta terhadap ilmu 
yang akan diberikan pada diklat teknis. 
Berdasarkan data di lapangan, ditemukan bahwa BKD Kabupaten Sidoarjo 
memberikan pre-test kepada setiap peserta diklat teknis KTI. Pre-test ini dilakukan 
untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan yang telah dimiliki oleh para peserta. 
Tentunya dalam menentukan latihan – latihan soal apa saja yang akan dimasukkan 
untuk pre-test ini, BKD Kabupaten Sidoarjo juga melibatkan peran instruktur 
didalamnya. Selain itu, hasil dari pre-test ini nantinya akan digunakan para 
instruktur dalam menentukan materi yang tepat untuk disampaikan kepada para 
peserta diklat teknis KTI.   
Adanya pelaksanaan pre-test diawal kepada para peserta, tentu nantinya juga 
diakhiri dengan adanya post-test. Hasil dari pre-test dan post-test ini akan 





diadakan adanya diklat teknis KTI atau tidak. Selain itu, post-test ini selain 
digunakan untuk pengukuran pengetahuan yang didapat oleh para peserta diklat, 
juga digunakan sebagai salah satu indikator penilaian bagi peserta diklat teknis. 
Berdasarkan hasil observasi dan data dilapangan cara yang dilakukan oleh BKD 
Kabupaten Sidoarjo dalam menentukan kesiapan belajar bagi setiap peserta diklat 
teknis KTI ini telah sesuai dengan teori dan memberikan hasil yang optimal. 
2) Pemilihan Metode Pelatihan 
Diklat teknis dapat diikuti oleh seluruh pegawai dari berbagai jabatan yang 
membutuhkan adanya pengembangan kompetensi. Pejabat Struktural dan Pejabat 
Fungsional pun juga dapat mengikuti diklat teknis untuk memenuhi persyaratan 
mengikuti Diklat Kepemimpinan dan fungsional yang lebih tinggi. Secara tidak 
langsung, diklat teknis ini merupakan salah satu diklat dasar yang dilakukan untuk 
mengembangkan kompetensi dalam memenuhi tuntutan pekerjaan. Diklat Teknis 
KTI merupakan diklat yang dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan atau 
penguasaan keterampilan kepada para PNS guru baru terkait dengan pekerjaannya. 
Selain itu, diklat teknis KTI ini juga dilakukan untuk memenuhi persyaratan 
kompetensi teknis yang diperlukan sebagai sistem pembinaan karier dan prestasi 
kerja bagi PNS guru baru. Peserta pada diklat teknis KTI ini telah ditentukan 
berdasarkan jumlah penerimaan PNS guru baru pada formasi CPNS Tahun 2018.  
Menurut Malcolm Knowles dalam Mathis & Jackson (2009:315) dalam 
pemilihan metode pelatihan, harus memperhatikan adanya tujuan dan sasaran diklat 
bagi orang dewasa. Hal ini sejalan dengan teori milik Gomes (2003:204) dalam 





memenuhi prinsip – prinsip umum.  Prinsip – prinsip umum tersebut yakni harus 
dapat memotivasi peserta, peserta dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, 
memberikan feedback, serta dapat mendorong hasil atas diklat yang dilaksanakan 
terhadap pekerjaannya. Berdasarkan observasi di lapangan, pemilihan metode 
diklat teknis KTI yang dilaksanakan di masa pandemi ini telah melalui berbagai 
pertimbangan untuk dapat dilaksanakan secara klasikal di masa pandemi covid-19. 
Dari observasi tersebut yang dilakukan oleh BKD Kabupaten Sidoarjo dalam 
pemilihan metode pelatihan dikalt teknis KTI telah sesuai dengan teori yang 
dikemukakan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Diklat 
Jabatan PNS bahwa dalam melakukan kegiatan diklat harus menggunakan metode 
diklat bagi orang dewasa yang tentu memperhatikan antara kesesuaian kebutuhan 
dan pengembangan diri peserta, bersifat interaktif pada pembelajaran, serta 
fleksibel. 
3) Perencanaan Konten Pelatihan 
Perencanaan konten menjadi salah satu unsur penting dalam sebuah pelatihan. 
Menurut Siagian (2018:185) bentuk dan sifat atas suatu program pelatihan 
ditentukan melalui hasil analisis penentuan kebutuhan dan sasaran yang hendak 
dicapai. Setiap konten yang akan direncanakan harus sesuai dengan kebutuhan 
kompetensi yang dibutuhkan. Materi - materi yang telah ditetapkan harus sudah 
diukur dengan jumlah jam pertemuan, metode, serta sistem evaluasi. 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di lapangan dengan 
Bapak Wahyu Hidayat, Bapak Aris Setiawan, dan Bapak Edy Wiryanto, dalam 





berkoordinasi antar stakeholder yang terlibat. Stakeholder ini diantaranya adalah 
Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagai panitia penyelenggara, instruktur, dan 
OPD yang bersangkutan. Secara sepenuhnya perencanaan konten diserahkan 
kepada instruktur selaku pembimbing peserta diklat di lapangan serta pihak yang 
ahli dalam bidangnya. Namun, tidak serta merta instruktur menyusun sendiri materi 
pelatihan tanpa menghiraukan aktor lain. Aktor – aktor lain yang terlibat pun dapat 
memberikan masukan – masukan kepada instruktur atas materi yang akan disiapkan 
untuk diajarkan.   
Materi yang disusun oleh instruktur dengan kesepakatan bersama ini harus 
sudah disesuaikan dengan jam pelajaran dan pertemuan oleh para peserta, dan 
sistem penilaian maupun evaluasi yang digunakan terutama di masa pandemi covid-
19. Dimana pelaksanaan diklat teknis KTI bagi PNS guru baru dalam 
mengembangkan kompetensinya di masa pandemi covid-19 ini dibagi menjadi 
beberapa gelombang dan beberapa kelompok didalamnya. Dari hasil wawancara 
yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa dalam merencanakan konten pelatihan 
melalui koordinasi dengan tujuan agar diklat teknis KTI yang dilakukan 
mendukung tercapainya sasaran, serta penyesuaian materi diklat dengan jam 
pelajaran dan sistem penilaian oleh BKD Kabupaten Sidoarjo khususnya Bidang 
Pendidikan dan Pelatihan telah sesuai dengan teori yang dikemukakan. 
4.3.1.3 Penyampaian Pelatihan 
Penyampaian pelatihan sama halnya dengan pelaksanaan pelatihan, dimana 
setelah analisis kebutuhan direncanakan, metode pelatihan telah dipilih, dan konten 





dilaksanakan berdasarkan AKD dan kebutuhan yang diajukan oleh OPD. Menurut 
Mathis & Jackson (2009:321), dalam penyampaian pelatihan ada beberapa hal yang 
perlu diperhatikan yakni jadwal pelatihan, pelaksanaan pelatihan, serta pemantauan 
pelatihan. Berdasarkan observasi di lapangan, pelaksanaan diklat teknis KTI oleh 
BKD Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan hanya berdasarkan pedoman umum 
pelaksanaan diklat teknis yakni Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, serta 
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011, tanpa 
dukungan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP). Selama ini belum ada SOP 
yang dibuat oleh Bidang Pendidikan dan Pelatihan dalam hal penyelenggaraan 
diklat teknis KTI maupun diklat teknis lainnya. Semua pelaksanaan diklat yang 
terselenggarakan hanya mengacu pada pedoman umum pelaksanaan yang telah 
diatur.  
Menurut Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 
2011 terdapat 2 metode pelaksanaan diklat teknis yang biasa digunakan oleh BKD 
Kabupaten Sidoarjo, yakni klasikal dan non klasikal. “Klasikal artinya dapat 
dilakukan dengan pelatihan di dalam kelas atau dengan tatap muka. Sedangkan non 
klasikal merupakan pelatihan yang dilakukan di alam bebas atau tanpa tatap muka”. 
Saat ini di masa pandemi covid-19, pelaksanaan diklat teknis KTI dilakukan secara 
klasikal atau tatap muka didalam kelas selama 5 hari dengan 3 gelombang dan 
dibagi dalam 5 kelas. Metode klasikal ini dipilih oleh BKD Kabupaten Sidoarjo 
agar pemberian materi atau pengetahuan kepada para peserta dapat tersampaikan 





Pemilihan metode klasikal ini tentu juga melalui adanya pertimbangan peserta 
yang mengikuti diklat teknis KTI. Untuk penetapan peserta diklat teknis KTI ini 
ditentukan sendiri oleh OPD yang mengajukan, dan BKD dengan 
mempertimbangkan pengembangan karir PNS serta ketentuan – ketentuan yang 
berlaku. Berdasarkan observasi di lapangan, diklat teknis KTI yang sedang 
dilaksanakan oleh BKD Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan sesuai dengan 
jadwal yang telah ditetapkan, meskipun pada saat pelaksanaannya pada gelombang 
ketiga terdapat kendala yakni adanya instruktur yang berhalangan untuk hadir dan 
dapat membimbing peserta sehingga menyebabkan panitia penyelenggaran atau 
BKD Kabupaten Sidoarjo khususnya bidang diklat harus mencari solusi dan 
alternatif lain agar peserta diklat teknis KTI tetap dapat menjalankan diklat ini 
sebagaimana mestinya.  
Di masa pandemi covid-19, terdapat banyak perubahan yang dilakukan dalam 
pelaksanaan diklat khususnya diklat teknis. Harapan agar diklat teknis dapat terus 
berjalan dan memberikan dampak yang baik dalam pengembangan kompetensi 
pegawai, hal yang dilakukan oleh BKD adalah dengan tetap melaksanakan diklat 
teknis KTI dengan metode klasikal dan membagi peserta diklat menjadi beberapa 
gelombang. Pembagian gelombang ini dilakukan untuk menghindari adanya 
kerumunan oleh peserta di masa pandemi covid-19. Peserta tidak hanya dibagi 
menjadi beberapa gelombang, namun dalam satu gelombang yang terlaksana, para 
peserta juga dibagi menjadi 5 kelas. Tentunya dalam memplotkan peserta ini 
menjadi tanggung jawab dari BKD. Dalam satu gelombang, pelaksanaan diklat 





selama 5 hari dengan pembagian hari yang telah ditentukan oleh BKD dan tidak 
dilaksanakan secara 5 hari berturut – turut. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk 
memberikan waktu kepada setiap peserta dalam penyusunan diktat pada diklat 
teknis KTI.  
Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa disetiap kelas terdiri dari 10 
– 15 peserta dengan 1 instruktur didalamnya. Tempat duduk disetiap kelas untuk 
para peserta telah disusun berjarak. Peserta juga diharuskan untuk memakai masker 
dan tidak melakukan kontak fisik. Hal ini dilakukan untuk mematuhi adanya 
protokol kesehatan di masa pandemi covid-19. Sekalipun pelaksanaan diklat teknis 
KTI ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan, namun pelaksanaannya 
tetap dapat berjalan dengan lancar meskipun terdapat beberpaa kendala ketika 
instruktur dengan secara tiba – tiba berhalangan hadir. Pelaksanaan diklat teknis 
KTI dapat terlaksana dengan serius namun tetap santai. Selain itu, pandemi covid-
19 juga bukan menjadi suatu hambatan besar bagi peserta maupun instruktur untuk 
tidak dapat berinteraksi secara aktif didalam kelas.  
Selama pelaksanaan diklat teknis KTI yang dilakukan dengan tatap muka di 
masa pandemi covid-19 ini tentu tidak terlepas dari pemantauan oleh BKD 
Kabupaten Sidoarjo sebagai penyelenggara. Monitoring atau pemantauan oleh 
BKD ini tidak hanya dilakukan untuk memantau apakah pembelajaran itu 
terlaksana. Namun juga untuk memantau apakah terdapat fasilitas pembelajaran 
yang kurang memadai, serta juga untuk memantau apakah protokol kesehatan terus 





diklat. Pemantauan ini dilaksanakan semata – mata untuk menjamin terlaksananya 
diklat teknis KTI berjalan dengan lancar sekalipun di masa pandemi covid-19.  
Dari hasil observasi peneliti serta data di lapangan, belum adanya SOP yang 
dibuat untuk mengatur pelaksanaan diklat teknis khususnya diklat teknis KTI baik 
sebelum adanya masa pandemi maupun di saat masa pandemi membuat 
pelaksanaan diklat teknis KTI ini masih kurang terarah. Dan selanjutnya, untuk 
pemilihan metode pelatihan dengan klasikal atau tatap muka di masa pandemi 
covid-19 ini telah melalui koordinasi dari berbagai pihak terutama BKD sebagai 
penyelenggara, dan diharapkan agar lebih mengena terhadap peserta sehingga 
nantinya dapat memberikan dampak yang baik dalam melaksanakan pekerjaannya. 
Selain itu, pelaksanaan diklat teknis KTI dengan tatap muka ini tetap 
memperhatikan adanya protokol kesehatan yang harus terus ditegakkan pada masa 
pandemi covid-19. Dilihat dari observasi dan data pada lapangan, pelaksanaan 
diklat teknis KTI mulai dari penjadwalan hingga monitoring telah sesuai dengan 
teori serta peraturan yang berlaku. 
4.3.1.4 Evaluasi 
Setelah diklat teknis KTI dilaksanakan, selanjutnya adalah penilaian terhadap 
pelatihan yang telah diselenggarakan. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui 
hasil dan manfaat yang diperoleh setiap peserta setelah dilaksanakannya diklat 
teknis KTI apakah tepat dan sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan atau 
tidak. Dan berdasarkan observasi dilapangan banyak sekali manfaat yang diperoleh 
setiap peserta setelah dilaksanakannya diklat teknis KTI ini. Dari mulai 





dalam hal public speaking. Manfaat – manfaat yang diperoleh sangat dirasa penting 
bagi para peserta dalam melakukan pekerjaannya apalagi di masa pandemi covid-
19 ini. Kemampuan peserta yang dapat dilihat dari hasil pre-test sebelum 
diadakannya diklat tenis KTI dan post-test sesudah diklat teknis KTI tersebut 
dilaksanakan, menjelaskan begitu besar manfaat yang diperoleh para peserta. 
Untuk penilaian pada peserta diserahkan kepada instruktur selaku pembimbing 
di lapangan. Pada hasil observasi dan data di lapangan menunjukkan bahwa selain 
penilaian dari instruktur selama diklat teknis KTIbberlangsung, nilai post-test juga 
menjadi salah satu indikator penilaian bagi para peserta. Tujuan dari post-test ini 
adalah untuk mengukur seberapa besar pengetahuan yang diperoleh dan dipahami 
oleh setiap peserta setelah dilaksanakannya diklat teknis KTI. Hasil penilaian 
tersebut nantinya akan menjadi nilai bagi para peserta diklat dan akan tercantum 
dalam setifikat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019 
tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten 
Sidoarjo yang menyatakan bahwa “para peserta yang telah menyelesaikan diklat 
teknis akan memperoleh sertifikat yang ditanda tangani oleh Kepala BKD sesuai 
dengan predikat yang diperoleh. Sertifikat yang diperoleh tersebut telah teregister 
pada BKD, sehingga dapat digunakan dalam pengembangan karir PNS”.  
Evaluasi atas pelaksanaan diklat teknis KTI ini perlu dilakukan untuk 
mengukur keefektifan pelaksanaan diklat oleh peserta dalam mencapai sasaran 
yang telah ditetapkan. Selain itu, evaluasi diklat teknis KTI ini juga dilakukan untuk 
melihat seberapa baik diklat teknis yang diberikan bermanfaat bagi pekerjaan para 





Sidoarjo sebagai penyelenggara di akhir tahun. Evaluasi ini dilakukan dengan 
mendatangi OPD peserta yang bersangkutan. Evaluasi akhir tahun dilakukan 
berdasarkan hasil wawancara dan penilaian dari pimpinan setiap alumni peserta 
diklat teknis KTI. Penilaian yang diberikan pimpinan setiap alumni peserta diklat 
teknis KTI ini meliputi bagaimana perilaku dari peserta setelah pelaksanaan diklat 
teknis KTI, dan bagaimana hasil yang diberikan peserta setelah pelaksanaan diklat 
terhadap pencapaian tujuan organisasinya. Berbagai macam hal yang dilakukan 
dalam hal ini sesuai dengan beberapa kategori tingkatan evaluasi pada teori Donald 
L. Kirkpatrick dalam Mathis & Jackson (2009:330) bahwa “dalam mengidentifikasi 
tingkatan evaluasi ada 4 macam yakni reaksi, pembelajaran, perilaku, serta hasil”. 
Namun, karena adanya pandemi covid-19 ini, evaluasi yang dilakukan terhadap 
pimpinan alumni diklat belum dapat terlaksana. BKD Kabupaten Sidoarjo 
khususnya Bidang Diklat sedang berusaha untuk menggunakan alternatif secara 
online dalam mendapatkan penilaian dari pimpinan alumni diklat, yang hingga saat 
ini masih menjadi wacana dan belum dapat terlaksana. 
4.3.2 Faktor Pendukung dan Penghambata Pendidikan dan Pelatihan dalam 
Mengembangkan Kompetensi PNS Daerah bagi Guru Baru Tingkat 
Sekolah Dasar di Masa Pandemi Covid-19 
4.3.2.1 Faktor Pendukung 
1) Adanya Peraturan 
Undang – Undang dan Peraturan merupakan sebuah bentuk tertulis mengenai 
ketentuan yang berlaku secara jelas dan tegas. Dukungan normatif ini memiliki 





undang dan peraturan tersebut membuat BKD sebagai lembaga pelaksana 
manajemen kepegawaian di tingkat daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya 
menjadi lebih terarah. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan Prganisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. BKD Kabupaten Sidoarjo 
memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan kepegawaian di Kabupaten 
Sidoarjo salah satunya dalam penyelenggaraan diklat guna untuk mengembangkan 
kompetensi setiap sumber daya aparatur di daerahnya.  
Pengembangan kompetensi merupakan suatu hak yang patut untuk diperoleh 
dan dipenuhi bagi aparatur sipil negara, hal ini telah diatur dalam Undang – Undang 
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam melakukan 
pengembangan kompetensi pada aparatur sipil negara dilakukan melalui 
pendidikan dan pelatihan (diklat). Diklat ini terdiri dari 2 jenis yakni diklat 
prajabatan dan diklat dalam jabatan. Pelaksanaan diklat diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Diklat Jabatan PNS, yang menjadi 
dasar pelaksanaan diklat bagi para PNS untuk mengembangkan kompetensinya.  
Dalam pelaksanaan Diklat Teknis, diatur juga dalam Peraturan Kepala 
Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum 
Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis. Peraturan ini 
menjadi dasar acuan dalam pelaksanaan diklat teknis pada BKD Kabupaten 
Sidoarjo dalam mengembangkan kompetensi aparatur sipil negara di daerahnya. 
Dengan adanya peraturan pelaksanaan diklat teknis dalam mengembangkan 





peraturan yang mengatur tentang pengembangan kompetensi dalam Peraturan 
Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi 
Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Melalui 
adanya Undang – undang dan peraturan – peraturan yang berlaku tersebut, 
membantu BKD Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan diklat teknis menjadi 
lebih terarah guna untuk mengembangkan kompetensi sumber daya aparatur. 
2) Kerjasma Tim 
Kerjasama tim yang kompak harus dapat terjalin baik dalam lingkungan 
internal maupun eksternal. Pihak internal yang dimaksud adalah pegawai – pegawai 
BKD di bidang penyelenggaraan diklat. Untuk pihak eksternal, terdapat banyak 
pihak diantaranya antar bidang pada BKD Kabupaten Sidoarjo, OPD atau instansi 
di Kabupaten Sidoarjo, serta instruktur diklat. Kerjasama antar pihak yang dipupuk 
dengan baik, dapat menjadi pendukung dalam pelaksanaan diklat. Komunikasi dan 
hubungan yang baik antar pihak yang terlibat tentu memiliki pengaruh yang besar 
dalam pelaksanaan kegiatan diklat teknis KTI.  
Kekompakan antar pihak untuk bekerjasama dalam penyusunan diklat teknis 
KTI terlaksana dengan baik mulai dari pertama, analisis kebutuhan yang dilakukan 
oleh OPD kepada BKD. Kedua, perencanaan diklat yang dilakukan BKD dengan 
melibatkan instruktur dan OPD dalam penentuan metode dan materi dari pelatihan. 
Ketiga, penyelenggaraan diklat yang dibimbing oleh instruktur selama diklat teknis 
KTI dilaksanakan, dan monitoring yang dilakukan oleh BKD selaku penyelenggara. 
Dan Terakhir, evaluasi yang tentu jelas melibatkan instruktur sebagai pembimbing 





pimpinan peserta, dan sebagai pihak yang mengeluarkan sertifikat. Serta, terakhir 
Pimpinan peserta sebagai pemberi nilai atas peserta setelah diklat teknis 
dilaksanakan. 
3) Sarana Prasarana 
Faktor pendukung selanjutnya adalah sarana prasarana. Fasilitas yang lengkap 
dan sesuai dengan kebutuhan akan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan 
diklat. Peran sarana dan prasarana dalam diklat teknis KTI dimasa pandemi covid-
19 ini sangat penting. Adanya fasilitas – fasilitas tambahan yang harus dipenuhi di 
masa pandemi covid-19 ini seperti handsanitizer, dan tempat cuci tangan. Fasilitas 
– fasilitas tersebut telah dipenuhi oleh BKD sebagai penyelenggara guna 
menunjang terlaksananya diklat teknis KTI secara tatap muka dapat berjalan 
dengan aman dan nyaman. Ruang kelas yang digunakan pun juga luas dan cukup 
memadai untuk diisi oleh peserta sekitar 10-15 orang dengan tetap memberikan 
jarak ±1 meter.  
Menurut Hasibuan (2013:85-86) sarana prasarana merupakan salah satu faktor 
yang memengaruhi pendidikan dan pelatihan. Apabila fasilitas yang dimiliki untuk 
pelaksanaan diklat tidak memadai maka hal ini akan menyulitkan dan menghambat 
berjalannya diklat. Namun apabila fasilitas – fasilitas yang disiapkan menunjang 
pelaksanaan diklat, maka hal tersebut akan mendukung lancarnya pelaksanaan 
diklat. Hal ini juga didukung oleh Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara 
Nomor 13 Tahun 2011 bahwa dalam ketentuan sarana dan prasarana diklat teknis 
disiapkan sesuai dengan tujuan, sasaran program, dan materi diklat yang 





ditetapkan oleh instansi penyelenggara yang bersangkutan. Berdasarkan observasi 
yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, mengenai sarana prasarana yang dimiliki 
dan disiapkan oleh BKD sudah lengkap dan menunjang berjalannya diklat teknis 
KTI di masa pandemi covid-19 sesuai dengan teori dan peraturan yang berlaku 
4.3.2.2 Faktor Penghambat 
1) Keterbatasan Anggaran 
Salah satu faktor penghambat yang dihadapi oleh BKD Kabupaten Sidoarjo 
dalam pelaksanaan diklat adalah mengenai anggaran. Anggaran merupakan salah 
satu unsur yang memengaruhi jalannya pendidikan dan pelatihan. Hal ini 
dikemukakan oleh Hasibuan (2013:85-86) terdapat beberapa faktor yang 
memengaruhi pendidikan dan pelatihan salah satunya adalah dana. Dana atau 
anggaran yang disediakan untuk melakukan pengembangan kompetensi melalui 
pendidikan dan pelatihan sangat terbatas. Terbatasnya anggaran tentu akan 
memberikan dampak pada pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.  
Berdasarkan observasi peneliti di lapangan, di masa pandemi covid-19 ini 
seluruh OPD mengalami adanya pemangkasan anggaran yang dimiliki untuk 
dilakukan refocussing atas penanganan dampak covid-19. Hal ini membuat 
beberapa diklat yang telah direncanakan oleh BKD Kabupaten Sidoarjo dengan 
terpaksa ditunda pelaksanaannya. Di tahun 2020 hingga 2021, hanya diklat teknis 
KTI yang diselenggarakan oleh BKD Kabupaten Sidoarjo dengan biaya 
sepenuhnya dari APBD. Diklat teknis KTI ini sudah menjadi rencana sebelumnya 
yang telah diajukan untuk dapat memberikan pelatihan kepada para PNS Daerah 





memperhatikan adanya anggaran yang dimiliki oleh BKD Kabupaten Sidoarjo 
dengan meminimalisirkan jumlah pengeluaran yang ada. Anggaran yang dimiliki 
oleh BKD Kabupaten Sidoarjo di tahun 2021 harus dibagi – bagi disesuaikan 
dengan kebutuhan latsar CPNS 2019 yang harus segera dilakukan, serta diklat 
teknis KTI ini. Namun, untuk saat ini BKD Kabupaten Sidoarjo sedang berusaha 
untuk mengajukan adanya Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) agar dapat 








1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis dalam Mengembangkan Kompetensi 
PNS Daerah bagi Guru Baru Tingkat Sekolah Dasar di Masa Pandemi 
Covid-19 
a. Penilaian Pelatihan 
Dalam melakukan melakukan analisis kebutuhan pelatihan, dapat disimpulkan 
bahwa dalam perencanaan pelaksanaan diklat teknis KTI oleh BKD Kabupaten 
Sidoarjo menggunakan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) yang didukung dengan 
adanya pengajuan dari bidang mutasi sebagai penilaian kebutuhan diklat. Mengenai 
identifikasi tujuan dan penentuan kriteria pelatihan, dalam penetapan diklat teknis 
KTI ini BKD Kabupaten Sidoarjo memperhatikan adanya urgensi dan skala 
prioritas untuk dapat dengan segera dilaksanakan. Dalam melaksanakan diklat 
teknis salah satunya diklat teknis KTI ini, mulai dari penilaian kebutuhan hingga 
evaluasi dilakukan oleh banyak pihak. Pihak – pihak tersebut diantaranya adalah 
BKD Kabupaten Sidoarjo khususnya Bidang Diklat sebagai penyelenggara, 
Instruktur atau Widyaiswara sebagai pembimbing pembelajaran, serta OPD selaku 








b. Perancangan Pelatihan 
Untuk mengetahui sejauh mana kesiapan belajar peserta, dilakukan adanya 
pre-test dan post-test pada sebelum dan sesudah diklat teknis KTI dilaksanakan. 
Tujuan dilakukannya pre-test dan post-test ini adalah untuk mengetahui sejauh 
mana pengetahuan dasar yang dimiliki oleh peserta diklat sebelum diklat teknis KTI 
dilaksanakan. Kemudian hasil tersebut akan diukur dengan hasil post-test setelah 
diklat tersebut dilaksanakan. Dalam menyusun konten atau materi diklat, dilakukan 
dengan cara berkoordinasi antar beberapa pihak. BKD Kabupaten Sidoarjo, 
Instruktur, dan OPD terkait akan menetapkan tema dan bahan ajar yang tepat dan 
sesuai dengan dilaksanakannya diklat teknis KTI. Selanjutnya, menjadi tugas 
instruktur untuk menyusun isi dan susunan materi yang akan disampaikan pada 
pembelajaran. 
c. Penyampaian Pelatihan 
Pelaksanaan diklat teknis salah satunya diklat teknsi KTI selama ini 
dilaksanakan dengan berdasar pada pedoman umum pelaksanaan diklat teknis yang 
telah diatur dalam perundang – undangan. Belum ada SOP yang mengatur 
mengenai penyelenggaraan diklat teknis KTI. Di masa pandemi covid-19, 
pelaksanaan diklat teknis KTI dilaksanakan dengan model klasikal atau tatap muka. 
Model klasikal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan adanya protokol 
kesehatan yang harus dipatuhi. Dalam pelaksanaannya, satu kelas hanya diisi 10-
15 orang yang terbagi menjadi 5 kelas dan 3 gelombang dan dengan waktu yang 





menggunakan masker dan tidak melakukan adanya kontak fisik selama kegiatan 
diklat teknis KTI terlaksana. 
d. Evaluasi 
Dalam tahap evaluasi dilakukan oleh instruktur dan BKD Kabupaten Sidoarjo. 
Instruktur lebih pada memberikan penilaian kepada para peserta selama kegiatan 
diklat teknis KTI berlangsung, mulai dari keaktifan peserta, komunikasi peserta 
dengan peserta lainnya, sikap, serta hasil diktat yang telah dikerjakan. Hasil 
penilaian peserta ini didasarkan oleh penilaian dari instruktur dan juga hasil post-
test yang telah dilakukan oleh para peserta di akhir pertemuan. Untuk evaluasi 
dilakukan oleh BKD Kabupaten Sidoarjo dengan cara mendatangi pimpinan para 
alumni diklat dan meminta penilaian dari masing – masing pimpinan alumni. Hal 
ini dilakukan dengan tujuan agar hasil yang diperoleh dapat dijadikan evaluasi bagi 
BKD Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan diklat teknis khsuusnya diklat teknis 
KTI selanjutnya. Di masa pandemi covid-19 ini, penilaian untuk evaluasi pada 
pimpinan diklat masih belum dapat terlaksana, dan alternatif untuk dilakukan 
adanya penilaian secara online masih menjadi wacana hingga saat ini. 
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pendidikan dan Pelatihan Teknis 
dalam Mengembangkan Kompetensi PNS Daerah bagi Guru Baru 
Tingkat Sekolah Dasar di Masa Pandemi Covid-19 
a. Faktor Pendukung 
Beberapa faktor yang mendukung terlaksananya diklat teknis KTI ini dapat 
berjalan dengan lancar di masa pandemi covid-19 adalah adanya peraturan yang 





stakeholder yang terlibat, dimana komunikasi yang baik antar pihak yang terlibat 
memberikan dampak positif dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dari 
diklat teknis KTI terutama di masa pandemi covid-19. Dan faktor pendukung 
lainnya adalah sarana prasarana. Tersedianya fasilitas yang lengkap dan memadai, 
menunjang berjalannya diklat teknis KTI di masa pandemi covid-19 dengan metode 
klasikal atau bertatap muka berjalan dengan lancar serta membuat setiap peserta 
pelatihan merasa aman dan nyaman.  
b. Faktor Penghambat 
Faktor penghambat yang masih dirasakan oleh BKD Kabupaten Sidoarjo 
hingga saat ini adalah adanya keterbatasan anggaran. Sebelum adanya pandemi ini 
anggaran sudah menjadi salah satu faktor penghambat yang membuat pelaksanaan 
diklat, salah satunya diklat teknis yang diajukan oleh OPD tidak semua dapat 
terlaksana. Dan di masa pandemi covid-19 ini, terjadi adanya pemangkasan 
anggaran yang harus di realokasikan oleh setiap instansi salah satunya BKD 
Kabupaten Sidoarjo untuk penanganan covid-19. Hal ini membuat semakin 
terbatasnya diklat teknis yang diselenggarakan yang harus menyesuaikan dengan 
adanya anggaran yang ada. 
5.2 Saran 
Dari hasil penelitian penulis di lapangan dan telah disampaikan pada bagian 
pembahasan, maka terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan oleh penulis 
kepada BKD Kabupaten Sidoarjo untuk membantu jalannya diklat teknis agar dapat 





1. Melakukan adanya pembebanan sebagian anggaran diklat kepada peserta 
diklat. Hal ini bertujuan agar seluruh diklat teknis tidak hanya untuk diklat 
teknis KTI yang diajukan oleh OPD terkait dapat dilaksanakan. Jadi selain 
dapat meringankan biaya pelaksanaan diklat oleh APBD, BKD Kabupaten 
Sidoarjo juga dapat melaksanakan diklat teknis lebih banyak di setiap 
tahunnya. Cara ini akan dapat sedikit mengurangi permasalahan yang 
dihadapi oleh BKD Kabupaten Sidoarjo dalam hal anggaran.  
2. Menyusun dan menetapkan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) atas 
pelaksanaan diklat teknis salah satunya pada diklat teknis KTI. Hal ini 
nantinya bertujuan untuk lebih mempermudah bagi Bidang Diklat dalam 
pelaksanaan setiap diklat teknis, serta diklat teknis yang dilaksanakan 
menjadi lebih terarah dan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan 
pada perencanaannya. 
3. Seharusnya dilakukan adanya pemetaan diawal perencanaan kepada peserta 
diklat. Pemetaan peserta ini bertujuan agar instruktur yang akan didatangkan 
dalam membimbing selama kegiatan berlangsung dapat sejalan dan sesuai 
dengan bidang peserta, sehingga feedback yang diberikan dapat lebih optimal 
dan lebih tepat pada sasaran.  
4. Untuk evaluasi yang dilakukan melalui penilaian dari pimpinan alumni diklat, 
sebaiknya dapat dilakukan secara daring mengingat kondisi pandemi covid-
19 yang masih terjadi hingga saat ini. Melalui daring dapat dilakukan dengan 
menggunakan google form, atau dengan melalui zoom meeting dengan 
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Keterangan : Pertemuan Ke – 1 Peserta menyusun materi diktat 
 








Keterangan : Pertemuan Ke – 3, Intruktur menyampaikan materi kepada peserta 
 
 
















Keterangan : Peserta diklat mempresentasikan hasil diktat yang telah disusun 
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No Narasumber Pertanyaan 
1 Bapak Wahyu Hidayat, 
S.STP 
1. Apa saja yang perlu diperhatikan 
ketika melakukan analisis kebutuhan 
diklat? 
2. Apakah perencanaan diklat ini sering 
memperhatikan masalah yang sedang 
terjadi atau memperhatikan tantangan 
yang akan dihadapi di masa yang akan 
datang? 
3. Untuk mengetahui akan kebutuhan 
diklat ASN, cara apa yang digunakan 
oleh BKD dalam pengumpulan data, 
untuk mengetahui apa saja pelatihan 
yang tengah dibutuhkan? 
4. Untuk mengidentifikasi tujuan 
pelatihan, mengenai diklat teknis lebih 
sering mengarah pada pengembangan 
kompetensi dalam hal pengetahuan, 
keterampilan, atau sikap? 
5. Siapa saja aktor yang terlibat dalam 
penyusunan hingga pelaksanaan diklat 
teknis ini? 
6. Untuk materi yang akan disampaikan 
kepada para peserta ini, apakah 
materinya disusun secara bersama-
sama oleh BKD dengan instruktur, 
atau diserahkan semuanya kepada 
instruktur selaku pembimbing pada 
saat pelaksanaan diklat di lapangan? 
7. Untuk model pelatihan sendiri, ini kan 
terdapat bermacam – macam model. 
Dalam penentuan model pelatihan 
diklat ini, apa saja yang harus dan 
menjadi perhatian khususnya dari 
BKD pada saat pemilihan model 
pelatihan? 
8. Untuk menetapkan jadwal akan 
pelaksanaan diklat ini, apakah telah 





berdasarkan kesepakatan dari aktor – 
aktor yang terlibat? 
9. Untuk penilaian terhadap peserta, 
apakah semuanya diserahkan secara 
menyeluruh kepada instruktur atau 
dari pihak BKD juga ikut memberikan 
penilaian terhadap peserta diklat 
teknis? 
10. Apa saja yg menjadi kriteria dalam 
penilaian bagi para peserta diklat? 
11. Hal apa yang dilakukan oleh BKD 
dalam melakukan evaluasi terhadap 
pelaksanaan diklat teknis ini? 
12. Dalam pelaksanaan diklat teknis di 
masa pandemi saat ini, apa saja yang 
menjadi faktor pendukung dalam 
pelaksanaannya? 
13. Tentunya disamping faktor 
pendukung, juga terdapat faktor 
penghambat. Apa saja faktor 
penghambat yang dialami oleh BKD 
selama pelaksanaan diklat teknis di 
masa pandemi ini? 
2 Ibu Dinda Meidiyanti, 
S.Sos 
1. Apa saja yang perlu diperhatikan 
ketika melakukan analisis kebutuhan 
diklat? 
2. Apakah perencanaan diklat ini sering 
memperhatikan masalah yang sedang 
terjadi atau memperhatikan tantangan 
yang akan dihadapi di masa yang akan 
datang? 
3. Untuk mengetahui akan kebutuhan 
diklat ASN, cara apa yang digunakan 
oleh BKD dalam pengumpulan data, 
untuk mengetahui apa saja pelatihan 
yang tengah dibutuhkan? 
4. Untuk mengidentifikasi tujuan 
pelatihan, mengenai diklat teknis lebih 
sering mengarah pada pengembangan 
kompetensi dalam hal pengetahuan, 





5. Siapa saja aktor yang terlibat dalam 
penyusunan hingga pelaksanaan diklat 
teknis ini? 
6. Untuk materi yang akan disampaikan 
kepada para peserta ini, apakah 
materinya disusun secara bersama-
sama oleh BKD dengan instruktur, 
atau diserahkan semuanya kepada 
instruktur selaku pembimbing pada 
saat pelaksanaan diklat di lapangan? 
7. Untuk model pelatihan sendiri, ini kan 
terdapat bermacam – macam model. 
Dalam penentuan model pelatihan 
diklat ini, apa saja yang harus dan 
menjadi perhatian khususnya dari 
BKD pada saat pemilihan model 
pelatihan? 
8. Untuk menetapkan jadwal akan 
pelaksanaan diklat ini, apakah telah 
ditetapkan sendiri oleh BKD atau 
berdasarkan kesepakatan dari aktor – 
aktor yang terlibat? 
9. Bagaimana proses ketika pelaksaan 
diklat teknis? 
10. Untuk penilaian terhadap peserta, 
apakah semuanya diserahkan secara 
menyeluruh kepada instruktur atau 
dari pihak BKD juga ikut memberikan 
penilaian terhadap peserta diklat 
teknis? 
11. Apa saja yg menjadi kriteria 
dalam penilaian bagi para peserta 
diklat? 
12. Hal apa yang dilakukan oleh BKD 
dalam melakukan evaluasi terhadap 
pelaksanaan diklat teknis ini? 
13. Dalam pelaksanaan diklat teknis 
di masa pandemi saat ini, apa saja yang 
menjadi faktor pendukung dalam 
pelaksanaannya? 
14. Tentunya disamping faktor 
pendukung, juga terdapat faktor 





penghambat yang dialami oleh BKD 
selama pelaksanaan diklat teknis di 
masa pandemi ini? 
3. Bapak Choirul Amri 
Ibrahim, S.STP 
1. Apa saja tupoksi Bapak sebagai analis 
diklat dalam pelaksanaan diklat 
teknis? 
2. Apa saja yang perlu diperhatikan 
dalam melakukan analisis diklat? 
3. Bagaimana pendapat Bapak mengenai 
pelaksanaan diklat teknis secara tatap 
muka di masa pandemi ini? 
4. Apakah fasilitas yang dimiliki BKD 
sudah menunjang untuk dapat 
melaksanakan diklat teknis di masa 
pandemi ini secara tatap muka? 
5. Bagaimana cara yang dilakukan BKD 
dalam melakukan evaluasi diklat 
teknis demi perbaikan kedepannya? 
6. Apa saja faktor pendukung dan 
penghambat selama pelaksanaan 
diklat teknis di masa pandemi covid-
19? 
4.  Bapak Aris Setiawan, 
S.Pd., M.Pd 
1. Apa saja peran Bapak sebagai 
instruktur dalam pelaksanaan diklat 
teknis ini? 
2. Dalam menetapkan materi, apa saja 
yang perlu Bapak persiapkan sebagai 
instruktur? 
3. Bagaimana cara Bapak sebagai 
instruktur dalam menyatukan pikiran 
pada saat menetapkan materi dengan 
instruktur – instruktur yang lainnya? 
4. Apakah terdapat kesulitan yang 
dihadapi oleh Bapak sebagai instruktur 
dalam penetapan materi diklat teknis? 
5. Bagaimana cara Bapak dalam 
menyampaikan materi kepada para 
peserta pada saat pelaksanaan diklat 
teknis? 
6. Mengenai penilaian, apa saja kriteria 
yang digunakan oleh instruktur dalam 





7. Bagaimana pendapat Bapak sebagai 
instruktur mengenai pelaksanaan 
diklat teknis secara tatap muka di masa 
pandemi ini? 
8. Apakah terdapat kendala tersendiri 
bagi instruktur ketika pelaksanaan 
diklat teknis ini dilakukan secara tatap 
muka di masa pandemi? 
5. Bapak Drs. Edy Wuryanto 1. Apa saja peran Bapak sebagai 
instruktur dalam pelaksanaan diklat 
teknis ini? 
2. Dalam menetapkan materi, apa saja 
yang perlu Bapak persiapkan sebagai 
instruktur? 
3. Bagaimana cara Bapak sebagai 
instruktur dalam menyatukan pikiran 
pada saat menetapkan materi dengan 
instruktur – instruktur yang lainnya? 
4. Apakah terdapat kesulitan yang 
dihadapi oleh Bapak sebagai instruktur 
dalam penetapan materi diklat teknis? 
5. Bagaimana cara Bapak dalam 
menyampaikan materi kepada para 
peserta pada saat pelaksanaan diklat 
teknis? 
6. Mengenai penilaian, apa saja kriteria 
yang digunakan oleh instruktur dalam 
memberikan penilaian kepada peserta? 
7. Bagaimana pendapat Bapak sebagai 
instruktur mengenai pelaksanaan 
diklat teknis secara tatap muka di masa 
pandemi ini? 
8. Apakah terdapat kendala tersendiri 
bagi instruktur ketika pelaksanaan 
diklat teknis ini dilakukan secara tatap 
muka di masa pandemi? 
6. Bapak Moh. Samsul 
Hidayat, S.Pd 
1. Apa saja peran Bapak sebagai 
instruktur dalam pelaksanaan diklat 
teknis ini? 
2. Dalam menetapkan materi, apa saja 






3. Bagaimana cara Bapak sebagai 
instruktur dalam menyatukan pikiran 
pada saat menetapkan materi dengan 
instruktur – instruktur yang lainnya? 
4. Apakah terdapat kesulitan yang 
dihadapi oleh Bapak sebagai instruktur 
dalam penetapan materi diklat teknis? 
5. Bagaimana cara Bapak dalam 
menyampaikan materi kepada para 
peserta pada saat pelaksanaan diklat 
teknis? 
6. Mengenai penilaian, apa saja kriteria 
yang digunakan oleh instruktur dalam 
memberikan penilaian kepada peserta? 
7. Bagaimana pendapat Bapak sebagai 
instruktur mengenai pelaksanaan 
diklat teknis secara tatap muka di masa 
pandemi ini? 
8. Apakah terdapat kendala tersendiri 
bagi instruktur ketika pelaksanaan 
diklat teknis ini dilakukan secara tatap 
muka di masa pandemi? 
7. Bapak Drs. Sudarmadji, 
M.Si 
1. Apa saja peran Bapak sebagai 
instruktur dalam pelaksanaan diklat 
teknis ini? 
2. Dalam menetapkan materi, apa saja 
yang perlu Bapak persiapkan sebagai 
instruktur? 
3. Bagaimana cara Bapak sebagai 
instruktur dalam menyatukan pikiran 
pada saat menetapkan materi dengan 
instruktur – instruktur yang lainnya? 
4. Apakah terdapat kesulitan yang 
dihadapi oleh Bapak sebagai instruktur 
dalam penetapan materi diklat teknis? 
5. Bagaimana cara Bapak dalam 
menyampaikan materi kepada para 
peserta pada saat pelaksanaan diklat 
teknis? 
6. Mengenai penilaian, apa saja kriteria 
yang digunakan oleh instruktur dalam 





7. Bagaimana pendapat Bapak sebagai 
instruktur mengenai pelaksanaan 
diklat teknis secara tatap muka di masa 
pandemi ini? 
8. Apakah terdapat kendala tersendiri 
bagi instruktur ketika pelaksanaan 
diklat teknis ini dilakukan secara tatap 
muka di masa pandemi? 
8. Bapak Venta Budi 
Kriswanto, S.Pd 
1. Apa saja yang perlu dipersiapkan oleh 
Bapak sebelum diklat teknis KTI ini 
dilaksanakan? 
2. Bagaimana pendapat Bapak mengenai 
pelaksanaan diklat teknis KTI ini di 
masa pandemi? 
3. Apa saja manfaat yang diperoleh oleh 
Bapak setelah dilaksanakan diklat 
teknis KTI ini? Bagaimana perubahan 
sebelum dan sesudah pelaksanaannya? 
4. Bagaimana menurut pendapat Bapak 
mengenai pelayanan dan fasilitas yang 
diberikan oleh BKD selama 
pelaksanaan diklat teknis KTI ini 
berlangsung? 
9. Ibu Linda Sepdianti, S.Pd 1. Apa saja yang perlu dipersiapkan oleh 
Ibu sebelum diklat teknis KTI ini 
dilaksanakan? 
2. Bagaimana pendapat Ibu mengenai 
pelaksanaan diklat teknis KTI ini di 
masa pandemi? 
3. Apa saja manfaat yang diperoleh oleh 
Ibu setelah dilaksanakan diklat teknis 
KTI ini? Bagaimana perubahan 
sebelum dan sesudah pelaksanaannya? 
4. Bagaimana menurut pendapat Ibu 
mengenai pelayanan dan fasilitas yang 
diberikan oleh BKD selama 
pelaksanaan diklat teknis KTI ini 
berlangsung? 
10.  Ibu Titin Yunita, S.Pd 1. Apa saja yang perlu dipersiapkan oleh 






2. Bagaimana pendapat Ibu mengenai 
pelaksanaan diklat teknis KTI ini di 
masa pandemi? 
3. Apa saja manfaat yang diperoleh oleh 
Ibu setelah dilaksanakan diklat teknis 
KTI ini? Bagaimana perubahan 
sebelum dan sesudah pelaksanaannya? 
4. Bagaimana menurut pendapat Ibu 
mengenai pelayanan dan fasilitas yang 
diberikan oleh BKD selama 









LOGBOOK PENELITIAN SKRIPSI FIA UB 
NAMA   : Setyorini Kusumayekti 
NIM    : 175030100111006 
JUDUL PENELITIAN : Pendidikan dan Pelatihan Teknis Dalam 
  Mengembangkan Kompetensi Sumber Daya 
  Aparatur Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada 
  Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo) 
No Tanggal Kegiatan 
1. 05/03/2021 Catatan : Observasi pertama, menyerahkan persyaratan 
penelitian, dan meminta izin kepada Bidang Diklat BKD 
Kabupaten Sidoarjo yang diwakili oleh bapak Choirul 
Amri Ibrahim 
  Bukti Pendukung : Rekaman dan catatan wawancara 
2. 08/03/2021 Catatan : Observasi Kedua, melakukan wawancara dengan 
Ibu Meidiyanti, S.Sos selaku Kepala Sub Bidang 
Penyelenggaraan Diklat, wawancara dengan Bapak 
Choirul Amri, S.STP selaku Analis Diklat Sub Bidang 
Analisa dan Evaluasi Diklat, serta instruktur yakni Bapak 
Aris Setiawan, S.Pd., M.Pd, Drs. Bapak Edy Wuryanto, 
dan Bapak Moh. Samsul Hidayat, S.Pd 
  Bukti Pendukung : Foto wawancara bersama dan rekaman 
wawancara 
3. 10/03/2021 Catatan : Observasi Ketiga, pemaparan hasil diktat oleh 
peserta dan melakukan wawancara dengan peserta – 
peserta diklat 








4. 30/03/2021 Catatan : Wawancara dengan Bapak Wahyu Hidayat, 
S.STP selaku Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan, 
dan Ibu Meidiyanti, S.Sos selaku Kepala Sub Bidang 
Penyelenggaraan Diklat. 
  Bukti Pendukung : Rekaman wawancara 
6.  21/05/2021 Catatan : Wawancara dengan Bapak Choirul Amri selaku 
Analis Diklat Sub Bidang Analisa dan Evaluasi Diklat 
  Bukti Pendukung : foto wawancara, dan rekaman 
wawancara 
 
